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Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 312  ANALISIS FAKTOR PRODUKSI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN IKAN BILIH DI KECAMATAN AJIBATA DANAU TOBA Bambang Hermanto1  ABSTRAK 
Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik di Sumatera Utara yang mempunyai nilai sangat penting ditinjau 
dari fungsi ekologi, hidrologi serta ekonomi termasuk usaha penangkapan ikan bilih Seiring pesatnya 
perkembangan dan pertumbuhan ikan bilih di Danau Toba yang bahkan dinilai lebih tinggi dibandingkan di 
habitat aslinya, saat ini juga ikan bilih di Danau Toba telah tumbuh menjadi salah satu sumber ekonomi 
masyarakat di sekitar sehingga sering disebut sebagai ”ikan anugerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui keuntungan usaha penangkapan ikan bilih, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 
penangkapan ikan bilih dan tingkat produksi usaha penangkapan ikan bilih di daerah penelitian. Metode 
penarikan sampel menggunakan Simple Random Sampling (sampel random sederhana) banyaknya sampel 
yang diambil hanya 50 responden. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, dimana 
analisis  data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda (program SPSS 20.0) for 
windos. Hasil penelitian menyatakan bahwa, usaha penangkapan ikan bilih di daerah penelitian sangat 
menguntungkan bagi masyarakat, dimana faktor-faktor  yang mempengaruhi usaha penangkapan ikan bilih ini 
adalah Biaya Listrik, Biaya tenaga Kerja dan Biaya Pembuatan Sulangat. Dari hasil analisis menyatakan, 
Secaraparsial, masing-masing variabel menyatakan hasil pengaruhnya terhadap pendapatan usaha 
penangkapan ikan bilih di kelurahan Parsaoran Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir. Diantaranya 
faktor-faktor yang terdiri dari variabel biaya listrik terhadap pendapatan, biaya tenaga kerja terhadap 
pendapatan dan pengaruh biaya pembuatan sulangat terhadap pendapatan usaha penangkapan ikan bilih. Kata Kunci : Pendapatan Ikan Bilih, Penangkapan Ikan Bilih. Pendahuluan Latar Belakang Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang dan Nias, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara (Akbar, 2010). Kondisi oligotrofik Danau Toba menyebabkan daya dukung danau untuk perkembangan dan pertumbuhan organisme air seperti plankton dan bentos sangat terbatas. Pada aspek hidrologis, Danau Toba merupakan sebuah kawasan Daerah Tangkapan Air-DTA (Catchement Area) raksasa dan sangat vital bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Siklus pergantian air 110 – 280 tahun merupakan salah satu keunikan Danau Toba karena siklus perputaran air danau sedunia rata-rata hanya 17 tahun. Menurut Siregar (2008), Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran luas 100 km x 31 km di atas area seluas 1145 km² di Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia. Di tengah danau terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sebagai salah satu danau alami terbesar di Indonesia memiliki potensi alam yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Disamping sebagai salah satu andalan                                                            1 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan    hbambang7348@yahoo.co.id 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 313  objek pariwisata di Sumatera Utara, juga berfungsi sebagai prasarana transportasi air yang menghubungkan beberapa kota yang terletak di pinggiran Danau Toba dengan Pulau Samosir.  Ikan pora-pora atau ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) merupakan ikan endemik dari Danau Singkarak diintroduksi di Danau Toba pada tahun 2003. Dimana tujuan dari introduksi tersebut adalah untuk meningkatkan produksi dan menyelamatkan populasi ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) di habitatnya yang baru yaitu di Danau Toba (Kartamihardja, 2006). Nelayan dan pedagang ikan pada bulan April 2008 diperoleh informasi bahwa aktivitas penangkapan ikan bilih mulai tinggi pada tahun 2007. Pada saat itu, pedagang pengumpul yang datang dari Kota Pekanbaru, Riau mulai berdatangan dan bersedia menampung ikan hasil tangkapan nelayan di beberapa sentra produksi seperti di Tigaraja, Parapat, Tongging, Bakara di Porsea, Balige dan daerah lainnya (Kartamihardja dan Sarnita, 2008). Seiring pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ikan bilih di Danau Toba yang bahkan dinilai lebih tinggi dibandingkan di habitat aslinya, saat ini juga ikan bilih Danau Toba telah tumbuh menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat di sekitar sehingga sering disebut sebagai ”ikan anugerah”. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Analisis Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Bilih di Danau Toba . Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan ikan bilih. 2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan faktor produksi pada usaha penangkapan ikan bilih.  Landasan Teori 
Klasifikasi Ikan Bilih  Ikan bilih atau dalam bahasa ilmiah disebut Mystacoleucus padangensis Bleeker adalah ikan endemik yang hidup di Danau Singkarak, Sumatera Barat (Kartamihardja dan Sarnita, 2008). Secara klasifikasinya ikan bilih dapat dikelompokan sebagai berikut. Kingdom :Animalia Filum : Cordata Kelas : Actinopterygi Ordo : Clupeiformes Famili : Engraulidae Genus : Mystacoleusus Spesies : Mystacoleucus padangensisBleeker 

 Ikan bilih melakukan reproduksi atau pemijahan dengan cara menyongsong aliran air di sungai yang bermuara di danau. Induk jantan dan betina beruaya ke arah sungai dengan kecepatan arus air ke arah sungai berkisar antara 0,3 – 0,6 m/detik dan dangkal dengan kedalaman air antara 10 – 20cm. Habitat pemijahan ikan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 314  bilih adalah perairan sungai yang jernih dengan suhu air relatif rendah, berkisar antara 24,0 – 26,0°C, dan dasar sungai yang berbatu kerikil dan atau pasir. Dalam hal ini, faktor lingkungan yang mempengaruhi pemijahan ikan bilih adalah arus air dan substrat dasar. Ikan bilih menuju ke daerah pemijahan menggunakan orientasi visual dan insting. Sesampainya di habitat pemijahan tersebut, ikan bilih betina melepaskan telur dan bersamaan dengan itu juga ikan jantan melepaskan sperma untuk membuahi telur tersebut. Telur ikan bilih yang telah dibuahi berwarna transparan dan tenggelam berada di dasar sungai untuk kemudian hanyut terbawa arus air masuk ke danau (Kartamihardja dan Sarnita, 2008). Usahatani Usaha Perikanan merupakan sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah usaha perikanan, baik yang berasal dari bidang usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budidaya atau akuatultur. Selain itu kegiatan usaha perikanan juga bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan kepasar dengan harapan dapat diterima oleh konsumen yang lebih luas. Usahatani adalah setiap kombinasi yang tersusun (terorganisasi) dari alam, kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian (T.B. Bachtiar Rifai dalam Hernanto, 2005). Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu usahatani dapat digambarkan lebih rinci sebagai berikut. Pendapatan Pendapatan dapat didefenisikan sebagai sisa dari pengurangan nilai penerimaan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diharapkan tentu saja memiliki nilai positif dan semakin besar nilainya semakin baik, meskipun besar pendapatan tidak selalu mencerminkan efisiensi yang tinggi karena pendapatan yang besar mungkin juga diperoleh dari investasi yang jumlahnya besar pula. Untuk mengukur keberhasilan usahatani biasanya dilakukan dengan melakukan analisis pendapatan usahatani. Dengan melakukan analisis pendapatan usahatani dapat diketahui gambaran keadaan aktual usahatani sehingga dapat melakukan evaluasi dengan perencanaan kegiatan usahatani pada masa yang akan datang. Pendapatan usahatani tidak hanya berasal dari kegiatan produksi saja tetapi dapat juga diperoleh dari menjual unsur – unsur produksi, misalnya menjual kelebihan alat-alat produksi, menyewakan lahan dan lain sebagainya. Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan seluruh biaya. Pd = TR-TC Dimana: Pd = Pendapatan Usahatani   TR  = Total Penerimaan  TC = Total Biaya  Pendapatan usahatani terbagi atas pendapatan kotor usahatani dan pendapatan bersih usahatani. Pendapatan kotor usahatani mengukur pendapatan kerja petani tanpa memasukkan biaya yang diperhitungkan sebagai komponen biaya. Pendapatan kotor usahatani merupakan selisih dari penerimaan usahatani dengan biaya tunai usahatani. Sedangkan pendapatan bersih usahatani mengukur pendapatan kerja petani dari seluruh biaya 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 315  usahatani yang dikeluarkan. Pendapatan bersih usahatani diperoleh dari selisih penerimaan usahatani dengan biaya total usahatani. Penerimaan Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil produksinya. Hasil total penerimaan dapat diperoleh dengan mengalikan jumlah satuan barang yang dijual dengan harga barang yang bersangkutan. Menurut Soekartawi (2002), penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual.  TR = Y . Py Dimana :  TR = Total Penerimaan   Y =Produksi yang diperoleh  Py  =Harga jual Y  Biaya Secara umum biaya adalah sesuatu atau sejumlah uang yang dikeluarakan/dikorbankan guna mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut dapat diartikan sebagai pengorbanan barang atau jasa. Adapun dilihat secara khusus biaya tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) investasi yaitu Biaya Tetap (fixed cost) dan Biaya Variabel (variable cost). Biaya tetap umumnya didefenisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi, besar biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Biaya tetap ini beragam dan kadangkala tergantung dari peneliti apakah mau memberlakukan variabel itu sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Disisi lain, biaya variabel biasanya didefenisikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh (Soekartawi, 1995). Produksi  Menurut Widodo dan Syukri (2005), untuk menghasilkan sesuatu produksi diperlukan adanya suatu gabungan atau kerjasama yang baik antara faktor-faktor produksi, bahwa bagaimana usaha dari nelayan atau petani ikan menggabungkan faktor-faktor produksi untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Faktor- faktor produksi dalam kegiatan usaha perikanan yang sangat berpengaruh meliputi. 
a. Alam Yang dimaksud dengan alam sebagai faktor produksi pada usaha perikanan adalah tanah dan perairan (sungai, waduk, rawa, genangan dan laut). Perairan adalah suatu wadah atau tempat yang dapat digunakan untuk usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan. Perairan bersifat milik bersama, namun tidak menutup kemungkinann adanya aturan-aturan yang diberlakukan oleh golongan atau kelompok masyarakat yang telah berlangsung turun temurun, misalnya aturan adat (hukum laut). Pada usaha perikanan kedua tempat tersebut sangat erat keterkaitannya dan disinilah dilaksanakan proses produksi hingga menghasilkan produksi. Salah satu bukti bahwa perairan merupakan faktor produksi dapat dilihat 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 316  dari tinggi rendahnya  balas jasa baik yang berupa sewa atau bagi hasil yang sesuai dengan permintaan dan penawaran dalam masyarakat tertentu pada daerah tertentu 
b. Sarana Produksi            Faktor ini merupakan inti dari berbagai faktor produksi lainnya, artinya tanpa tersedianya faktor ini tidak mungkin dilaksanakan kegiatan berproduksi. Ketersediaan sarana produksi dalam jumlah yang tepat dan kualitas yang baik, akan mempengaruhi kelancaran proses produksi. Sarana produksi pada dasarnya digolongkan berdasarkan: 1. Sarana produksi yang habis dipakai dalam satu siklus atau sarana produksi yang tidak tahan lama, meliputi BBM, Umpan Pancing, Es, Bahan Makanan Melaut ( beras, lauk pauk, air tawar, dll). 2. Sarana produksi yang tidak habis dipakai/ digunakan dalam satu siklus atau yang tahan lama, meliputi: a) Kapal dan Mesin Kapal (Body kapal, Mesin Utama, Mesin Bantu dan Generator). b) Alat Tangkap (Jaring, Pancing, dll) c) Alat Bantu Penangkapan (Rakit, Sampan, dll) 
c.  Tenaga Kerja Tenaga kerja dalam bidang perikanan pada umumnya terdiri dari tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap (sambilan). Tenaga kerja tetap umumnya berasal dari keluarganya sendiri (tenaga inti) dan atau tenaga kerja yang mendapat upah secara tetap pada periode tertentu, misalnya bulanan. Sementara tenaga kerja tidak tetap (sambilan) atau dapat juga disebut tenaga kerja harian lepas, umumnya bersifat buruh. Tinjauan Ekonomi  Sistem dan usaha agribisnis yang sedang dipromosikan adalah sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing tinggi. Hal ini dapat dicirikan dengan efisiensi yang tinggi mampu merespon perubahan pasar secara cepat dan efisien, menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, menggunakan inovasi teknologi sebagai sumber pertumbuhan dan produktivitas dan nilai tambah. Hal ini dapat disikapi dengan pembangunan industri hulu dan industri hilir pertanian yang dapat memperbaiki sistem dan prospek pertanian ke arah yang berpotensi positif (Daniel, 2007). Menurut Purnomo (2009) ada beberapa cara pengolahan yang dapat dilakukan pada ikan bilih, antara lain:  a. Pengeringan ikan bilih (pengasinan). b. Pengolahan dendeng ikan bilih. c. Pengolahan bakso ikan bilih. d. Pengolahan kerupuk ikan bilih. e. Pengolahan ikan bilih. Kerangka Pemikiran  Analisis usaha penangkapan ikan bilih di Danau Toba adalah analisis mengenai kelayakan pengelolaan perikanan tangkap untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi dalam keadaan baik yaitu mendekati 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 317  tingkat potensi produksi ikannya dan melestarikan lingkungan sumber daya ikan. Usaha penangkapan ikan bilih ini cukup prospektif, karena merupakan primadona baru dalam dunia perikanan di Danau Toba yang memiliki nilai jual yang istimewa. Hal ini didukung karena kini ikan ini sudah langka di daerah asal. Adapun tujuan pengelolaan perikanan tangkap adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi dalam keadaan baik yaitu mendekati tingkat potensi produksi ikannya dan melestarikan lingkungan sumber daya ikan.               Metode Penelitian Metode Analisa Data  Untuk menganalisa masalah (1) menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengamati bagaimana faktor produksi usaha penangkapan ikan bilih di daerah penelitian. Untuk menganalisa masalah (2) yang digunakan adalah metode analisis pendapatan. Secara matematik dapat ditulis: TR = Y . Py Dimana:   TR = Total revenue /Penerimaan(Rp)   Y   = Produksi yang diperoleh (Kg)   Py  = Harga Y (Rp)   USAHA IKAN BILIH BIAYA PENANGKAPAN HARGA PENDAPATAN IKAN BILIH PENERIMAAN IKAN BILIH PASAR FAKTOR PRODUKSI TENAGA KERJA      SULANGAT            LISTRIK 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 318  Biaya variabel (Variable Cost), yaitu biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Contoh: sarana produksi (ember, timbangan/neraca dan jaring pengumpul). Biaya tetap (Fixed Cost), yaitu biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Contoh: Tenaga kerja (Soekartawi, 1995). Metode analisis ini menggunakan data yang diperoleh langsung di daerah penelitian dengan membuat aliran dana jumlah penerimaan dan pengeluaran biaya dalam usaha penangkapan ikan bilih yang ada di daerah penelitian. Dan menggunakan analisi sregresi Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penangkapan ikan bilih di daerah penelitian. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut : Y = α + β1 X1 + β2X2 + β3 X3+ µ Dimana :  y  = Pendapatan  α = Intercepat  X1 = Biaya Listrik (Rp)  X2 = Biaya Tenaga Kerja (Rp)  X3= Biaya Pembuatan Sulangat (Rp)  µ = Eror Term  Hasil Dan Pembahasan  Letak Geografis, Batas dan Luas Daerah Penelitian  Kelurahan Parsaoran terletak di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kelurahan Parsaoran tahun 2011 seluas 3,0 Km² dengan jumlah penduduk 1.496 jiwa. Adapun jarak Kelurahan Parsaoran ke kota pusat pemerintahan berkisar 1,0 Km² dengan menggunakan angkutan darat. Kecamatan Ajibata merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Toba Samosir. Kecamatan Ajibata  berada pada 2° 32’ – 2° 40’ Lintang Utara, 98° 56’ – 99° 04’ Bujur Timur dan 908 m diatas permukaan laut. Kecamatan Ajibata memiliki luas daerah 72,8 km².  Kabupaten Toba Samosir diapit 4 (Empat) oleh Kabupaten yaitu: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, Danau Toba  b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun,  c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lumban Julu,  d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Danau Toba.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Bilih Di Daerah Penelitian Untuk melihat adanya faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha penangkapan ikan bilih didaerah penelitian, maka dilakukan pengolahan data dari faktor-faktor tersebut yaitu biaya listrik, biaya tenaga kerja, biaya pembuatan sulangat dan pendapatan usaha penangkapan ikan bilih dengan menggunakan Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial, serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 319  Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh biaya listrik, biaya tenaga kerja dan biaya pembuatan sulangat terhadap pendapatan usaha penangkapan ikan bilih. Hasil pengujian disajikan dalam rekapitulasi hasil analisis Regresi Berganda berikut ini : Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ µ Dimana :  Y  = Pendapatan/bulan  α = Intercept  X1 = Biaya Listrik/bulan (Rp)  X2 = Biaya Tenaga Kerja/bulan (Rp)  X3 = Biaya Pembuatan Sulangat (Rp)  µ  = Error Term β1, β2, β3 = Koefisien Regresi.  Maka dapat dilihat tabel 13 dibawah ini menerangkan hasil perhitungan regresi menggunakan SPSS 20. 
Tabel 13.Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda.  Variabel Koefisien Regresi (B)  T  Sig  Biaya Listrik (X1) .059 .843 .407 Biaya Tenaga Kerja (X2) 3.883 16.673 .000 Biaya Pembuatan Sulangat (X3) .010 1.033 .311 Konstanta = -137838.472 R = .995 R square = .991 Adjusted R Square = .990 F hitung = 913.472 Signifikansi F = .000  Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y =-137838.472 + 0, 059 X1 + 3.883 X2 + 0,010 X3 a. Pengaruh Secara Simultan Hasil analisis regresi berganda : variabel biaya listrik (X1), biaya tenaga kerja (X2) dan biaya pembuatan sulangat (X3) berpengaruh terhadap Pendapatan (Y) secara simultan/bersama-sama menunjukan hasil nilai Fhitung adalah sebesar 913.472 dengan Signifikan F sebesar .000 atau lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga menolak H0. Hasil ini menyatakan bahwa secara simultan semua Variabel Bebas yaitu variabel biaya listrik (X1), biaya tenaga kerja (X2), dan biaya pembuatan sulangat (X3)  berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan (Y). Selanjutnya dari analisis regresi berganda diperoleh nilai R sebesar 0,995. Hasil  ini menunjukan bahwa semua variabel bebas yaitu variabel biaya listrik (X1), biaya tenaga kerja (X2) dan biaya pembuatan sulangat (X3)  mempunyai keeratan  hubungan  dengan  variabel  pendapatan (Y) sebesar 0,995. Pada penelitian ini, untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan besaran angka R 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 320  square. Hasil R squaredidapat sebesar  0,991 (di peroleh dari pengkuadratan R yaitu = 0,995 x 0,995). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel bebas yaitu variabel biaya listrik (X1), biaya tenaga kerja (X2) dan biaya pembutan sulangat (X3) terhadap variabel pendapatan (Y) sebesar 99,5%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.  Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: a. Tenaga kerja memberikan pengaruh yang nyata terhadap pendapatan ikan bilih. b. Biaya tenaga kerja, biaya tenaga listrik, dan biaya pembuatan sulangat memberikan pengaruh yang nyata terhadap penangkapan ikan bilih.  Daftar Pustaka  Akbar,M.F.A. 2010.Kajian Ekonomi Sumberdaya Perikanan Tangkapdi Kabupaten Pemalang. Skripsi. Program Sarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor  Anonimous, 2010.Ikan Bilih Danau Singkarak. Dikutip dari http://www.wikimu. com/News/Print.aspx?id = 14379. Di akses pada tanggal 12 Mei 2013.  Anna,S. 2003. Model Embedded Dinamik Ekonomi Interaksi Perikanan- Pencemaran. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.  Daniel, 2007.PengantarEkonomiPertanian. BumiAksara. Jakarta.   Hidayati, 2010.Studi Ekologi Ikan Bilih (Mystacoleucuspadangensis Blkr) di Danau Singkarak. Sumatera 
Barat. Tesis. Program Pasca Sarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.  Kartamihardja, E.S. dan Sarnita, A.S. 2008.Populasi Ikan bilih di Danau Toba: Keberhasilan Introduksi 
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BATAS DESA DI KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS 

 
 

Syahrul Bakti Harahap1  
Abstrak 

 Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Negara 
Kesatuan Repulik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf  f, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, 
mensyaratkan bahwa setiap desa harus ada batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang 
telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang 
diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 responden yaitu Kepala Desa, 
Camat di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.  
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, penerapan Pasal 8 Ayat (3) Hurup f, Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014, tentang batas  desa di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas 
kurang efektif, karena belum ada desa yang mempunyai batas desa berdasarkan  surat keputusan  yang dibuat 
oleh pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.  
Kata Kunci : Undang-Undang No. 6 tahun 2014, batas desa, Kecamatan  Barumun Tengah   
Pendahuluan 
 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014). Kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah.  Undang-Undang desa ini mengangkat harkat desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf  f, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, mensyaratkan bahwa setiap desa harus ada batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.    Permasalahan yang menonjol di Kecamatan Barumun Tengah adalah tentang ketidak adaan batas desa, sehingga penulis melakukan penelitian tentang “Kajian Hukum Penerapan Pasal 8 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Batas Desa di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas”. 

 

Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumulan data dilakukan melalui obserasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang                                                            1 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan      e-mail : Syahrulbakti71@yahoo.com 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 323  diperoleh lebih akurat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 responden yaitu kepala desa dan Camat Kecamatan Barumun Tengah.  
Hasil Dan Pembahsan 

A. Penerapan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 2014, tentang Batas Desa di Kecamatan Barumun 

Tengah Kabupaten Padang Lawas  Undang-Undang No. 6 tahun 2014, mengisyaratkan bahwa setiap desa harus mempunyai batas desa yang depenitif yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten, berdasarkan metode kartografis, sehingga diharapkan tidak terjadi permasalahan antar desa mengenai tanah yang menjadi tempat penduduk desa bermukim. Apabila kita perhatikan jawaban responden  di Kecamatan Barumun Tengah akan pentingnya batas desa yang depenitif, para responden mengatakan sangat penting untuk menghindari komplik antar desa. Sehingga dalam pembuatan silang sengketa tanah tidak mengalami kesulitan seperti saat ini, diakibatkan tidak adanya batas desa yang dibuat menurut peraturan Bupati Padang lawas. Untuk lebih jelasnya bagaimana tingkat pengetahuan Kepala Desa terhadap Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dilihat pada tabel 1. sebagai berikut: 
Tabel 1. Mendapat Penyuluhan Tentang Membuat Batas Desa 
 

Jawaban 
Responden 

Jumah 
Reponden 

Persen 
(%) Ya 3 30 Tidak 7 70 Jumlah 10 100 Sumber : Diaolah dari data primer  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 3 responden 30%, mengatakan bahwa responden menjawab bahwa pernah mendapat penyuluhan dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas, namun belum pernah diterapkan karena sulitnya untuk melakukan pengukuran batas antar desa karena dipengaruhi oleh sejarah yang menurut pendapat masyarakat  bahwa batas wilayah desa masih mengikut aturan jaman Kedewanan yaitu batas luat buakan batas desa.  Selanjutnya 7 responden 70%, menjawab tidak pernah mendapatkan penyuluhan, karena disebutkan rata-rata responden menjawab baru menjabat kepala desa maupun sekretaris desa.  

B. Penerapan yang Dibuat Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tentang Batas Desa di 

Kecamtan Barumun Tengah.  Beberapa faktor yang mempengaruhi  pembuatan batas desa di Kecamatan Barumun Tengah berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Kecamatan Barumun Tengah antara lain : 1. Masih ada pemahaman tentang batas desa yang ditetapkan oleh Kepala Luat 2. Sulitnya mengundang tokoh-tokoh adat untuk bermusyawarah dan menentukan batas desa. 3. Bahwa masalah pertanahan menurut masyarakat masih mengacu kepada peraturan luat 4. Sangat sulit menetapkan tapal batas desa, karena tidak pernah tercapai kata sepakat walaupun sudah di undang dan dipasilitasi oleh pihak Mispika Kecamatan. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 324  5. Sumber daya manusia di kecamatan Barumun Tengah yang masih bersipat kurang memahami pentingnya batas desa (Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Barumun Tengah). Untuk lebih jelasnya bagaimana jawaban responden tentang kendala pembuatan batas desa dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :  
Tabel 2. Kendala Dalam Membuat Batas Desa Jawaban Responden Jumlah Responden Persen (%) Pengetahuan masyarakat 0 0 Kespakatan antar desa 6 60 Faktor sejarah 4 40 Kepentingan ekonomi 0 0 Jumlah 10 100 Sumber: Diolah dari data primer  Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan 6 responden, 60%, menjawab bahwa kendala yang terbesar dalam membuat batas desa adalah, kesepakatan para tokoh masyarakat yang terlibat sulit untuk mencapai kesepakatan.   Selanjunya 4 reponden 40%, menjawab bahwa sepanjang mengenai tanah batas desa tidak ada batas yang jelas sampai saat ini, masih mengacu kepada peraturuarn jaman dulu yang dibuat oleh kepala luat, sehingga penerapan Pasal 8 Undang-undang No. 6 tahun 2014, tidak bisa dilaksanakan sampai saat ini, karena masyarkat masih mempunyai paham yang kurang tentang pemerintahan desa.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Barumun Tengah, mengatakan prosedur yang dibuat oleh pihak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui Kecamatan  dalam membuat batas desa sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat 3 hurup f, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, tentang desa, dengan mengundang para Kepala desa yang bersempadan, tokoh masyarakat dan tokoh adat, Kemudian dipasilitasi oleh Muspika Kecamatan, Camat, Kapolsek dan Danramil, kemudian dilakukan musyawarah di Kantor Camat. Jika terjadi kesepakatan, maka pihak kecamatan membuat berita acara musyawarah, untuk di usulkan kepemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk dibuat surat keputusan Bupati.   
Kesimpulan  Adapun kesimpulan penelitian ini adalah : 1. Penerapan Pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang batas desa belum bisa diterapkan di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. 2. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui Camat Kecamatan Barumun Tengah, sudah pernah mencoba membuat batas desa bersama Kepala Desa, namun tidak pernah mencapai kata sepakat diantara para tokoh adat dan tokoh masyarkat.   
Daftar Pustaka Borni Kurniawan, 2015, Desa Mandiri Desa Membangun, Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Jakarta. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 325  Kaelan MS, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.  Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, 2012, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.  M. Silahuddin, 2015, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia. Jakarta.   Moch Soffa Ihsan, 2015, Ketahanan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Jakarta.  Rachmad Baro, 2016, Metode Penelitian Hukum Non Doktrinal, CV. Budi Utama, Yogyakarta.  Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.  Tim Visi Yustisia, 2015, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan terkait, Visimedia.  Zainuddin Ali,  2012, Sosiologi Hukum, Sinar grafia, Jakarta.   Http://sugiantogeografis, Wordpress.com/Pengertian desa dan kota. Diakses tanggal 12 Agustus 2017.  Http://www.scrib.com.doc/59668084/ Teori Sistem Hukum, Diakses tanggal 02 Agustus 2017.   
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INTERMETALIK, DAN SIFAT MEKANIS PADA PADUAN (Zn-Al  )JENIS ZAMAC 3 
 

Surya Irawan1 
 

ABSTRAK 
 Peleburan paduan Zn-Al jenis zamac 3 dengan proses hot chamber  diecasting pengunaan scrap bekas sistim saluran dan proses pemesinan  tidak pernah digunakan secara optimal untuk didaur ulang agar bisa menjadi bahan baku . Hal ini disebasbkan adanya besi unsur (Fe) sebagai pengotor pada paduan seng yag membentuk fasa intermetalik yang ikut terlarut kedalam paduan Zn-Al dan ini terlihat melalui struktur mikro. Gejala  ini akan mengakibatkan terjadinya cacat pada coran dan menurunkan sifat mekanis dari  hasil casting tersebut.. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari penambahan additive Al-5TiB sebagai penghalus butiran yang dapat merubah morfologi fasa intermetalik dibatas butir  paduan Zn-Al , sehingga meningkatkan fluiditas dan kekuatan mekanis dari paduan seng tersebut saat dicor. Untuk mengetahui penyebab tersebut diatas maka dilakukan penelitian dan pengujian meliputi pengecekan komposisi kimia, fluiditas dari paduan seng cair, pengujian sifat mekanis , pengamatan struktur mikro dengan SEM & EDAX. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh dari pengotor melalui penambahaan kadar besi (Fe) 0.04% dan 0.19% yang dapat mengakibatkan peningkatan fraksi fasa intermetalik pada batas butir yang menyebabkan penurunan sifat mekanik casting seperti kekuatan tarik, impak dan fluiditas pada paduan Seng - Aluminium. Penambahaan grain refiner Al-5TiB dengan 0.5% dan 1%  pada master alloy Zamak 3  dengan kandungan  besi (Fe) 0.19% dapat membuktikan  peningkatan sifat mekanis dan nilai fluiditas dari paduan Zamak 3. Akibat terbentuknya fasa intermetalik yang terdistribusi seragam dibatas butir yang lebih halus dapat terlihat dari hasil pengamatan mikrostruktur.  

 
Kata Kunci : Paduan Zamak 3; scrap; fluiditas; intermetalik; modifier 
 

Pendahuluan Peleburan  pada paduan seng dengan cara hot chamber diecasting yang diakui sejak awal 1900 merupakan proses manufaktur debgan adanya pengotor seperti timbal,antimoni dan lainnya bahan yang sudah diperbaiki yang dipercaya dapat meningkatkan sifat pengecoran (fluiditas,castability).Saat ini  belum ada penelitian lebih lanjut tentang pengaruhnya dalam jangka pendek atau panjang tentang sifat dalam paduan tersebut. Pada tahun 1930-an,beberapa penelitian membuktikan bahwa pengotor dapat merusak kestabilan struktur mikro  paduan sehingga perlu adanya pengontrolan unsur  kadarpengotor dan pengunaan seng dengan kualitas tinggi sebagai bahan utama untuk manufaktur paduan[1].Zamak 3 merupakan paduan Zn-Al hypoeutektik dengan kadar Al kurang dari 5.1 % (3,9 -4,2 5 Al ) melalui proses Hot Chamber diecasting  dengan produk aplikasinya sebagai spare part automotive dan barang teknik lainnya. Namun pada kenyataannya banyak permasalahan yang dihadapi dalam penginjeksian seng cair ke dalam cetakan karena produk retak dan kegetasan sehingga barang di tolak.Hal ini sering terjadi apalagi pada peleburan ingot sisa dari sistim saluran yang dimasukkan kedalam peleburan ulang sehigga ada perubahan komposisi paduan. Penelitian ini difokuskan pada sifat fluiditas (mampu alir ) paduan seng dan pengaruh dari pengotor (unsur Fe) serta mengoptimalkan proses pengecorannya,sehingga produk seng yang dihasilkan memenuhi standar dan bebas cacat. Proses pengecoran yang digunakan untuk membuat sampel pengujian ialah pengecoran pada cetakan logam dengan material Zamak 3 dan penambahaan kadar Fe sehingga membuat ikatan                                                            1 Dosen UPMI  surya.shrekss@gmail.com 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229   327  intermetalik pada paduan seng cair yang menurunkan sifat mekanik,castability dan surface produk yang buram. Proses ini akan mengurangi biaya peralatan untuk persiapan sampel pengujian dan memudahkan proses paduan (Alloying) untuk mengobservasi pengaruh serta menganalisa fluiditas dan pengaruh penambahan penghalusan butir (grain refiner ) pada casting. Dengan demikian,kadar Fe yang tinggi tidak menjadi masalah sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah dan dapat digunakan untuk produk tertentu yang menjadi nilai tambah bagi pabrikan  
1. Dasar Teori  1.1. Paduan Zamak Zamak 3 merupakan paduan seng yang paling banyak digunakan untuk proses diecasting. Paduan ini memiliki perpaduan yang baik dengan sifat mekanis,sifat mampu cor yang baik. Dan stabilitas dimensi.Oleh karena itu, paduan ini banyak dipakai lebih dari 70 % di Amerika utara dan mudah ditemukan sebagai bahan pengecoran dengan diecasting. Berikut merupakan sifat mekanis dan fisik dari Zamak 3. 

Tabel 1. Sifat dari Zamak 3 
 Sifat Mekanik  UTS 283 Mpa DesnsitasSS 6,6 g/cm3 Kuat Luluh 221 Mpa Titik Lebur 381oC – 387oC Elongasi pada 2o 110% Konduktivitas listrik 27% IACS Kuat geser 214 % Komduktivitas termal 113 (W/m/hr/oC ) Kekerasan 82 BHN Specific heat  419 J/kg/oC Kuat impact 58 Joule Modulus elastisitas 85,5 x 103 MPa  Variasi pada temperatur cetakan merupakan parameter yang sangat menentukan dalam proses pengecoran. Apabila temperatur pada cetakan terlalu dingin maka akan mengakibatkan cacat pada produ pengecoran.Temperatur optimum cetakan pada aplikasi paduan seng adalah 160oC dan 245oC. Suhu mendekati 160 oC digunakan pada dimensi yang tebaldan suhu mendekati 245oC digunakan pada dimensi  yang tipis.Temperatur logam pada pengecoran paduan seng berkisar diantara 400oC – 440oC.Pada umumnya, suhu mendekati 440oC digunakan pada pengecoran dengan dimensi yang tebal dan suhu mendekati 400oC digunakan pada dimensi yang tipis.Namun padaprakteknya, temperatur 415OC biasanya digunakan pada ukuran dan bentuk apapun.Unsur paduan yang terdapat pada paduan Zn-Al mempunyai perannya masing-masing dalam kadar tertentu.Pada tabel 2 memperlihatkan perbandingan   pengaruh dari unsur lain pada Seng jika kurang atau lebih dalam suatu paduan Zn4Al 

 

Tabel 2. Pengaruh baik dan buruk unsur paduan Zn-Al 

  



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229   328  2. Efek Additive Penghalus Butir Al-5TiB Pada Paduan Zn-Al Penghalusan butir adalah suatu proses untuk menghaluskan ukuran dan bentuk butir logam menjadi lebih kecil dan homogen pada cairan logam saat proses pengecoran dan pembekuan. Al-5TiB pada paduan Zamak 3 digunakan untuk mengontrol besarnya struktur butir.Penghalusan butir akan menghasilkan nucleating siteuntuk pembentukan primary dendrites dan menghasilkan sejumlah besar butir yang halus, equaxed dan distribusi yang seragam. Perubahan morfologi dan bertumbuhnya α – Al pada Zamak 3 memicu pertumbuhan phase Ƞ-Zn primer (gambar a). Sehingga modifikasi Al-5TiB ini akan meningkatkan mampu cor castability ) paduan, karena semakin bulat dan halus struktur Ƞ-Zn primer dan bertambahnya α – Al yang merupakan struktur eutektik maka mampu alir akan semakin meningkat.    
Gambar 1. Mikrostruktur Zamak 3 (Zn 4Al Y) Wang Jianhua et al 2011 dengan modifikasi kadar Al-

5TiB bervariasi a (0 %), b (0,2%),c (0,5%), d(0,8 %), e (1,3%),f (2%).  Pada paduan Zamak 3 yang mengandung Fe, butir yang halus akan menghasilkan intermetalik yang lebih kecil dan distribusi yang lebih seragam, Master Alloy yang terdiri dari aluminium-titanium-boron (Al-Ti-B) sebagai grain refinement dapat meningkatkan mass fedding characteritics selama proses pengecoran dan solidifikasi. Ukuran butir yang halus membuat fasa kedua intermetalik menjadi lebih kecil dan lebih seragam distribusinya. 
3. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Metalurgi Proses Departemen Metalurgidan Material FTUI. Sebelum dilakukan proses peleburan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan material balance untuk mendapatkan komposisi kimia yang diinginkan pada saat peleburan. Pemanasan dilakukan dengan tungku pada crucible lalu untuk menjaga temperaturnya, logam cair dipindahkan pada holding furnace. Paduan yang akan dilebur disesuaikan dengan tungku dan dimasukkan secara bertahap agar tidak kepenuhaan dan mempermudah pengadukan. Setelah dilakukan perhitungan material balance dari elemen besi, serbuk Fe ditambahkan pada temperatur sekitar 600oC dan dilakukan pengadukan agar besi lebih merata keseluruh seng cair. Pada saat memadukan besi, parameter penelitian harus dijaga agar tidak terjadi kehilangan paduan dan merubah komposisi paduan. Pemberian cover flux dan pengujian komposisi kimia paduan dengan alat spectrometry dilakukan secara konstan dan berulang agar parameter tersebut terjaga. Setelah dicapai variable penambahan Fe 0,2 % logam cair diambil untuk pengujian fluiditas pada tungku yang sudah disiapkan dibawah alat uji fluiditas lalusisanya dituang ke cetakan sampel.  



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229   329  Setelah nilai fluiditas didapat barulah ngget Al-5TI-B mulai dilebur pda tungku krusibel agar mempermudah pemaduan karena temperatur leburnya pada 705o C.Setelah dilakukan pengujian fluiditas dan sisanya ditunang pada cetakan sampel untuk setiap variable maka berakhirlah proses peleburan. Untuk pegujian fluiditas paduan logam dari tunku peleburan diawali dengan pemasangan pipa tembaga pada alat uji fluiditas vakum.Setelah itu pipa tembaga yang telah dijepit diletakkan epat di atas kowi yang terisi logam cair.Lalu untuk menurunkan pipa yaitu dengan memutar tuas piston sehingga hidrolik akan membawa pipa turun lalu naik sesuai dengan yang dikehendaki pada penurunan suhu di temperatur 520oC. Penarikaan dilakukan konstan  untuk tiap kali percobaan yaitu dalam waktu 4 detik, dengan tujuan selain untuk menyeragamkan penarikan  pada tiap percobaan, juga untuk mencegah pipa tembaga meleleh di dalam logam cair tersebut. Penarikan  dilakukan sebanyak tiga kali untuk masing-masing komposisi sehingga nantinya didapat nilai fluiditas rata–rata pada masing–masing penarikan.  
Gambar 2. Sketsa alat uji fluuiditas vakum Pengujian komposisi kimia dilakukan dengan metode Arc–Spark Optical Emission  Spectrometer (OES) pada alat WAS Foundry Master di Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material dengan standar ASTM E536. Pengujian kekerasan dan uji tarik dilakukan dengan mengunakan metode Rockwell  (ASTM Standard E18) dimana nilai kekerasan suatu bahan ditentukan dari diameter jejak pada speicemen. Hasil pengujian adalah jejak dengan berbentuk lingkaran bulat, yang kemudian dihitung secara otomatis oleh alat uji kekerasannya, sehingga dapat langsung dilihat nilai kekersannya pada penunjuk digitalnya. Pengamatan  dengan mengunakan  mikroskop optik yang digunakan adalah mikroskop dengan kamera digital. Hal ini  mempermudah pemindahan gambar jika dibandingkan dengan mengunakan film. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui struktur mikro sampel. Scannig Electron Microscope (SEM) ialah mikroskop electron yang digunakan untuk studi lansung permukaan benda dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan mikroskop optik. Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy ialah metode untuk menentukan koposisi kimia dari suatu sampel yang akan diuji. Pengujian ini digunakanuntuk mengetahui struktur mikro dari penguat dari matriks seng dan digunakan untuk mengetahui komposisi kima fasa intermetalik yang terbentuk 

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 4.1. Hasil Analisa Komposisi Kimia Setelah didapatkan paduan Zamak 3+ 0,2 % Fe maka dilakukan pengecoran pada cetakan sampel dan komposisi yang dihasilkan adalah 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229   330  Tabel 3 . Komposisi kimia paduan Zamak 3 dan 0,19% Fe dengan penambahan 0%,0,5% dan 1 % Al-5TiB dalam % W Penambahan Al-5TiB Zn Al Cd Cu Fe Mg Mn Ni Si 0 % 96,8 3,07 0,002 0,005 0,19 0,0012 0,0003 0,005 0,008 0,5 % 93,79 5,773 0,005 0,137 0,19 0,0012 0,0068 0,002 0,001 1 % 92,29 7,377 0,008 0,021 0,19 0,00019 0,0077 0,002 0,007  Pada penambahaan Al-5TiB unsur aluminium mengalami peningkatan sebesar 88%  (2,7 %wt) pada penambahan 0,5 % Al-5TiB, sedangkan penambahan 1% AL-5TiB peningkatan Unsur Aluminium 140,29%     (4,31% wt). Hal ini terjadi karena adanya kenaikan temperatur dari paduan saat penambahan Al-5TiB cair yang dilebur pada temperatur 700oC sehingga terlihat dross yang merupakan suspensi tidak larut pada permukaan berkurang. Pada penambahaan Unsur Fe , dross pada permukaan yang ada telah diambil dari paduan sebelum dicor.Sedangkan pada saat peleburan master alloy dengan penambahan Al-5TiB dross yang kemungkinan berupa fasa intermetalik atau inklusi yang menurangi fluiditas ikut larut karena kenaikan temperatur. Oleh karena itu, kadar dari aluminium meningkat pada saat tanpa  penambahaan Al-5TiB 
4.2. Hasil Analisa struktur Mikro Tujuan analisa struktur mikro adalah untuk mengetahui bentuk struktur mikro pada gambar 3terlihat 3 daerah fasa yang terbentuk . Daerah putih merupakan fasa  Gambar 3. Mikrostruktur Zamak 3 dengan Fe 0,2 % dengan pembesaran 250 x hasil SEM  Gambar 4. Struktur mikro Zamak 3 dengan (a)Fe 0 %,(b)0,04%Fe,(c)0,19% Fe Terlihat fasa FeAl3 dibatas butir ditunjukkan pada gambar b dengan pemebesaran 200 x hasil SEM Pada daerah putih pada strukturmikro Zamak 3 pada gambar 5(a) merupakan fasa Ƞ-Zn yang merupakan matriks pada paduan zamak 3, sedangkan daerah gelap yang terbentuk lamellar merupakan fasa α-Al yang merupakan paduan dari unsur Zn dan Al, serta butiran hitam yang berkumpul dibatas matriks merupakan fasa intermetalik yang terbentuk karena penambahan Fe. Menurut literatur, terbentuknya fasa 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229   331  intermetalik akibat penambahan unsur Fe yang akan mengurangi besaran daerah fasa α-Al. Hal ini disebabkan oleh pengurangan unsur Al karena bereaksi dengan Fe sertaberkurangnya komposisi dari Al pada paduan ,sesuai dengan hasil uji komposisi pada tabel 3, penurunan hingga 3,07% (- 0,82%wt).Pengaruh dari penambahan Al-5TiB sebagai grain refiner menurut Wang Jianhua, akan menurunkan ukuran dan fraksi volume dari fasa Ƞ-Zn primer seiring dengan peningkatan kadar Al-5TiB. Fasa dendritiknya menjadi butiran dan struktur lamellar dari α-Al menipis.Dari gambar 4 terlihat beberapa lengan dendrit yang lepas serta fasa intermetlik yang menyebar dibatas butir.Pada hasil pengamatan Mikroskop optik Gambar 4, daerah gelap yang berbentuk lamellar untuk menandakan daerah dari fasa α-Al terlihat kurang jelas, tapi pada hasil pengamatan SEM jelas terlihat fasa α-Al dan bentuk dendritik dari fasa Ƞ-Zn. Selain itu, butiran fasa intermetalik yang mengkilap pada pengamatan SEM Gambar 4 (b) juga terlihat .Jika dibandingkan dengan hasil struktur mikro tanpa Pengaruh dari hasil pengamatan struktur mikro melalui SEM melalui metode Eddax adalah meperlihatkan dengan pengaruh dari penambahan Al-5TiB sebagai grain refiner menurut Wang Jianhua, akan menurunkan ukuran dan fraksi volume dan fasa Ƞ-Zn primer seiring dengan peningkatan kadar Al-5TiB. Fasa dendritiknya menjadi butiran dan struktur lamellar dari α-Al menipis.Pada gambar 4 terlihat beberapa lengan dendrit yang lepas serta fasa intermetalik yang menyebar dibatas butir. Pada tabel 4 terlihat fasa intermetalik FeAl3 dengan metode Edax tabel 4 terlihat fasa intermetalik FeAl3 dengan metode Edax Tabel 4. Hasil test dengan metode Edax terlihat fasa intermetalik FeAl3   Gambar 4. a) Hasil SEM paduan Zamak 3 Fe 0,04%, etsa CrO3, Na2S04, & H2O. Hasil EDAX Pada; b) Fasa Intermetalik (FeAl3); c) matriks Zn; d) Al-rich Hasil EDAX Tabel 4 yang didapatkan sudah sesuai dengan literatur [18], bahwa komposisi persen atom alumunium dengan besi adalah 3 : 1, pada perbandingan ini menjelaskan fasa intermetalik yang terbentuk adalah FeAl3dan pada hasil EDAX dapat kita lihat terdapat persentase karbon, muncul kadar karbon ini terjadi karena, pada proses pretreatment dilakukan pembakaran yang dimungkinkan pembersihan yang kurang, sehingga karbon bekas-bekas pembakaran menyisa pada kowi. Pengukuran fraksi area dengan menggunakan software Image J  dan Tabel 4Pada kadar Fe 0,04% fraksi area sebanyak 2,34%, dengan kadar Fe 0,19% sebanyak 4,81%. Dengan peningkatan kadar Fe, luas area fasaintermetalik meningkat.  Gambar 6. Mikrostruktur Zamak 3 dengan  0,2 % Fe dengan penambahan Al-5TiB 



   Gambar 7.Mikrostruktur Zamak 3 dengan Unsur Fe 2 %  (a) Aldengan pembesaran 200 x dengan etsa Gambar . Hasil SEM paduan Zamak 3 Dengan Kandungan Unsur Fe 0.2% dan Alpembesaran 2000 x dan hasil EDAX pada fasa Intermetalik ZnFe AlGambar . Hasil SEM paduan Zamak 3 dengan kandungan unsur Fe 0,2 % dan Aldengan Etsa Nital 1% dan hasil test EDAX pada fasa Intermetalik Zn Al 
4.3.Efek  penghalus butir struktur mikro (Faktor utama yang mempengaruhi fluidtas logam cair selain temperatur adalah komposisi dari yang berhubungan dengan temperatur dan inklusipenambahan Fe 0,19 kedalam paduan Zamak 3 memicu reaksi pembentukan inklusi acak.Penambahan Al-5TiB pada paduan membutir dan memperbanyak struktur eutektik dari fasa αpada grafik Gambar 4.11 dan 4.12, merupakan data pendukung untuk melihat efek dari  intpenambahan Al-5TiB terhadap sif Kultura Volume : 1332  Gambar 7.Mikrostruktur Zamak 3 dengan Unsur Fe 2 %  (a) Al-5TiB ,(b) 0,5% Aldengan pembesaran 200 x dengan etsa Nital ! %  Gambar . Hasil SEM paduan Zamak 3 Dengan Kandungan Unsur Fe 0.2% dan Alpembesaran 2000 x dan hasil EDAX pada fasa Intermetalik ZnFe Al3  Gambar . Hasil SEM paduan Zamak 3 dengan kandungan unsur Fe 0,2 % dan Al-dengan Etsa Nital 1% dan hasil test EDAX pada fasa Intermetalik Zn Al3TiFe  

penghalus butir struktur mikro (Al-5TiB)Terhadap Nilai Fluiditas Faktor utama yang mempengaruhi fluidtas logam cair selain temperatur adalah komposisi dari n dengan temperatur dan inklusi. Pada hasil pengamatan mikrospenambahan Fe 0,19 kedalam paduan Zamak 3 memicu reaksi pembentukan inklusi 5TiB pada paduan memperbaiki distribusi dari fasa intermetalik  dengan memperhalus  butir dan memperbanyak struktur eutektik dari fasa α-Al. Hasil  pengukuran fluiditas dengan metode vakum pada grafik Gambar 4.11 dan 4.12, merupakan data pendukung untuk melihat efek dari  int5TiB terhadap sifat mampu cor dari paduan. Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 5TiB ,(b) 0,5% Al-5TiB ,(c)1% Al-%TiB  Gambar . Hasil SEM paduan Zamak 3 Dengan Kandungan Unsur Fe 0.2% dan Al-5TiB 0,5% dengan -5TiB 0,5% pembesran 2000 X 
 Faktor utama yang mempengaruhi fluidtas logam cair selain temperatur adalah komposisi dari paduan . Pada hasil pengamatan mikrostruktur pada bab-bab 3 diatas, penambahan Fe 0,19 kedalam paduan Zamak 3 memicu reaksi pembentukan inklusi dan fasa intermetalik yang perbaiki distribusi dari fasa intermetalik  dengan memperhalus  . Hasil  pengukuran fluiditas dengan metode vakum pada grafik Gambar 4.11 dan 4.12, merupakan data pendukung untuk melihat efek dari  intermetalik serta 



   Gambar   .Grafik pengaruh penambahaan penghalusan butir  AlPenamabahan Al-5TiB meningkatkan nilai fluiditas dari paduan senilai 12% untuk 0,5% Al44% untuk 1% Al-TiB. Faktor yang berpengaruh dalam peningkatan nilai fluiditas dengan penambahan additive Al-5TiB pada paduan Zamak 3 dengan 0,19% Fe ialah kompkomposisi kimia paduan Zamak 3 dan 0,19% Fe dengan penambahan Alunsur alumunium bertambah hingga 5,8% dan 7,7%. Pengaruh unsur pemadu alumunium pada Zamak 3 jika diatas standar sesuai literatur ialah menghilangkan pengaruh meningkatnya komposisi alumunium, pengaruh bentuknya reaksi inklusi intermetalik FeAl3 pada saat pemaduan Al-%TiB dalam temperatur 700°C.(suspanded insoluble nonmetallic particle),menjadi lebih merata distribusinya dan stabil walau lajut pendinginan tidak terkontrol.
4.4.Efek additive penghalus butir struktur mikro(Padapengujian kekerasan dari paduan penghalus butir 0,5% dan 1%  Aladanya fasa intermetalik yang terdapat dalam paduan, selain dari unsur besi sAl-5TiB dimana terdapat dua fasa intermetalik Al3Ti dan TiB yang menjadi partikel yang membantu kondisi nukleasi, kedua fasa ini memiliki Peningkatan kekerasan, pada paduan Zamak 3 dengan Fe 0,19% menurut literatur didapat dari banyaknya fasa intermetalik yang terbentuk. Pada gambar 2, terlihat bahwa fasa intermetalik berbentuk butiran kasar. Apabila dibandingkan dengan literatur, nilai kekerasan dari Zamak 3 senila 49HRB, namun hasil yang muncul dengan penambahan 0,19% Fekarena adanya fasa intermetalik yang terbentuk. Hal ini mungunsur pemadu serta reaksi yang tidak diharapkan menjadi Peningkatan kekerasan padintermetalik yang terlihat pada gambar 3 dan 4. Pada hasil pengamatan tersebut, tampak bahwa fasa intermetalik terdistribusi seragam tidak seperti gambar 2, dimana pesebaran fasa intermealik acak.menurut Wang Jianhua, bahwa fasa intermetalik menyebar diatas butir serta Selain itu pembentukan fasa yang mengandung unsur Ti seperti hasil EDAX pada gambar 5 dan 6 juga dipastikan akan meningkatkan kekerasan dari fasa tersebut. Kultura Volume : 1333  Gambar   .Grafik pengaruh penambahaan penghalusan butir  Al-5TiB pada paduan Zamak 3 5TiB meningkatkan nilai fluiditas dari paduan senilai 12% untuk 0,5% AlTiB. Faktor yang berpengaruh dalam peningkatan nilai fluiditas dengan penambahan 5TiB pada paduan Zamak 3 dengan 0,19% Fe ialah komposisi dan inklusi. Dari hasil analisa komposisi kimia paduan Zamak 3 dan 0,19% Fe dengan penambahan Al-5TiB pada tabel 4.3, diketahui bahwa unsur alumunium bertambah hingga 5,8% dan 7,7%. Pengaruh unsur pemadu alumunium pada Zamak 3 jika uai literatur ialah menghilangkan Hot Shortness Cracks dan memperbaiki fluiditas. Disamping pengaruh meningkatnya komposisi alumunium, pengaruh bentuknya reaksi inklusi intermetalik FeAl3 pada saat %TiB dalam temperatur 700°C. Inklusi yang berada dalam bentuk partikel tersuspensi tidak larut suspanded insoluble nonmetallic particle),yang mana akan menurunkan fluiditas zinc cair secara signifikan menjadi lebih merata distribusinya dan stabil walau lajut pendinginan tidak terkontrol.

itive penghalus butir struktur mikro(Al-5TiB) Terhadap KekerasanPadapengujian kekerasan dari paduan seng jenis Zamak 3 dengan 0,19% Fe tanpa dan dengan penghalus butir 0,5% dan 1%  Al-5TiB mengalami peningkatan. Kenaikan dari nilai kekerasan disebabkan oladanya fasa intermetalik yang terdapat dalam paduan, selain dari unsur besi seperti Fe Al5TiB dimana terdapat dua fasa intermetalik Al3Ti dan TiB yang menjadi partikel yang membantu kondisi nukleasi, kedua fasa ini memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi dari fasa α-al. Peningkatan kekerasan, pada paduan Zamak 3 dengan Fe 0,19% menurut literatur didapat dari banyaknya fasa intermetalik yang terbentuk. Pada gambar 2, terlihat bahwa fasa intermetalik berbentuk butiran Apabila dibandingkan dengan literatur, nilai kekerasan dari Zamak 3 senila 49HRB, namun hasil yang muncul dengan penambahan 0,19% Fe senilai 44HRB padahal kekerasan seharusnya sudah diatas 49HRB karena adanya fasa intermetalik yang terbentuk. Hal ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya komposisi unsur pemadu serta reaksi yang tidak diharapkan menjadi dross sehingga mengurangi sifat keras dari paduan.Peningkatan kekerasan pada saat penambahan Al-5TiB 0,5% dan 1% juga merupakan pengaruh dari ang terlihat pada gambar 3 dan 4. Pada hasil pengamatan tersebut, tampak bahwa fasa terdistribusi seragam tidak seperti gambar 2, dimana pesebaran fasa intermealik acak.menurut Wang Jianhua, bahwa fasa intermetalik menyebar diatas butir serta bertambahnya struktur eutektik dari αSelain itu pembentukan fasa yang mengandung unsur Ti seperti hasil EDAX pada gambar 5 dan 6 juga dipastikan akan meningkatkan kekerasan dari fasa tersebut. Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 5TiB pada paduan Zamak 3  5TiB meningkatkan nilai fluiditas dari paduan senilai 12% untuk 0,5% Al-5TiB dan TiB. Faktor yang berpengaruh dalam peningkatan nilai fluiditas dengan penambahan osisi dan inklusi. Dari hasil analisa pada tabel 4.3, diketahui bahwa unsur alumunium bertambah hingga 5,8% dan 7,7%. Pengaruh unsur pemadu alumunium pada Zamak 3 jika dan memperbaiki fluiditas. Disamping pengaruh meningkatnya komposisi alumunium, pengaruh bentuknya reaksi inklusi intermetalik FeAl3 pada saat da dalam bentuk partikel tersuspensi tidak larut yang mana akan menurunkan fluiditas zinc cair secara signifikan menjadi lebih merata distribusinya dan stabil walau lajut pendinginan tidak terkontrol. 
Terhadap Kekerasan Zamak 3 dengan 0,19% Fe tanpa dan dengan 5TiB mengalami peningkatan. Kenaikan dari nilai kekerasan disebabkan oleh eperti Fe Al3, melalui penambahan 5TiB dimana terdapat dua fasa intermetalik Al3Ti dan TiB yang menjadi partikel yang membantu kondisi  Peningkatan kekerasan, pada paduan Zamak 3 dengan Fe 0,19% menurut literatur didapat dari banyaknya fasa intermetalik yang terbentuk. Pada gambar 2, terlihat bahwa fasa intermetalik berbentuk butiran Apabila dibandingkan dengan literatur, nilai kekerasan dari Zamak 3 senila 49HRB, namun hasil yang senilai 44HRB padahal kekerasan seharusnya sudah diatas 49HRB kin disebabkan oleh berkurangnya komposisi sehingga mengurangi sifat keras dari paduan. 5TiB 0,5% dan 1% juga merupakan pengaruh dari ang terlihat pada gambar 3 dan 4. Pada hasil pengamatan tersebut, tampak bahwa fasa terdistribusi seragam tidak seperti gambar 2, dimana pesebaran fasa intermealik acak.menurut bertambahnya struktur eutektik dari α-Al. Selain itu pembentukan fasa yang mengandung unsur Ti seperti hasil EDAX pada gambar 5 dan 6 juga 



   4.5 Efekadditive penghalus butir struktur mikro ( Pada gambar 9 yang merupakan grafik nilai UTS (0,19% Fe, tanpa dan dengan penambahan penghalus butir 0,5% dan 1% AlGambar 4. 15 Grafik Pengaruh % AlDari hasil pengujian, nilai UTS dari paduan zamak 3 dengan Fe 0,2% adalah 44MPa, pada penambahan penghalus butir Al-5TiB 0,5% nilai UTSnya adalah 61MPa, dan pada penambahan 1% Aladalh 83MPa. Dari data pengujian ini sebesar 37,87% untuk penambahan 0,5% Alsebesar 37% dari antara kedua penambahan tersebut.meningkatkan kekuatan tarif. Peningkatan iniyang dimodifikasi lebih halus dibandingkan sebelum penambahan Alberkurang. Kuat tarik dari paduan solid αsolid dari kedua fasa tersebut hampir sama. Sehingga peningkatan penambahan kadar Al
5. Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Penambahan unsur inklusi intermetalik.pada batas butir pterdiri dari fasa Ƞ yang merupakan matriks Zn pada bagian berwarna putih berbentuk dendritik dan fasa α merupakan daerah struktur eutektik dengan unsur alumunium plamellar. Inklusi intermetalik senyawa FeAl3 yanpenyebarannya tidak seragam.2. Penambahan Al-5TiB sebagai Fe menimbukan variapenambahan 0,5% Alfasa di menyebar baterisi oleh pertumbuhan fasa α eutektik yang lebih baik pada saat penambahan 1% Al3. Penambahan unsur Aldari 21 cm hingga 30,3 cm. Kultura Volume : 1334 additive penghalus butir struktur mikro (Al-5TiB )Terhadap Uji TarikPada gambar 9 yang merupakan grafik nilai UTS (ultimate tensile strenght0,19% Fe, tanpa dan dengan penambahan penghalus butir 0,5% dan 1% Al-5TiB. 5 Grafik Pengaruh % Al-5TiB terhadap kekuatan tarikZamak 3 (0,19%)Dari hasil pengujian, nilai UTS dari paduan zamak 3 dengan Fe 0,2% adalah 44MPa, pada penambahan 5TiB 0,5% nilai UTSnya adalah 61MPa, dan pada penambahan 1% AlDari data pengujian ini terlihat bahwa dengan penambahan Al-5TiB akan meningkatkan nilai UTS sebesar 37,87% untuk penambahan 0,5% Al-5TiB dan 89% untuk penambahan 1% Alsebesar 37% dari antara kedua penambahan tersebut.Menurut Wang Jianhua tentang pengarumeningkatkan kekuatan tarif. Peningkatan ini dikarenakan oleh struktur lamellar dari αyang dimodifikasi lebih halus dibandingkan sebelum penambahan Al-5TiB dan jumlah dari fasa ri paduan solid α-Al lebih tinggi dari ada Ƞ-Zn, sedangkan kemampuan elonsolid dari kedua fasa tersebut hampir sama. Sehingga perubahan kekuatan tarik menipeningkatan penambahan kadar Al-5TiB dibandingkan kemampuan elongasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  pengotor  Fe pada paduan Zn-Al jenis zamak 3pada batas butir pada mikrostruktur dari paduan ZnȠ yang merupakan matriks Zn pada bagian berwarna putih berbentuk dendritik dan fasa α merupakan daerah struktur eutektik dengan unsur alumunium plamellar. Inklusi intermetalik senyawa FeAl3 yang terbentuk berupa butirn kasar penyebarannya tidak seragam. 5TiB sebagai grainrefiner dalam paduan Zamak 3 yang sudkan variasi dari mikrostruktur paduan zamak 3 modifikasi 0,19% Fe. Mulai dari penambahan 0,5% Al-TiB, tampak bahwa fasa intermetalik FeAl3 mengalami perubahan morfologi fasa di menyebar batas butir. Fasa Ƞ yang berbentuk pertumbuhan dendrit tampak equiaxed dan ertumbuhan fasa α eutektik yang lamellar dengan besar butir yang halus dan terlihat lebih baik pada saat penambahan 1% Al-TiB. Penambahan unsur Al-5TiB dalam padauan Zamak 3 meningkatkan nilai fluiditas sebesar 44,28% dari 21 cm hingga 30,3 cm. Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 

Terhadap Uji Tarik ultimate tensile strenght) dari paduan Zamak 3 5TiB.  GRAFIK Zamak 3 (0,19%). Dari hasil pengujian, nilai UTS dari paduan zamak 3 dengan Fe 0,2% adalah 44MPa, pada penambahan 5TiB 0,5% nilai UTSnya adalah 61MPa, dan pada penambahan 1% Al-5TiB nilai UTSnya 5TiB akan meningkatkan nilai UTS 5TiB dan 89% untuk penambahan 1% Al-5TiB serrta peningkatann Menurut Wang Jianhua tentang pengaruh dari Al-5TiB akan dari α-Al pada paduan Zamak 3 5TiB dan jumlah dari fasa Ƞ-Zn kasar Zn, sedangkan kemampuan elongasi paduan perubahan kekuatan tarik meningkat secara signifikan pada Al jenis zamak 3 menyebabkan terbentuknya ikrostruktur dari paduan Zn-Al jenis zamak 3, awalnya Ƞ yang merupakan matriks Zn pada bagian berwarna putih berbentuk dendritik dan fasa α merupakan daerah struktur eutektik dengan unsur alumunium pada daerah hitam berbentuk g terbentuk berupa butirn kasar hitam yang dalam paduan Zamak 3 yang sudah ditambahkan 0,19% si dari mikrostruktur paduan zamak 3 modifikasi 0,19% Fe. Mulai dari TiB, tampak bahwa fasa intermetalik FeAl3 mengalami perubahan morfologi pertumbuhan dendrit tampak equiaxed dan lamellar dengan besar butir yang halus dan terlihat 5TiB dalam padauan Zamak 3 meningkatkan nilai fluiditas sebesar 44,28% 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229   335  4. Penambahan Al-5TiB akan meningkatkan kekuatan tarik sebesar 89% dari 44Mpa hingga 83Mpa karena bertumbuhnya fasa α eutektik yang bersifat lebih ulet dibandingkan fasa Ƞ. 5. Penambahan Al-5TiB akan meningkatkan kekerasan sebesar 10,31% dari 44 HRB hingga 48HRB karena fasa intermetalik yang terbentuk pendistribusi secara seragam dan terdapat fasa intemetalik TiAl3 yang bersifat keras. 
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Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 337  ANALISIS KADAR RHODAMIN B DALAM SIRUP LOKAL YANG BEREDAR DI PASAR GEUDONG ACEH UTARA DENGANMETODESPEKTROFOTOMETRI UV-VIS   Ricky Andi Syahputra1, Anny Sartika Daulay2, Basrizal3   ABSTRAK    Rhodamin B merupakan zat warna sintetis untuk tektil dan dilarang penggunaannya dalam makanan.Saat ini masih ada produk makanan dan minuman yang ditemukan mengandung rhodamin B sebagai pewarna seperti sirup, minuman cendol, kolang-kaling, cincau, dan makanan lainnya.Tujuan penelitian ini adalah untukmenentukan kadar rhodamin B yang terdapat dalam sirup lokal yang beredar di Pasar Geudong Aceh Utara.  Sampel yang ditentukan kadarnya yaitu sirup botol dengan tiga merk berbeba yang beredar Di Pasar Geudong Aceh Utara. Penetapan kadar Rhodamin B dilakukan dengan metode spektrofotometri sinar tampak dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang 557 nm kemudian konsentrasi Rhodamin B dalam sampel dapat dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi dengan persamaan regresi yang diperoleh y=0,19603x ± 0,00675 dan nilai yang diperoleh koefisien korelasi r2= 0,99935.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu daritiga sampel sirup mengandung Rhodamin B. Sedangkan sampel lain yaitu sirup A, dan sirup B tidak mengandngRhodamin B. nilai rata-rata kadar rhodamin B dalam sampel yaitu 1,25074µg/gram.    Kata kunci : Sirup, Rhodamin B, Spektrofotometri UV-VIS.   Latar Belakang   Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang. Pangan sangat penting untuk kehidupan manusia.Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan pangan semakin meningkat.Manusia mengembangkan teknologi pangan untuk meningkatkan produksi pangan agar dapat mencukupi kebutuhan pangan yang semakin meningkat (Cahyadi, 2009). Salah satu bentuk pengolahan pangan adalah dengan menambah bahan tambahan pangan (BTP).yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penguat rasa, dan lainnya.Penggunaan (BTP) pada industri pangan baik skala rumah tangga maupun perusahaan tidak dapat dihindari. Selain (BTP) produsen juga menggunakan bahan berbahaya seperti pewarna tektil yaitu Rhodamin B  Menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No.43 Tahun 2013, Rhodamin-Bmerupakan salah satu bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, mutagenik, dan iritasi.Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan dan gangguan hati (Trestiati, 2003).                                                              1 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan  Email: rickyandi0712@gmail.com 2 Dosen Lembaga Layanan DIKTI Wil. I dpk UMN Al Washliyah Medan 3 Mahasiswa Jurusan Farmasi UMN Al Washliyah Medan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 338  Metode Penelitian  Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui kadar Rhodamin B dalam sirup lokal yang beredar di pasar geudong Aceh Utara . Alat dan Bahan Penelitian Alat-alat yang Digunakan   Beker gelas 250 ml, corong pisah, erlenmayer 250 ml, labu tentukur, pipet volume, gelas ukur, cawan porselen, spatula, batang pengaduk, kertas saring, corong kaca, penangas air, vial, botol reagen, timbangan analitik, dan seperangkat alat spektrofotometer UV-Vis. Bahan yang Digunakan Sirup, dietil eter, akuades, larutan natrium hidroksida 10%, larutan natrium hidroksida 0,5%, larutan HCl 0,1N, larutan amonia 2% dalam etanol 70% dan baku rhodamin B. Tehnik Pengambilan Sampel  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling  yaitu sirup lokal yang beredar dipasa rgeudong Aceh utara.   Prosedur Penelitian  Pembuatan Larutan Uji 1. Ditimbang sebanyak 5 gram sampel sirup kemudian dimasukkan ke dalam gelas erlenmayer 250 ml yang sudah diberi label. 2. Sampel kemudian ditambahkan 100 ml larutan amonia 2% dalam etanol 70% dan ditutup dengan aluminium foil lalu, didiamkan semalaman. 3. Larutan berwarna disaring dengan menggunakan kertas saring lalu, dimasukkan ke dalam gelas erlenmayer 250 ml.  4. Kemudian hasil penyaringan tersebut dipindahkan ke dalam cawan porselen lalu, diuapkan di atas penangas air hingga sampel menjadi pekat. Kemudian sampel dilarutkan dengan 30 ml akuades sambil diaduk dengan batang pengaduk. 5. Larutan sampel dimasukkan ke dalam corong pisah 250 ml, kemudian ditambahkan 6 ml larutan natrium hidroksida 10% dan dikocok. 6. Larutan diekstraksi dengan 30 ml dietil eter kemudian dikocok dan didiamkan hingga larutan membentuk 2 lapisan yaitu lapisan eter jernih (atas) dan lapisan air berwarna merah (bawah). 7. Lapisan air kemudian dibuang melalui kran corong pisah sehingga hanya terdapat lapisan eter yang disebut ekstrak eter.  8. Ekstrak eter dicuci dengan larutan NaOH 0,5% sebanyak 5 ml dengan cara dikocok kemudian didiamkan. Dari pencucian tersebut maka akan terbentuk 2 lapisan lagi yaitu lapisan eter jernih (atas) dan lapisan air berwarna kecoklatan (bawah). 9. Lapisan air bagian bawah dibuang melalui kran corong pisah sehingga hanya terdapat ekstrak eter yang kemudian diekstraksi 3 kali, tiap kali dengan 10 ml HCl0,1 N hingga lapisan eter tidak berwarna lagi. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 339  10. Lapisan eter dibuang, ekstrak HClditampung dalam labu tentukur 50 ml dan ditambahkan HCl0,1 N sampai tanda (Horwitz W,2002; Egan H dkk, 1981).  Pembuatan Larutan Baku Rhodamin B  Pembuatan Larutan Induk Baku I  Ditimbang 50 mg baku Rhodamin B kemudian dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, dilarutkan dengan HCl 0,1 N dikocok perlahan hingga larut, lalu dicukupkan dengan HCl0,1 N sampai garis tanda (C = 1000 ) larutan ini disebut Larutan Induk Baku I (LIB I). Pembuatan Larutan Induk Baku II  Dipipet 2,5 ml LIB I dengan menggunakan pipet volume, dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml kemudian diencerkan dengan HCl 0,1 N sampai garis tanda dengan konsentrasi larutan 50 µg/ml. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum  Dipipet 2 ml dari LIB II Rhodamin B lalu dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml kemudian diencerkan dengan HCl 0,1 N sampai garis tanda (konsentrasi 2 µg/ml), diukur serapan pada panjang gelombang 400 – 800 nm, sebagai blanko digunakan HCl 0,1 N. Penentuan Waktu Kerja (Operating time)  Dipipet 2 ml dari LIB II Rhodamin B lalu dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml kemudian diencerkan dengan HCl 0,1 N sampai garis tanda (konsentrasi 2 µg/ml), diukur serapan pada panjang gelombang 400–800 nm. Kurva Kalibrasi Larutan Rhodamin B  Dari LIB I dibuat larutan baku antara dengan memipet sebanyak 1 ml, 2 ml, 4 ml, dan 6 ml. Masing-masing dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml kemudian diencerkan dengan HCl 0,1 N sampai garis tanda, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 20 , 40 , 80 , 120 . Selanjutnya dibuat satu seri larutan baku kerja dengan cara dipipet sebanyak 1 ml dari masing-masing larutan baku antara lalu dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml dan diencerkan dengan Hcl 0,1 N sampai garis tanda, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi masing-masing 0,4 , 0,8 , 1,6 , 2,4  (Horwitz W,2002; Egan H dkk, 1981). Kemudian diukur serapan pada panjang gelombang 557 nm (Silalahi J dan RahmanF, 2011)  Hasil Dan Pembahasan Pada penelitian ini dilakukan analisis kadar Rhodamin B dalam sirup lokal yang beredar di Paras Geudong Aceh Utara. Penyiapan larutan uji Sampel direndam dengan larutan ammonia 2% dalam etanol 70%.zat akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah. Pelarut yang digunakan adalah ammonia 2% dalam etanol 70% karena Rhodamin B mudah larut dalam etanol sehingga diharapkan Rhodamin B dapat 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 340  tersari.Ammonia 2% untuk memberikan suasana basa sehingga diharapkan hanya zat yang bersifat basa saja yang tersari dalam etanol 70%. Sampel direndam semalaman lalu sampel disaring menggunakan kertas saring whatman.Tujuannya untuk memisahkan serbuk dari larutannya kemudian larutan sampel diuapkan di atas waterbath (penangas air) sampai larutan menjadi pekat kemudian sampel dilarutkan dengan 30 ml aquadest sambil diadukl dengan batang pengaduk.  Tujuan penambahan aquadest untuk  memperbanyak volume larutan yang akan dipisahkan sehingga didapatkan hasil pemisahan yang lebih baik dan didapatkan hasil pemisahan yang optimal. Larutan ini kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah 250 ml untuk dilakukan pemisahan. Prinsip pemisahan yang terjadi dalam corong pisah yaitu berdasarkan sifat kelarutan dari rhodamin B, dimana pada pelarut yang berbeda rhodamin B akan masuk atau terlarut  dalam pelarut tersebut. Larutan yang telah dimasukkan kedalam corong pisah kemudian ditambahkan 6 ml larutan NaOH 10% untuk membuat suasana menjadi basa dapat menurunkan kelarutan rhodamin B, sehingga rhodamin B menjadi tidak larut dalam aquadest dan dapat tersari dalam pelarut dietil eter. 30 ml dietil eter ditambahkan akan membentuk 2 lapisan, lapisan atas disebut dengan lapisan eter dan lapisan bawah disebut dengan lapisan air. Rhodamin B dapat larut dalam dietil eter yang bersifat non polar karena pada rhodamin B terdapat gugus amina sekunder yaitu dietilamina.Gugus amina dapat membentuk ikatan hydrogen lemah dengan air karena atom nitrogen kurang elektronegatif sehingga mempengaruhi sifat kepolaran senyawa. Lapisan air (bawah) dibuang melalui kran corong pisah, setelah didapatkan lapisan eter kemudian ditambahkan 5 ml NaOH 0,5% untuk mencuci rhodamin B agar lapisan eter lebih murni. Penambahan NaOH 0,5% ini akan membentuk 2 lapisan kembali yaitu lapisan atas (lapisan eter) dan lapisan bawah, lalu lapisan bawah dibuang melalui kran bawah corong pisah. Lapisan eter yang diperoleh kemudian diektraksi dengan HCl 0,1N untuk menyari rhodamin B yang larut dalam lapisan eter. Rhodamin B yang lebih larut dalam suasana asam yaitu dengan penambahan HCl 0,1N akan tersari kedalam larutan HCl 0,1N. Rhodamin B memiliki sifat basa sehingga dapat terlarut pada larutan yang bersifat asam. Selain itu kelarutan rhodamin B dalam suasana asam lebih besar dari pada dalam dietil eter. Tiap penambahan HCl 0,1N sebanyak 10 ml HCl 0,1N sampai lapisan eter menjadi bening sehingga dapat dikatakan bahwa rhodamin B pada lapisan eter sudah tersari atau larut dalam HCl 0,1N hingga lapisan eter tidak berwarna lagi. lapisan eter dibuang, ekstrak HCl ditampung dalam labu tentukur 50 ml dan ditambahkan HCl 0,1 N sampai tanda batas, dilakukan pengujian.   Hasil analisis kadar Rhodamin B menggunakan metode spektrofotometri Vis dengan mengukur absorbansinya kemudian kadar Rhodamin B dalam sampel dapat dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi dengan persamaan regresi y = ax + b (Harmita, 2014). Analisis dilakukan sebanyak 6 kali pengujian dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis. Hasil analisis rhodamin B dapat dilihat pada Tabel 1-3.   



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 341  Tabel 1. Hasil Analisis Rhodamin B pada Sirup A Sampel Absorbansi Kadar (µg/gr) A1 -0,004 - A2 -0,005 - A3 -0,006 - A4 -0,006 - A5 -0,006 - A6 -0,006 -   Tabel 2. Hasil Analisis Rhodamin B pada Sirup B Sampel Absorbansi Kadar (µg/gr) B1 -0,003 - B2 -0,003 - B3 -0,003 - B4 -0,003 - B5 -0,003 - B6 -0,003 -   Tabel 3. Hasil Analisis Rhodamin B pada Sirup C Sampel Absorbansi Kadar (µg/gr) C1 0,031 1,23379  C2 0,032 1,28465 C3 0,032 1,28465 C4 0,031 1,23379 C5 0,031 1,23379 C6 0,031 1,23379   Dari Tabel 1-3 dapat dilihat bahwa hasil penelitian dari 3 sampel sirup yang diambil terdapat satu sampel positif mengandung Rhodamin B yaitu sampel sirup C. Sedangkan sampel lainnya yaitu sirup A, dan sirup B negatif (-) atau tidak mengandung rhodamin B. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis menggunakan Spektrofotometri UV-Vis dengan 6 kali pengulangan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar Rhodamin B dalam sampel sirup C 1,25074 µg/gram. Hasil Penetapan Kadar Panjang Gelombang Maksimum Larutan Rhodamin B  Penentuan panjang gelombang maksimum larutan Rhodamin B dilakukan pada konsentrasi 2 µg/ml dengan rentang panjang gelombang 450-750 nm.Hal ini dilakukan karena larutan Rhodamin B merupakan larutan berwarna. Menurut Sudjadi (2007), sinar tampak mempunyai panjang gelombang 450-750 nm. Selain itu pengukuran dilakukan pada rentang tersebut karena pada panjang gelombang maksimum kepekaannya juga maksimum dan disekitar panjang gelombang maksimum bentuk kurva absorbansi datar dan pada kondisi tersebut hukum Lambert-Beer akan terpenuhi (Rohman, 2007). 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 342   Hasil penentuan panjang gelombang maksimum larutan Rhodamin B dengan konsentrasi 2 µg/ml, diperoleh λ maksimum pada 557 nm. Panjang gelombang maksimum yang diperoleh ini sama dengan yang terdapat pada literatur yaitu 557 nm. Hal ini berarti bahwa panjang gelombang ini dapat diterima untuk analisis kadar rhodamin B pada sampel. Waktu Kerja Larutan Rhodamin B (operating time)  Penentuan waktu kerja larutan baku rhodamin B digunakan untuk pengukuran hasil reaksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil. Waktu operasional ditentukan dengan mengukur hubungan antara waktu pengukuran dengan absorbansi larutan. Kurva Kalibrasi Larutan Rhodamin B   Pembuatan kurva kalibrasi larutan Rhodamin B dilakukan dengan membuat larutan pada berbagai konsentrasi pengukuran yaitu 0,4 µg/ml, 0,8 µg/ml, 1,6 µg/ml, 2,4 µg/ml, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 557 nm. Adapun Gambar Kurva kalibrasi larutan Rhodamin B dapat dilihat pada Gambar 1.        y = 0,19603 x + 0,00675       r2 = 0,99935  Gambar 1. Kurva Kalibrasi Larutan Rhodamin B dengan Pelarut HCl 0,1 N 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 343  Dari hasil perhitungan persamaan regresi kurva kalibrasi diperoleh persamaan regresi y = 0,19603 x + 0,00675 dengan koefisien korelasi (r2) sebesar 0,99935. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kadar dan serapannya. Artinya, dengan meningkatnya konsentrasi maka absorbansi juga akan meningkat. Hal ini berarti terdapat 99,99 % data yang memiliki hubungan linier (Sudjana, 2002).  Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitatif (LOQ)  Penetuan limit of detection (LOD) dan limit of quatification (LOQ) berdasarkan data kurva kalibrasi dan hasil perhitungan diperoleh konsentrasi terkecil (LOD) yaitu 0,08476 µg/gram sedangkan (LOQ) yaitu 0,28254 µg/gram semua konsentrasi sampel yang diukur nilainya berada diatas LOD dan dibawah LOQ diperoleh untuk sampel sirup C yaitu 0,12880 µg/ml.  Dari hasil perhitungan LOD dan LOQ dapat disimpulkan bahwa data dapat diterima karena  LOD dan LOQ bukan untuk mencari konsentrasi sampel. LOD merupakan nilai konsentrasi zat yang diukur pada saat mulai mendeteksi keberadaan zat tersebut tetapi belum biasa dikuantifikasi secara tepat.Sedangkan LOQ adalah nilai konsentrasi terendah dari zat yang diukur pada saat medeteksi zat tersebut. Kesimpulan  Adapun hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan padasirup lokal yang beredar di pasar Geudong Aceh Utarapositif terdapat Rhodamin B sebagai pewarna.  2. Nilai rata-rata kadar Rhodamin B yang terdeteksi pada sampel sirupC yaitu 1,25074 µg/gram.  Daftar Pustaka Cahyadi W. 2009.Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan.Erlangga. Jakarta. Cairns,  D. (2008). Intisari Kimia Farmasi. Edisi 2. Jakarta: EGC. Halaman 150. Day, R.A. dan Underwood, A.L. (1999). Analisa Kimia Kuantitatif. Edisi Empat.  Jakarta: Penerbit Erlangga.  Depkes RI. (1985). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.  239/Men.Kes/Per/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan  Sebagai Bahan Berbahaya. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik  Indonesia.  Harmita. (2004). Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode dan Cara  Perhitungannya.Majalah Ilmu Kefarmasian. Vol I, No.3.Hal 117-135.  Horwitz, W., (2002). Official Methods of Analysis of AOAC International, 17th ed., Ch. 46, p.  3-8, Vol. II, Food Composition; Additives Natural  Contaminants, 481 North Frederick  Avenae Gaithersburg, Maryland 20877, 2417 USA.  Irianto, Kus dan Kusno W, 2007, Gizi dan Pola Hidup Sehat.Bandung : CV Yrama Widya.  Silalahi, J., Rahman, F., (2011). Analisis Rhodamin B pada Jajanan Anak Sekolah  Dasar di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, J Indon Med  Assoc, Volum: 61, Nomor: 7, Juli 2011. 
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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi kerja karyawan di Universitas Jabal Ghafur Sigli. 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Jabal Ghafur Sigli. Adapun yang menjadi sampel diambil sebanyak 36 
orang karyawan dan semua digunakan sebagai sampel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis deskriptif.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Universitas 
Jabal Ghafur Sigli dalam menjaga dan memelihara motivasi para karyawannya adalah melalui pemeliharaan 
terhadap kedudukan dan status karyawan, program promosi jabatan, hak cuti dan bonus.   
Kata kunci : motivasi kerja dan karyawan  
1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  Motivasi kerja merupakan salah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh karyawan dalam sebuah organisasi. Dari kaca mata pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh organisasi, motivasi menjadi penting artinya karena dengan motivasi diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Motivasi kerja yang dimiliki oleh seorang karyawan dapat menggambarkan bagaimana kinerja karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Kompleksitas motivasi kerja terlihat dari perbedaan motivasi yang dimiliki tiap-tiap individu.   Peran divisi sumber daya manusia (SDM) di dalam sebuah organisasi kini menjadi semakin penting dari sekadar mengurusi administrasi biasa yang berhubungan dengan keberadaan karyawan dalam organisasi. Hal tersebut dikarenakan divisi SDM memiliki tantangan yang tidak mudah untuk mengatasi masalah-masalah personalia yang bermacam-macam termasuk masalah motivasi kerja. Sebagai contoh, pada keadaan dan kondisi karyawan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, yaitu karyawan tersebut pada dasarnya memang tidak cukup punya kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, atau yang kedua karena karyawan tersebut tidak mempunyai cukup dorongan atau motivasi untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Penyebab yang kedua, yaitu motivasi kerja inilah yang menjadi tidak mudah untuk diselesaikan. Organisasi harus memahami bahwa besar kecilnya motivasi seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh banyak hal mulai dari keinginan dan harapan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan, kompensasi yang diberikan perusahaan hingga kondisi kerja.   Mengingat begitu pentingnya peranan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan, sudah sepatutnya jika manajemen organisasi perlu memperhatikan aspek-aspek kerja yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Karena pada dasarnya karyawan yang memiliki motivasi kerja yang kuat merupakan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Kemampuan, kecakapan dan ketrampilan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja keras dengan mempergunakan kemampuan, kecakapan dan ketrampilan yang dimilikinya.                                                   1 Dosen Universitas Jabal Ghafur 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 346  Makna motivasi menjadi sangat penting karena dengan motivasi diharapkan setiap individu mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi.  Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Manusia memiliki bermacam-macam aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah perilaku manusia itu sendiri. Perilaku manusia dapat tercermin dari motivasi mereka, sejalan dengan tujuan perusahaan maka anatara motivasi dan permintaan organisasi harus saling mendukung. Tanpa adanya motivasi dari para karyawan untuk bekerja sama bagi kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang tinggi dari para karyawan, maka hal ini merupakan suatu jaminan atas keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.   Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempelajari dan memahami benar apa itu motivasi. Karena motivasi merupakan suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang dalam berprilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan.    Motivasi menjadi penting diperhatikan oleh setiap pimpinan perusahaan. Dan motivasi itu harus diberikan. Hal tersebut adalah untuk memelihara dan meningkatkan kegairahan kerja dan sebagai penghargaan terhadap bawahannya (Hasibuan, 2013). Jika motivasi telah menjadi perhatian di dalam perusahaan, maka akan tercipta dampak positif yang nantinya akan menjadi landasan kemajuan suatu perusahaan. Memotivasi itu sangat sulit, karena pimpinan sulit untuk mengetahui kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) yang diperlukan bawahan dari hasil pekerjaannya tersebut (Manullang, 2005).  Setiap pekerja mempunyai motif tertentu dan mengharapkan kepuasan dari hasil pekerjaannya. Dengan mengetahui perilaku manusia, apa sebabnya orang mau bekerja dan kepuasan-kepuasan apa yang dinikmatinya karena bekerja, maka seorang manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya.    Jadi, pimpinan perusahaan harus mempelajari dan mengetahui motivasi karyawan dalam bekerja. Apabila masing-masing karyawan memiliki motivasi yang baik dalam bekerja, maka target yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat terpenuhi dengan baik pula. Dengan kata lain, motivasi yang dimiliki oleh karyawan sangat berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi.  
1.2. Tujuan Penelitian  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi kerja karyawan di Universitas Jabal Ghafur Sigli.  
1.3. Metode Penelitian  Penelitian ini dilakukan di Universitas Jabal Ghafur Sigli. Adapun yang menjadi sampel diambil sebanyak 78 orang karyawan dan semua digunakan sebagai sampel.   Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu analisis data dengan cara merumuskan dan menguraikan serta menginterprestasikan berdasarkan teori yang erat hubungannya dengan masalah yang terdapat. Selanjutnya hasil analisa tersebut, kemudian diambil beberapa kesimpulan serta diakhiri dengan mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu. 
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2.1. Pengertian Motivasi  Motivasi (motivation) diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya (Sudarmanto, 2009 : 2).  Gibson, dkk (2009: 94) menjelaskan bahwa “motivasi diartikan sebagai konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku”. Siagian (2011 : 102) menjelaskan bahwa “motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya”.   Dari pendapat di atas didefenisikan bahwa motivasi adalah proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah dan ketekunan individual dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Unsur intensitas, arah dan ketekunan tersebut menyangkut seberapa kerasnya seseorang berusaha dalam mendapatkan sesuatu.  
2.2. Teori-teori Motivasi  Berbicara tentang perkembangan motivasi, perlu juga kita perhatikan teori-teori yang menyatakan tentang motivasi. Teori tersebut adalah : 
1) Teori Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow  Teori ini dipelopori oleh Abraham H. Maslow yang dituangkan dalam bukunya Motivation and 

Personality. Dalam teori ini dikemukan bahwa ada kebutuhan internal yang sangat mempengaruhi motivasi manusia dalam bekerja. Maslow menyatakan dalam teori ini bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu susunan hierarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan perwujudan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut (Gibson, dkk, 2009 : 97): 1) Fisiologis  Kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit. 2) Keselamatan dan keamanan (safety and security)  Kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yakni aman dari ancaman kejadian atau lingkungan. 3) Rasa memiliki (belongingness), sosial dan cinta  Kebutuhan akan teman, afiliasi, interaksi dan cinta. 4) Harga diri (esteems)  Kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. 5) Perwujudan diri (self actualization)  Kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan memaksimumkan penggunaan kemampuan, keahlian dan potensi.  Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih pokok, sebelum mengarahkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan lain.  Hal senada juga dikemukakan oleh Siagian (2011 : 103) bahwa lima tingkatan kebutuhan dalam 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 348  menimbulkan motivasi pegawai antara lain : a)  Kebutuhan fisiologis,  b) Kebutuhan akan rasa aman,  c) Kebutuhan sosial, d) Kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan  e) Kebutuhan aktualisasi diri   Teori ini berpendapat jika kebutuhan-kebutuhan tersebut telah terpenuhi  maka akan menjadi dasar dalam menimbulkan motivasi kuat untuk berkembang dan maju.  
2) Teori Dua Faktor dari Herzberg  Teori dua faktor disebut juga teori motivasi Higiene yang diperkenalkan oleh Herzberg. Yang menyatakan bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaannya merupakan hubungan dasar bahwa sikapnya terhadap pekerjaannya dapat menentukan sukses atau gagalnya individu. Dalam pengertian jika seseorang berpandangan positif terhadap suatu pekerjaan maka tingkat kepuasaan yang didapatkan akan tinggi, sebaliknya jika seseorang beranggapan negatif terhadap tugasnya maka tingkat kepuasan yang ia dapatkan akan rendah.   Gibson dkk (2009 : 101) menjelaskan bahwa kepuasan tercapai apabila terpenuhinya beberapa kebutuhan-kebutuhan seperti : 1. Eksistensi : Ini adalah kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, air, udara, upah dan kondisi kerja.  2. Keterkaitan : Ini adalah kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial dan hubungan antar pribadi yang bermanfaat. 3. Pertumbuhan : Ini adalah kebutuhan dimana individu merasa puas dengan membuat suatu kontribusi (sumbangan) yang kreatif dan produktif.   Menurut Siagian (2008 : 290) bahwa:  Faktor-faktor higiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang karyawan dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijaksanaan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku.  
2.3. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja   Secara umum faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah: 1.  Memberikan kompensasi kepada karyawan secara adil dan wajar. 2.  Menciptakan kondisi fisik pekerjaan yang menggairahkan bagi semua pihak. 3.  Adanya motivasi dari pimpinan supaya karyawannya mempunyai minat besar terhadap pekerjaannya. Misalnya memberikan contoh sikap yang baik kepada bawahannya. 4.  Pimpinan menetapkan kepentingannya dalam kepentingan organisasi secara keseluruhan. 5.  Memberikan perhatian berupa perhargaan kepada karyawan yang berprestasi. 6.  Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan saran-saran atau aspirasinya kepada organisasi. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 349  7.  Hubungan yang harmonis antara karyawan dengan karyawan maupun dengan masyarakat (Moekijet, 2002 : 133).  Pendapat lain juga mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah : (Nitisemito, 2010 :199) 1. Lingkungan kerja 2. Kompensasi 3. Promosi. 4. Pengembangan karyawan  Dari beberapa tentang pengertian maupun prinsip-prinsip tentang semangat motivasi kerja yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip motivasi kerja merupakan sikap mental kerja karyawan untuk bekerja sama supaya lebih giat dan konsekuen dengan disiplin sehingga dapat terciptanya hasil kerja baik dan optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.  Motivasi kerja mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tingkat kepuasan karyawan karena pada dasarnya factor yang dominan mempengaruhi turunya motivasi kerja adalah rasa ketidak puasan para karyawan. Kepuasan karyawan akan dapat mempengaruhi semangat mereka dalam melaksankan tugas yang dibebankan. Dikatakan bahwa karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kemenangan pisikologis dan pada gilirannya akan menjadi frustasi. Karyawan seperti ini mempunyai motivasi kerja yang rendah, cepat lelah, bosan, emosinya tidak stabil, sering adsen dan melakukan kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang harus dilakukan (Handoko, 1998:196).  Pada dasarnya kerja didahului dengan adanya moyivasi yang mengacu pada dorongan atau upaya memuaskan suatu imbalan dari usaha yang telah dilaksankannya. Motivasi yang tinggi jika imbangi dengan kepuasan kerja maka akan memberikan nilai positif bagi organisasi dan karyawan itu sendiri.  
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  Pada bagian ini akan dibahas tanggapan responden mengenai motivasi kerja berdasarkan Teori Maslow yang meliputi kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja, kebutuhan penghargaan, kebutuhan sosial dan kebutuhan aktualisasi diri.  Dalam kuesioner penelitian ini, penulis memberikan 12 pernyataan.  Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, diberi penilaian terhadap jawaban responden.  Tanggapan responden mengenai motivasi kerja pada Universitas Jabal Ghafur Sigli ini akan dijelaskan berdasarkan konsep Teori Maslow.  Di bawah ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan analisis singkat di bawahnya yaitu sebagai berikut :  Tanggapan responden mengenai gaji dan penghasilan tambahan dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dapat dilihat pada Tabel 1.     



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 350  Tabel 1. Tanggapan  Responden Mengenai Gaji dan Penghasilan Tambahan yang dapat Memenuhi 
Kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 7 8,97 S 43 55,13 CS 26 33,33 KS 1 1,28 TS 1 1,28 Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas sebagian besar responden menyatakan bahwa gaji dan penghasilan tambahan yang didapatkan sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, yang menyatakan setuju sebanyak 43 orang  (55,13 %).  Hal ini berarti bahwa gaji dan penghasilan tambahan lainnya sudah dapat memenuhi kebutuhan para karyawan.  Tanggapan responden mengenai ketepatan waktu gaji yang diterima oleh para karyawan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Tanggapan  Responden Mengenai Gaji yang Diterima oleh Para Karyawan  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 17 21,79 S 53 67,95 CS 8 10,26 KS - - TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa gaji yang diterima oleh para karyawan diberikan tepat pada waktunya oleh perusahaan, yang menyatakan setuju sebanyak 53 orang (67,95 %).  Hal ini berarti bahwa perusahaan ini tepat waktu dan tidak lalai dalam pemberian gaji terhadap para karyawannya.  Tanggapan responden mengenai program tabungan asuransi pensiunan yang diberikan perusahaan kepada para karyawan dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel  3.  Tanggapan  Responden Mengenai Perusahaan telah Memberikan Program Tabungan Asuransi 

Pensiunan kepada Para Karyawan  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 18 23,08 S 52 66,67 CS 8 10,26 KS - - TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 351   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa perusahaan telah memberikan program tabungan asuransi pensiunan kepada para karyawan, yang menyatakan setuju sebanyak 52 orang (66,67%).   Tanggapan responden mengenai perlengkapan dan peralatan bekerja di perusahaan dapat dilihat pada Tabel 5. 
Tabel  5. Tanggapan  Responden Mengenai Perlengkapan dan Peralatan Bekerja di Perusahaan  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 6 7,69 S 26 33,33 CS 43 55,13 KS 3 3,85 TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa perlengkapan dan peralatan kerja di perusahaan sangat memadai, yang menyatakan cukup setuju sebanyak  43 orang (55,13 %).  Perlengkapan dan peralatan kerja diperusahaan berupa komputer, fax, telepon, alat transportasi dan perlengkapan kantor.  Tanggapan responden mengenai pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dapat memberikan motivasi kerja dapat dilihat pada Tabel 6. 
Tabel  6. Tanggapan  Responden Mengenai Pemberian Penghargaan bagi Karyawan yang Berprestasi 

dapat Memberikan Motivasi Kerja  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 24 30,77 S 49 62,82 CS 5 6,41 KS - - TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi akan memberikan motivasi kerja menyatakan paling banyak setuju sebanyak 49 orang (62,82 %), artinya bahwa karyawan akan merasa terpacu untuk meningkatkan prestasi kerja mereka.  Menurut Handoko bahwa suatu cara departemen personalia meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi (Handoko, 2008 : 155).   Tanggapan responden mengenai pimpinan belum pernah menegur karyawan dengan kata-kata kasar atau emosional dapat dilihat pada Tabel 7.    



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 352  Tabel  7. Tanggapan Responden Mengenai Mengenai Pimpinan Belum Pernah Menegur Karyawan 
dengan Kata-Kata Kasar atau Emosional  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 10 12,82 S 57 73,08 CS 7 8,97 KS 3 3,85 TS 1 1,28 Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa atasan belum pernah menegur karyawan dengan kata-kata kasar atau emosional, yang menyatakan setuju sebanyak 57 orang (73,08 %), tetapi yang tidak setuju ada sebanyak 1 orang (1,28 %). Hal ini mungkin karena karyawan yang pernah melakukan suatu kesalahan pekerjaan yang fatal akibatnya bagi perusahaan. Dalam hal ini pimpinan menegur karyawan dengan terlebih dahulu memanggil ke kantor pimpinan dan memberikan teguran secara langsung kepada karyawan yang melakukan kesalahan.  Tanggapan responden mengenai selama ini perusahaan mengakui dan menghargai hasil kerja dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Tanggapan Responden Mengenai Pengakuan Perusahaan dalam Menghargai Hasil Kerja 
Karyawan  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 6 7,69 S 49 62,82 CS 21 26,92 KS 2 2,56 TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa selama ini instansi mengakui dan menghargai hasil kerja para karyawannya, yang menyatakan setuju sebanyak 49 orang (62,82 %) tetapi ada juga yang menyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang (2,56 %). Hal ini mungkin terjadi karena pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Pemberian penghargaan ini dilakukan dalam bentuk pemberian bonus dan promosi jabatan.  Tanggapan responden mengenai hubungan kerja antara atasan dan bawahan baik dan tidak kaku dilihat pada Tabel 9. 

 
 
 
 
 
 
 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 353  Tabel  9. Tanggapan  Responden Mengenai Hubungan Kerja antara Atasan dan Bawahan Baik dan 
Tidak Kaku  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 13 16,67 S 61 78,21 CS 4 5,13 KS - - TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai  bahwa hubungan kerja antara atasan dan bawahan baik dan tidak kaku, yang menyatakan setuju sebanyak 61 orang (78,21 %). Hal ini berarti hubungan antara atasan dan bawahan terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan karyawan tidak merasa canggung dan enggan dalam  menyampaikan keluhan langsung kepada atasannya.  Tanggapan responden mengenai suasana kerja menyenangkan dan nyaman dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Tanggapan  Responden Mengenai Suasana Kerja Menyenangkan dan Nyaman  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 17 21,79 S 48 61,54 CS 13 16,67 KS - - TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa suasana kerja menyenangkan dan nyaman, yang menyatakan setuju sebanyak 48 orang (61,54 %), sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada. Hubungan atasan dengan bawahan dan antar karyaan tergolong baik.  Tanggapan responden mengenai hubungan kerjasama sesama karyawan baik dilihat pada Tabel 11. 
Tabel 11. Tanggapan  Responden Mengenai Hubungan Kerjasama Sesama Karyawan Baik  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 13 16,67 S 59 75,64 CS 6 7,69 KS - - TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa hubungan kerja sesama karyawan baik, yang menyatakan setuju sebanyak 59 orang (75,64 %).  Hal ini berarti bahwa suasana di 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 354  lingkungan kerja cukup baik yang dapat dibuktikan dengan kekompakan yang terjadi antara karyawan di Universitas Jabal Ghafur Sigli.  Tanggapan responden mengenai pimpinan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja dilihat pada Tabel 12. 
 

Tabel 12. Tanggapan  Responden Mengenai Memberikan Pelatihan kepada Karyawan untuk 
Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Kerja  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 10 12,82 S 62 79,49 CS 6 7,69 KS - - TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa pimpinan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, yang menyatakan setuju sebanyak 62 orang (79,49 %).  Pemberian pelatihan yang dilakukan kepada karyawan disesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan pekerjaan tersebut.  Tanggapan responden mengenai hampir setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menantang dilihat pada Tabel 13. 

Tabel  13. Tanggapan Responden Mengenai Hampir Setiap Pekerjaan dapat Dilaksanakan dengan Baik 
dan Menantang  Kriteria Penilaian Frekuensi Persentase SS 6 7,69 S 43 55,13 CS 25 32,05 KS 4 5,13 TS - - Total 78 100,00 Sumber : Data kuesioner diolah   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa hampir setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menantang, yang menyatakan setuju sebanyak 43 orang (55,13 %). Hal ini disebabkan karyawan termotivasi akan adanya penghargaan atas setiap prestasi kerja yang dihasilkan. 

 
Tabel 14. Analisa Keseluruhan Tanggapan Responden Mengenai Motivasi Kerja Karyawan pada 

Universitas Jabal Ghafur Sigli No Pernyataan Rata-rata Nilai Jawaban Keterangan 
Indikator Kebutuhan Psikologis 1. Gaji dan penghasilan tambahan yang saya dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. 3,69 Baik 2. Gaji yang diterima oleh para karyawan diberikan tepat pada waktunya 4,12 Baik 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 355  Indikator Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan Kerja 3. Perusahaan telah memberikan program Tabungan Asuransi Pensiunan kepada para karyawan. 4,13 Baik 4. Perlengkapan dan peralatan bekerja di perusahaan sangat memadai. 3,45 Baik 
Indikator Kebutuhan Penghargaan 5. Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi akan memberikan motivasi kerja. 4,24 Sangat Baik 6. Pimpinan belum pernah menegur karyawan dengan kata-kata kasar atau emosional 3,92 Baik 7 Selama ini perusahaan mengakui dan menghargai hasil kerja. 3,76 Baik 
Indikator Kebutuhan Sosial 8. Hubungan kerja antara atasan dan bawahan baik dan tidak kaku 4,12 Baik 9. Suasana kerja menyenangkan dan nyaman. 4,05 Baik 10. Hubungan kerjasama sesama karyawan baik. 4,09 Baik 
Indikator Kebutuhan Sosial 11. Pimpinan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. 4,05 Baik 12. Hampir setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menantang. 3,65 Baik Rata-rata 3,94 Baik   Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pernyataan responden mengenai motivasi kerja adalah baik, karena nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,94 berada pada interval   3,40 – 4,19.  Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 4,24 yang terdapat pada pernyataan “Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi akan memberikan motivasi kerja”, sedangkan nilai rata-rata terendah yang diperoleh adalah sebesar 3,65 yang terdapat pada pernyataan “Hampir setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menantang”.  
4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan   Usaha-usaha yang dilakukan oleh Universitas Jabal Ghafur Sigli dalam menjaga dan memelihara motivasi para karyawannya adalah melalui pemeliharaan terhadap kedudukan dan status karyawan, program promosi jabatan, hak cuti dan bonus. Kondisi motivasi kerja karyawan sudah dikategorikan baik karena  nilai rata-rata keseluruhan sebesar  3,94 berada pada interval 3,40 – 4,19.  
4.2. Saran 1.  Untuk memotivasi karyawan pada Universitas Jabal Ghafur Sigli perlu menambah usaha-usaha dalam menjaga dan memelihara motivasi kerja karyawannya antara lain dengan pemberian tambahan insentif, fasilitas-fasilitas kantor seperti pemberian alat transportasi dan lainnya. Dengan begitu karyawan akan merasa termotivasi dalam melakukan pekerjaannya.  2. Instansi sebaiknya lebih memperhatikan pengakuan terhadap prestasi kerja para karyawannya dengan cara memberikan bonus berupa liburan kepada karyawan dengan perstasi kerja yang baik. 
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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan. Metode penelitian menggunakan penelitian ke Lapas Wanita Tanjung 
Gusta Medan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, normatif, logis dan penarikan kesimpulan dengan 
metode deduktif dan induktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun bentuk pembinaan yang dilakukan 
terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut : (1) 
pelayanan tahanan yang terdiri dari bantuan hukum, penyuluhan rohani, penyuluhan jasmani, bimbingan bakat, 
bimbingan keterampilan dan perpustakaan, dan (2) bimbingan klien yang terdiri tahap-tahap bimbingan, 
pendekatan bimbingan dan wujud bimbingan.  
Kata kunci : narapidana wanita dan lembaga pemasyarakatan 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan hukuman bagi terpidana penjara (kurungan) atas dasar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di Lembaga Pemasyarakatan inilah proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pengelolaan aparat atau petugas pemasyarakatan khususnya dan pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada umumnya, dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan konsep-konsep pembinaan yang berlaku. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.  Pada masa dahulu untuk pelaksanaan pidana penjara didasarkan pada sistem kepenjaraan. Dalam sistem kepenjaraan narapidana diperlakukan sebagai objek semata-mata. Artinya sebagai objek narapidana diberi nomor diperlakukan lebih rendah dari manusia lain, dan eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai. Narapidana sebagai objek, tidak diberi pembinaan, tetapi tenaganya sering dimanfaatkan untuk kepentingan penjara dan pengurangan pidana.  Peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi Pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman RI pada saat itu.  Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.                                                  1 Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 358   Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan merumuskan : “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.  Dasar pertimbangan dikeluarkannya Pasal 1 ayat (2) UU Pemasyarakatan, bahwa : sistem pemasyarakatan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta agar dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Adanya model pembinaan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).   Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.  Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga ”rumah penjara”.  Secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.    Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, danpengamanan warga binaan.  Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.  Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga warga binaan tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 359  terbukti bersalah atau tidak. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.  Pelaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.  Namun demikian, setelah diubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Sebagai contoh, meskipun sudah diubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat juga pengulangan tindak pidana (residivis) oleh para Narapidana setelah selesai menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain hal tersebut, efektif atau tidak sistem yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga Narapidana tersebut dapat berubah menjadi lebih baik setelah bebas. Membekali Narapidana tersebut dengan pendidikan yang lebih baik dengan teknologi tinggi dapat menjamin Narapidana dapat berubah menjadi lebih baik perilakunya ataukah dapat membuat Narapidana menjadi lebih mahir di bidang kejahatannya.  Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. Prinsip non diskriminasi menjadi jiwa dari seluruh Konvensi Internasional terhadap wanita, dalam Pasal 4 ayat 2 Konvensi Perempuan secara tegas menyebutkan pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta termasuk peraturan yang dimuat dalam konvensi ini yang ditujukan untuk melindungi kehamilan maupun kepentingan wanita lainnya harus menjadi perhatian.  Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemasyarakatan khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 360  kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.  Untuk menjamin efektivitas terlaksananya program-program pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian maka idealnya: 1. Warga binaan laki-laki ditempatkan di Lapas khusus laki-laki; 2. Warga binaan wanita ditempatkan di Lapas khusus wanita; 3. Warga binaan anak ditempatkan di Lapas khusus anak-anak.  Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dengan mengadakan tinjauan lebih lanjut akan dapat diketahui relevansi pola pembinaan warga binaan wanita yang tidak ditempatkan pada tempat yang ideal yaitu di Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita.   Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan”. 
 

1.2. Tujuan Penelitian   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan.  
1.3. Metode Penelitian  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Lapas Wanita Tanjung Gusta Medan dan narapidana wanita yang melakukan tindak pidana. Data sekunder berupa buku-buku bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta jumlah narapidana wanita yang melakukan tindak pidana 3 tahun terakhir yang diklasifikasikan berdasarkan usia.  Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, normatif, logis dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif dan induktif.  Deskriptif artinya data yang diperoleh di lapangan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.  Normatif artinya bahwa analisis data dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.   
 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan   Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah:  “Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”   Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istilah lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal dengan istilah penjara.  



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 361   Pengertian Lembaga Pemasyarakatan secara etimologis, pemasyarakatan merupakan kata kerja yang dibendakan. Pemasyarakatan berasal dari kata kerja memasyarakatkan. Memasyarakatkan mengandung dua arti, pertama yaitu menyebarkan ide kepada masyarakat luas untuk diketahui, dimiliki atau dianut. kedua, adalah melakukan usaha melalui proses yang wajar untuk dalam rangka memperlakukan anggota masyarakat agar bersikap atau berperilaku sesuai dengan tatanan norma yang terdapat dalam masyarakat.   Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah;  “Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”   
2.2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan   Berdasarkan kajian teoretis mengenai peran lembaga pemasyarakatan dibentuk berdasarkan adanya kebutuhan masyarakat. Priyatno menyatakan bahwa: “Fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan diatur dalam Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.   Fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan Irwanto menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana yang hilang kemerdekaannya agar kapok sehinggga membangkitkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan salah yang telah dilakukannya serta menimbulkan kesanggupan dan kemampuan untuk merobah dan memperbaiki dirinya sehingga mereka nanti kembali ke masyarakat berlaku sebagi warga negara yang baik dan berguna.  
 

2.3. Hak Narapidana  Narapidana bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.  Pengertian narapidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa (narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas) Dalam sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam pasal 14 (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak untuk: a.  Melakukan ibadah. b.  Mendapat perawatan jasmani rohani. c.  Pendidikan. d.  Pelayanan kesehatan makanan yang layak. e.  Menyampaikan keluhan. f.  Memperoleh informasi. g.  Mendapatkan upah atas pekerjaannya. h.  Menerima kunjungan. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 362  i.  Mendapatkan remisi. j.  Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga. k.  Mendapatkan pembebasan bersyarat. l.  Mendapatkan cuti menjelang bebas.  Hak  narapidana tidak diperoleh secara otomatis, melainkan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu narapidana tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.  Pembinaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali pebuatanya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.  
2.4. Pembinaan Narapidana  Dari pandangan Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.  Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konfrensi dinas para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan system pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuaan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.  Amanat Presiden RI dalam kofrensi lembaga menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemsyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.  Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktoral Jendral Bina Tuna Warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konfrensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.  Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah : a.  Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.  b.  Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara. c.  Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan. d.  Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. e.  Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. f.  Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 363  g.  Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. h.  Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat. i.  Narapidana itu hanya dijatuhui pidana hilang kemerdekaan. j.  Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.   Sejalan dengan prinsip ini maka dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan telah dinyatakan secara jelas tentang berbagai hak narapidana, temasuk hak mendapatkan pembinaan di tengah-tengah masyarakat yakni hak asimilasi, hak mengunjungi keluarga, hak cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. 
 

3. Pembahasan 

 Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidana, pembinaan dan bimbingan dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standart Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan. 
1. Bentuk Pembinaan terhadap  Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan  Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Tahanan. a. Bantuan Hukum.  1) Setiap tahanan berhak memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum.  2). Kepada tahanan diberikan penyuluhan hukum dan untuk keperluan ini Kepala Rutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat.  3). Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu disediakan:   a) Alat tulis menulis.   b) Tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat/ diawasi tetapi tidak dapat didengar oleh orang lain/ petugas.  4). Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, atau hari jadual kunjungan.  5). Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum dicatat dalam buku Khusus Kunjungan Bantuan Hukum. b. Penyuluhan Rohani.  1). Kegiatan penyuluhan Rohani meliputi :   a) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 364    b) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum.  2). Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1 pada butir a dan b, Kepala Rutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat berdasarkan ketentuan yang berlaku.  3). Pokok-pokok materi ceramah, penyuluhan atau pendidikan yang akan disampaikan kepada tahanan, harus terlebih dahulu diketahui Kepala Rutan dan kegiatannya tidak boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan keresahan para tahanan.  4). Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan perlu diawasi agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan maupun negara.  5). Untuk (maksud) memberikan ceramah, penyuluhan dan pendidikan disediakan ruangan dan sarana yang diperlukan. c. Penyuluhan Jasmani.  1). Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi di dalam Rutan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.  2). Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan.  3). Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.  4). Penyelenggaraan kegiatan olahraga, berupa bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan dan dalam pengawasan petugas.  5). Kegiatan rekreasi bagi tahanan di dalam Rutan meliputi :   a) Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan dan atau team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.   b)  Penyelenggaraan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.  6). Memberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan kegiatan sosial/ bakti sosial yang bersifat sukarela misalnya donor darah. d. Bimbingan Bakat.  1). Untuk mengetahui bakat masing-masing tahanan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka yang baru masuk Rutan terutama pada saat mengikuti masa pengenalan lingkungan.  2). Bimbingan bakat terhadap tahanan dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang dimiliki tahanan, misalnya melukis, menjahit dan lain-lain. e. Bimbingan Ketrampilan.  1). Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan ketrampilan, dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 365   2). Bimbingan ketrampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Rutan, seperti keperluan industri kecil misalnya saja pertukangan, pertanian. perkebunan dan sebagainya. f. Perpustakaan.  1). Untuk mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca, maka disediakan perpustakaan.  2). Perpustakaan yang disediakan oleh Rutan, meliputi buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan serta bermanfaat bagi tahanan.  3). Buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan dapat dipinjam oleh tahanan yang waktu dan tempatnya diatur oleh Kepala Rutan. g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Bimbingan Kegiatan.  1). Bimbingan kegiatan tahanan meliputi:   a) Bimbingan bakat.   b) Bimbingan ketrampilan.  2). Bimbingan kegiatan hanya dapat diikuti oleh tahanan secara sukarela.  3). Pada setiap awal bulan, program kegiatan bimbingan bakat dan ketrampilan tahanan, dikirimkan kepada instansi yang menahan untuk diketahui. Apabila dipandang perlu, pihak yang menahan dapat mengajukan keberatan atas keikutsertaan salah seorang atau beberapa orang tahanan yang berada dalam wewenangnya.  4). Kegiatan yang diberikan kepada tahanan harus bersifat jangka pendek.  5). Untuk keperluan bimbingan kegiatan di samping yang telah disediakan Rutan, tahanan dapat membawa sendiri peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak ada ikatan yang merugikan Rutan.  6). Setiap tahanan yang mengikuti bimbingan kegiatan dalam bentuk pekerjaan yang produktif (berproduksi), diberi upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  7). Tahanan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lebih dari tujuh jam setiap hari.  8). Bimbingan kegiatan bagi tahanan dilaksanakan di dalam Rutan.  9). Semua hasil karya tahanan baik yang berasal dari kegiatan bimbingan bakat maupun ketrampilan dicatat dalam buku hasil karya tahanan.  10). Semua hasil karya tahanan disimpan dengan baik dan tertib dalam gudang penyimpanan.  11). Hasil karya tahanan dapat dijual sesuai peraturan yang berlaku. 2. Bimbingan Klien.  a. Tahap-tahap Bimbingan.   1). Tahap awal.    a) Penelitian Kemasyarakatan.    b)  Menyusun rencana program bimbingan.    c)  Pelaksanaan program bimbingan. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 366     d)  Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.   2) Tahap lanjutan.    a) Pelaksanaan program bimbingan.    b) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.   3) Tahap akhir.    a) Pelaksanaan program bimbingan.    b) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.    c) Mempersiapkan klien uhtuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care).    d) Mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien.    e) Mengakhiri masa bimbingan klien.  b. Pendekatan Bimbingan.   1) Pelaksanaan bimbingan klien dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu yang sesuai dengan tujuan bimbingan.   2). Pendekatan tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu antara lain sebagai berikut : pemasyarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikologi, psikiatri dan disiplin ilmu yang sesuai.  c. Wujud Bimbingan.   1) Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana klien bertempat tinggal.   2). Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.   3) Jenis bimbingan klien meliputi:    a. Pendidikan agama    b. Pendidikan budi pekerti    c. Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok    d. Pendidikan formal    e. Kepramukaan    f. Pendidikan keterampilan kerja    g. Pendidikan kesejahteraan keluarga    h. Psikoterapi    i. Psikiatri terapi    j. Kepustakaan. 
 

2. Upaya Pembinaan terhadap  Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan  Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlia R.S., adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan terkait dengan sistem pembinaan Narapidana, berusaha membuat pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi Narapidana maupun lembaga dengan berbagai kegiatan, 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 367  karena memang relatif sulit untuk menciptakan sistem pembinaan yang dapat merubah perilaku Narapidana. Pembinaan moral dan agama yang selama ini diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka anggap sepertinya sesuatu hal yang dipaksakan oleh sebagian Narapidana, maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan terus berusaha memberikan pandangan-pandangan ataupun masukan-masukan agar mereka termotivasi untuk dirinya sendiri dengan memberikan insentif tersendiri dari kegiatan-kegiatan ketrampilan yang dilakukan bagi Narapidana yang memacu mereka untuk terus berkarya, walaupun kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan tidak sesuai dengan bakat yang mereka inginkan.    Disamping itu untuk mengatasi berbagai hambatan dalam  menuju suatu pembaruan Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik maka dapat dilakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Medan antara lain: 1. Perlu dilakukan pembenahan Sumber Daya Manusia pegawai Lembaga Pemasyarakatan melakui peningkatan pendidikan atau melakukan proses seleksi yang lebih baik pada penerimaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan. 2. Perlu dilakukan pembenahan sarana dan prasarana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat mengatasi over kapasitas yang banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. 3. Perlu dilakukan pengklasifikasian Narapidana yang lebih baik berdasarkan umur, sehingga dapat dilakukan pembinaan yang lebih baik terhadap Narapidana oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan. 4. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat memotivasi Narapidana agar dapat merubah diri melalui program-program pembinaan yang telah ditentukan di setiap Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena perubahan terhadap Narapidana baru berhasil kalau ada niat dan kemauan dari Narapidana untuk berubah ke arah yang lebih baik, sehingga dapat kembali ke masyarakat. Adanya motivasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat meningkatkan semangat Narapidana untuk merubah diri melalui  program-program pembinaannya sebaik apapun dan didukung oleh petugas-petugas yang berkualitas, maka program-program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Adanya motivasi akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Narapidana dalam menjalankan program Lembaga Pemasyarakatan. 
 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan  Pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakukan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan,  penghormatan harkat dan martabat manusia,  kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.  Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut : (1) pelayanan tahanan yang terdiri dari bantuan hukum, 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 368  penyuluhan rohani, penyuluhan jasmani, bimbingan bakat, bimbingan keterampilan dan perpustakaan, dan (2) bimbingan klien yang terdiri tahap-tahap bimbingan, pendekatan bimbingan dan wujud bimbingan.  Upaya pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dilakukan dengan  berusaha membuat pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi Narapidana maupun lembaga dengan berbagai kegiatan. Pembinaan moral dan agama yang diberikan disertai dengan memberikan pandangan-pandangan ataupun masukan-masukan agar mereka termotivasi untuk dirinya sendiri dengan memberikan insentif tersendiri dari kegiatan-kegiatan ketrampilan yang dilakukan bagi Narapidana yang memacu mereka untuk terus berkarya. 
 

4.2. Saran 1.  Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap Narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi Narapidana yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para Narapidana wanita setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan.  2.  Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan masih sangat kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya.   
Daftar Pustaka  Depkumham Republik Indonesia, 2006. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Jakarta :. DEPKUMHAM RI.  Harsono C.I., 1986. Pembinaan narapidana, Jakarta : UI Press.  Mertokusumo, Sudikno, 1999. Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia, Yogyakarta : Mandar Maju.  Petrus dan Irwan Panjaitan, 1995. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.    Priyantno Dwidja, 2013.  Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.  Bandung : Refika Aditama.  Sadli, Saparinah, 2000. Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk 

Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.  Savitri, Niken, 2008. HAM Perempuan, Bandung: PT. Revika Aditama.  Sujatno, Ady. 2000. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan, Jakata : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.  ____________. 2002. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.  ____________. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.  Widiada Gunakarya A. S.A. 1988. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Bandung: Armico. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 369  KAJIAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 9 TAHUN 2016 TERHADAP  BERITA 
BOHONG ( HOAX) DIBANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 (KUHP)  

Syamsuddin Siregar, SH.,MH1  
ABSTRAK 

  Berita bohong atau (hoax) menurut  Pasal 28 Ayat (1) undang-undang transaksi elektronik (ITE) adalah 
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak meneyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 Ayat (2) adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa 
hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu  
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA). Yang 
telah diperbaharui dengan UU NO. 19 Tahun 2016. 
 Penelitian ini adalah penelitan yang termasuk study pustaka, yakni hanya mengkaji kajian pustaka 
mengkaji  dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi yang mendukung tentang  berita bohong (hoax) 
berdasarkan undang-undang No. 19 taun 2016. Pendekan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekan 
yuridis normatif.  
 Hasil peneltian ini menambah ilmu pengetahuan tentang undang-undang informasi transaksi elektronik 
khusnya tentang berita bohong. Berdasarkan kajian Undang-undang No. 19 Tahun 2016, bahwa berita bohong 
merupakan bentuk kejahatan yang dapat dihukum dengan hukum pidana. Sebagaiman mana yang diatur dalam 
KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.   
Kata Kunci : UU ITE, Perbandingan hukum, Berita bohong (hoax) KUHP. 
 
Pendahuluan Penggunaan sosial media pada dewasa ini sangat pesat akibat perkembangan tehnologi yang sangat cepat sehingga menimbulkan dampak yang bersipat positif maupun negatif, salah satu dampak positifnya adalah mudahnya akses dan  informasi untuk didapatkan. Sehingga ada juga unsur yang bersifat negatif yang tidak baik, diantara adalah tentang berita bohong.  Berdasarkan pasal 28 Ayat 2 undang-undang No. 11 tahun 2008 dan yang telah diperbaharu dengan undang-undang No. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk meneimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarkat tertentu, berdasrkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).  Pertimbangan undag-undang No. 19 tahun 2016, bahwa untuk menjamin pengakuan serta pernghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesui dengan pertimbangan perlu dilakuan perubahan sehingga perluasan tentang undang-undang tersebut dapat dijerat dengan hukum pidana. Berdasrkan Pasal 45 A Ayat(1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai mana diatur dalam Pasal 28 Ayat(1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/denda paling banyak Rp.1.000.000.000. ( satu miliar rupiah).  Sehingga pemberitahuan berita bohong yang berupa informasi yang tidak benar bukan hanya  menjerat pembuat berita yang berakibat keresahan atau permusuhan akan tetapi yang menyampaikannya kepada orang lain                                                            1 Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al Hikmah Medan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 370  dipidana sebagai mana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1dan 2) UU ITE tersebut. Deri hal tersebut dengan banyak peristiwa berita bohong penulis tertarik membuat suatu penelitian dengan judul”  Kajian Hukum tentang Undadang-Undang No. 19 Tahun 2016 Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP). 
Metode dan Desain Penelitian Bila dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat yuridis normative  yang mencarari hubungan hukum dengan suatu peristiwa berdasarkan buku-buku, dan teri-teori yang ada dihubungkan dengan peristiwa berita bohong yang terjadi ditengah masyarkat sehari-hari. Penelitian ini penting dalam kerangka untuk mengetahui pakah terdaapat kerangka hukum yang bersifat universal dan pakah berita bohong merupaka suatu penyimpangan dibidang hukum.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khusunya yang mengatur tentang berita bohong,  studi dokumen dilakukan atau ditujukan hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. 
Hasil dan Pembahasan  Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan melalui dokumen kepustakaan dapat maka penelitian ini menyimpukan.   A. Bahwa penyebarab berita bohong sebagaimana Pasal 28 Ayat (1), setiap orang dengan sengaja  dan tanpa hak menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Merupakan lekspesialis dalam pemberian hukum terhadap pembuat dan penyebar berita bohong (hoax) di media sosial. Sehingga jerat hukum yang lebih khusus ini menjerat  pelaku dan menimbulkan efek jerat bagi pembuat berita bohong.  Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, pada saat sekarang telah banyak diggunakan dalam menyelesaikan permasalahan berita bohong, namun dalam penggunaannya  meimbulkan tersendiri di masyarakat, hala ini terbukti dengan banyaknya konten yang berbau SARA di media sosial namun tidak bisa ditindak. Sebaliknya banyak masyarakat yang menjadi korban yang seharusnya tidak semestinya di jerat dengan hukum. Keberadaan undang-undang ITE, menimbulkan seolah-olah memberikan pemabtasan kepada masyarkat untuk mengeluarkan pendapat sedangakan UUD 1945, memberikan kebebasan sesuai dengan Pasal 28. Hala ini lah yang membuata sebagaian masyarakat memintak untuk diperjelas maksud UU ITE tersebut sehingga tidak menjadi polemik bagi kebebasan atau demokrasi yang lagi berkembang di Indonesia.  B. Penelitian yang penulis lakukan tentang pengaturan berita bohong atau (hoax) sebelum lahirna undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo undang-undang No. 19 Tahun 2016, telah dulu diatur berita bohong dalam ketentuan KUHP.                Berdasarkan Pasal 390 KUHP, yakni barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan  atau menaikkan harga, dengan menyiarkan kabar bohong, diancam dengan pidana paling lama dua tahun enam bulan penjara.   



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 371  Kesimpulan A. Pengaturan tentang berita bohong atau hoak diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia, Namun lebih khusus diatur dalam Undang Undang No.11 Tahun 2008 jo undang-undang No. 19 tahun 2016, namun pada saat sekarang masih menua permasalah diantaranya terhalangnya kebebasan mengeluarkan pendapat. B. Pengaturan tentang berita bohong diatur dalam Pasal 390 KUHP, akan tetapi pengaturannya belum sepesipik dan jelas sehingga berita bohang tersebut ditekankan kepada dalam transaksi barang dan jasa dengan kata lain dalam usaha perniagaan. Sehingga berita bohong melalui media sosial belum terjangkau oleh KUHP,maka KUHP hanya berupa hukum positif yang bersipat umum. 
 

Daftar Pustaka  A.Ubaedillah & Abdul Rozak. (2010),  Pancasila, Demokrasi, HAM dan MasyarkatMadani, ICCI, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta.  Ridwan HR, (2013), Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.  Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna P, (2013), Narkotika Psikatropika dan Gangguan Jiwa, Nusa Medika. Yogyakarta.  R. Soesilo, (1984), KUHP Serta Komentar-Komentarnya Pasal-demi Pasal, Politeia, Bogor.  Soekidjo Notoatmodjo, (2010), Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.  Zainuddin Ali, (2012), Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Palu.  
http://bogs.unpad.ac.id/kkmddesasalimjaya2012./Pentingya kesadaran Hukum Sejak Usia Dini, diakses tanggal 7 Agustus 2018.  https://www.slideshare.net/Penyuluhan tentang bahaya penalah gunaan narkotika.Diakses tanggal 10 Agustus 2018.  http://farrahdibayosan, blogspot.co.id/2014,Kasus-Kasus Pencurian Kenderaan Bermotor, diakses tanggal 11 Agustus 2018. 
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Muhammad Hizbullah, MA1 
 

ABSTRAK 
 

Tidak dapat kita pungkiri sering kali pemberian upah para buruh saat ini belum mencukupi kebutuhan 
hidup. Dapat terlihat di setiap peringatan hari buruh tanggal 1 Mei dan dikenal dengan istilah May Day para 
buruh selalu mengadakan demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Dalam hal ini terlihat bahwasanya 
produsen belum dapat memberikan upah yang layak kepada para buruh, terkesan pihak perusahaan kurang 
menganggap kontribusi yang diberikan para buruh terhadap perusahan. Padahal maju dan berkembangnya suatu 
perusahaan dipastikan tidak bisa lepas dari kontribusi dan peran para buruh..  

Hal ini dikarenakan cara ataupun sistem yang digunakan dalam pengupahan kurang tepat. Ibn Taymiyah 
coba menawarkan suatu konsep yang disebut market wage (tas’ir fil amal), dimana tidak dibenarkan adanya 
intervensi pemerintah dalam penetapan upah pada waktu kondisi pasar dalam keadaan normal, sedangkan jika 
dalam keadaan tidak sehat barulah dibutuhkan intervensi pemerintah dalam penetapan upah, guna menstabilkan 
kembali upah pada market wage. 

 
Kata Kunci :Konsep Pengupahan dan Pandangan Ibn Taymiyah 
 

1. Pendahuluan 1.1.  Latar Belakang Buruh atupun tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap paling penting, sebab melalui jasa buruh inilah sumber daya alam dapat berubah menjadi hasil produksi yang bernilai, misalnya emas kemungkinan akan tetap menjadi barang yang tidak terlalu bernilai jika berada di dasar bumi dan tidakberbentuk. Tetapi setelah dieksplorasi oleh para buruh kemudian dibentuknya berbagai perhiasan maka kan menjadi barang yang sangat bernilai. Buruh mencakup segala kerja manusia yang diarahkan untuk mencapai hasil produksi, baik berwujud jasa, fisik maupun mental. Tenaga kerja meliputi buruh maupun manejerial. Karakter terpenting buruh dibandingkan dengan faktor produksi lain adalah karena mereka manusia, sehingga isu-isu kemanusiaan harus selalu diperhatikan. Beberapa isu penting ini misalnya : 1. Bagaiman hubngan buruh dengan faktor produksi lain 2. Bagaimana memberi harga atas buruh serta 3. Bagaimana menghargai unsur-unsur kedilan, kejiwaan, moralitas dan unsur-unsur kemanusian lain dari buruh. Islam merupakan agama  yang mendorong umatnya untuk giat bekerja, bahkan ia merupakan bentuk ibadah dan wujud kesyukuran kepada Allah SWT. Tetapi sering sekali nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya diberikan kepada para buruh dilupakan, yang mengakaibatkan upah buruh  menjadi tergolong kecil. Konsep upah yang Islami bertolak dari konsep pengupahan yang adil dan manusiawi, sebab buruh adalah manusia lengkap dengan sifat kemanusiaannya.                                                            1Dosen Yayasan UMN Al Washliyah 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 373  Dalam operasionalnya, penentuan upah ini mengkombinasikan antara pendekatan objektif  (pendekatan pasar) dengan pendekatan subyektif (pendekatan kemanusiaan). Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam pasar tenaga kerja untuk mendapatkan ataupun menciptakan upah yang Islam. 
1.2. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengupahan dalam pandangan  Ibn Taymiyah. Metode Penelitian menggunakan riset kepustakaan (Library Research). Penelitian ini didasarkan pemikiran tokoh dalam bidang hukum Islam tentang konsep pengupahan. 
2. Uraian Teoritis 

2.1. Konsep Pengupahan Upah dalam buku teori ekonomi adalah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisk maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah adalah masdar sima’i dan Fi’ilajara atau timbangan 
dhoroba naknanya imbalan atas pekerjaan. Menurut Ibn Taymiyah upah adalah imbalan usaha yang dilakukan dalam rangka mendapatkan kekayaan yang didalamnya tidak ada unsur penipuan. Pembayarn upah diberikan seketika itu juga sebagaimana dalam transaksi jual beli yang pembayaran waktu itu juga.  Upah juga boleh diberikan sebelum selesainya pekerjaan tergantung dengan perjanjian yang disepakati. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Ibn Majah yang artinya “ Berikanlah olehmu upah orang, bayarkan sebelum keringatnya kering”, ini menjelaskan tidak bolehnya menunda-nunda dalam pembayaran upah. Karena pemberian upah adalah sesuatu yang harus disegerakan karena jika ditunda termasuk bentuk penzoliman. Besaran upah bisa berbeda-beda dan beragam karena berbedanya pekerjaan. Upah akan mengalami perbedaan dengan berbedanya nilai jasa. 
3. Pembahasan 

A. Konsep Pengupahan Kapitalis Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang saat ini paling banyak diterapkan negara-negara di dunia. Sistem ini tidak hanya di terapkan  oleh negara-negara Barat dan negara-negara industri, tetapi juga dikebanyakan negara-negara berkembang. Kapitalisme sebenarnya merupakan sebutan bagi pemikiran ekonomi yang pertama kali digagas secara ilmiah oleh seorang pemikir yang bernam Adam Smith. Melaui bukunya yang monumental ‘An Inqury The Natural and Caouse Of The Wealth Of Nation” ia menorehkan suatu gagasan perekonomian yang berciri umum “liberal”.  Liberalisme menjadi salah satu ciri terpenting dalam kapitalisme, dimana kemudian terdapat semboyan mereka yang sangat terkenal “laiser aller, laiser passer” (bebas berbuat dan bebas bertindak). Dalam konteks sejarah, pemikiran Adam Smith ini merupakan suatu kritik yang sangat tajam terhadap praktek ekonomi merkantalisme yang sangat didominasi oleh peran negara. Dengan karya inilah maka Adam Smith dianggap sebagai founding fathernya ekonomi modern.  Paham kapitalis begitu bebas didalam pengembangan perekonomian, yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk mengunakan cara dalam mengambil keuntungan, tanpa memperhatikan pengusaha ataupun pihak lain. Kebebasan yang seperti ini yang menjadi kritikan kapitalis dikarenakan mengakibatkan persaingan yang tidka sehat. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 374  Pengupahan konsep kapitalis memakai kekuatan pasar sebagai sarana penentuan upah buruh. Sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja (suply and demand) pada market wage. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah, sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintannya sangat kuat maka upah akan tinggi. Kenaikan atau penurunan permintaan dan penwaran tenaga kerja dengan sendirinya berpengaruh pada tingkat upah.  Dalam menentukan upah kapitalis hanya melihat dari faktor objektif saja yaitu melihat bagaimana tingkat tenaga kerja pada market wage, dengan tidak melihat nilai kemanusiaannya.Ketika Perusahaan membayar upah buruh setelah menyelesaikan pekerjaannya dasar pengupahannya sesuai dengan prestasinya, terlepas apakah upah tersebut mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Kapitalis tidak akan memperhatikan hal tersebut. Paham kapitalis hanya menilai atau memberikan upah hanya melihat produktivitas ataupun kontribusi buruh tersebut. Sehingga apabila pekerja kurang produktif ataupun kurang memberikan kontribusi maka dipastikan upah yang di terima akan rendah.   Dalam pandangan kapitalisme tenaga kerja pada dasarnya adalah faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor produksi lainnya lainnya, misalnya barang-barang modal. Oleh karenanya, tingkat upah (market 

rate) merupakan harga dari tenaga kerja akan ditentuka berdasrkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Jadi tingkat upah akan ditentukan berdasrkan market wage. Karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seprti barang-barang modal maka hukum permintaan dan penwaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah rendah. Sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaannya sangat kuat maka tingkat upah aklan tinggi. Kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah.  Secara teoritis, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki peluang menentukan tingkat upah. Keduanya dapat mempengaruhi titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Tetapi, dalam dunia nyata nasib tenaga kerja dalam perekonomian kapitalis seringkali lebih menyedihkan. Tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga mesin, tenaga robot dan alat-alat fisik lain yang dapat menjadi subsitusi bagi tenaga manusia. Efesensi produksi dan motivasi untuk mekasimumkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen untuk menggunakan tenga kerja yang lebih murah dan memiliki produktivitas tinggi. Dengan alasan ini maka banyak produsen yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun. Fenomena seperti ini nampak jelas pada perekonomian di negara-negara maju maupun berkembang.  Akibatnya, tingkat upah tenaga kerja manusia akan cenderung manurun karena kalah bersaing dengan mesin. Para pekerja seringkali dipaksa atau terpaksa menerima tingkat upah yang rendah, bahkan tidak cukup memadai bagi suatu kehidupan yang layak. 
B. Konsep pengupahan Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah ternyata memiliki pandangan yang maju tentang teori upah, bahkan jika dibandingkan dengan para pemikir Barat di abad pertengahan. Menurut Gray, S.A dan Thomson “ We have not found much 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 375  detail on the subject in work dealing with medieveval econimic doctrines”. Tidak terdapat keterangan yang rinci mengenai tepri upah di Barat pada abad pertengahan. “ In brief, we can say that by the just wage the medieval 

philosophers meant that rate of remuneration required to enable the worker to live decently in that station of life 

inti wich he had been. Mereka menyatakan “ Kami tidak menemukan keterangan lebih rinci mengani subyek ini, berkaitan dengan doktrin ekonomi yang berlaku di zaman pertengahan. Ringkasnya, kami bisa menyatakan bahwa upah yang adil itu, di mata para filsuf abad pertengahan, berarti dasar pengupahan yang dibutuhkan untuk memungkinkan pekerja itu hidup layak pada situasi dan kondisi di mana ia hidup”. Konsep pengupahan Ibn Taymiyah telah mengaikan tingkat upah dengan pasar tenaga kerja. Untuk itu Ibn Taymiyah menggunakan istilah tas’ir fil a’mal(tingkat upah di pasar tenaga kerja/market wage)dan ujroh al 

mithl(tingkat upah yang setara/equivalent wage).Sebagai harga dari tenaga kerja maka prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah defenisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Upah yang setara ditentukan sebagaimana harga yang setara (thsaman al mithl/price  equivalent), yaitu kondisi normal didasarakan atas kekuatan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Ibn Taymiyah mengatakan upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (musamma), jika ketetapan upah itu ada dimana dua pihak biasa menerima. Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/hargayang ditetapkan (thaman musamma) berpijak kepada harga yang setara. Prinsipnya konsep pengupahan dalam panadangan Ibn taymiyah  apabila mekanisme pasar dapat berjalan dengan sempurna maka tingkat upah yang setara adalah tingkat upah pasar, yaitu sesuai market wage. Kondisi pasar yang tidak normal yang membuat mekanisme pasar tidak berjalan maka tingkat upah berada di atas atau di bawah upah yang setara. Apabila tingkat upah berada di atas maka hal ini merupakan upah yang tidak adil, dimana pemberi pekerja harus memberikan upah lebih tinggi dari pada seharisnya. Sebaliknya, jika tingkat upah berada di bawah maka hal ini merupakan upah yang tidak adil juga, dimana para pekerja harus menerima upah yang lebih rendah dari pada yang seharusnya. Penetapan upah (thaman musamma) oleh pemerintah harus mengembalikan tingkat upah menuju tingkat 
market wage yang normal yaitu mengembalikan tingkat upah sesuai (tas’ir fi’l amal) pada saat normal, atau yang setara dengan (ujroh mithl) dengan kata lain, penetapan upah dilakukan justru untuk mengembalikan tingkat upah pada tingkat normal. Jika upah yang dikembalikan kepada market wage yang normal benar-benar tidak mampu mensejahterahkan buruh, maka dalam keadaan seperti ini maka pemerintah dapat menempuh dua jenis kebijakan yaitu : 1. Memberikan subsidi kepada para musta’jir(pengusaha)sehingga tetap dapat memberikan upah yang layak kepada ajir(buruh). Jadi disini subsidi pemerintah dialirkan melalui produsen. 2. Memberikan subsidi atau tunjangan sosial (direct transfer) kepada para ajir tanpa menggagu tingkat upah pasar, sementara untuk memenuhi kebutuhannya pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan sosial. Dalam paparan diatas jelas bahwa ketika kondisi  pasar tidak sehat Ibn Taymiyah menyatakan diperlukan adanya intervensi pemerintah untuk mendapatkan upah yang adil. Ibn Taymiyah berpendapat menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu risalah karena dengan keadilanlah langit dan bumi ditegakkan dan untuk keadilan pula Allah mengatur para rasul dan menurunkan kitab sucinya. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 376  4. Kesimpulan 1. Konsep Ibn Taymiyah dalam penentuan upah yang adalah menggunakat market wage atau ta’sir fil a’mal (upah di pasar tenaga kerja), ujroh al mithl (upah yang setara/equivalent wage) yang mana berlaku hukum suply and demand atau hukum penawaran dan permintaan pada saat pasar dalam keadaan normal. Dan pabila pasar dalam keadaan tidak normal barulah diberlakukan intervensi pemerintah dalam penentuan upah. 2. Alasan Ibn Taymiyah memakai konsep penawaran dan permintaan ketika pasar dalam keadaan normal adalah karena upah yang terjadi pada market wage merupakan perubahan yang biasa saja dan tidak merugikan salah satu pihak, yang mana datangnya dari Allah SWT, bukan karena terjadinya kecurangan, sama dalam masalah penetapan harga. Tetapi apabila pasar dalam keadaaan tidak sehat yang menimbulkan ketidak adilan maka Ibn Taymiyah membolehkan intervensi pemerintah. 3. Dasar dibolehkannya intervensi Pemerinatah menurut Ibn Taymiyah dengan menggunakan prinsip siyasah 

syariyah bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan merupakan salah satu risalah. Dan menurut Ibn Taymiyah pemerintah dapat melakukan segala kebajikan demi mewujudkan kemaslahatan yang relevan dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandang dapat memperbaiki kondisi tertentu, selama tidak bertentangan dengan nashnya yang tegas (qathi) dan kaidah umum syariah.  
Daftar Pustaka Taymiyah Ibn. 1976. Al Hisbah Fil Islam. Kairo : Dar al Shab Taymiyah Ibn. t.th. Majmu’ Fatwa. Juz 34. Kairo: Dar Wafa’ Azim Abdul Islahi. 1998. Economic Concept of Ibn Taymiyah. Leicister U.K : The Islamic Foundation Anto M.B Hendrie. 2003. Pengatar Ekonomi Mikro Islami. Yogyakarta : Ekonisia Budi Setiawan Utomo. 2003. Fiqh Aktual. Jakarta : Gema Insani Pers Chapra Umer. 2000. Islam dan Tantangan Ekonomui. Jakarta : 2000 Sukiro Sudono. 2001. Pengantar Teori Mikro. Jakarta : Raja Grapindo Al jasiri Abdurahman. 1919. Al Fiqh Ala mazahibu Arba’ah. Juz II Mesir : Ategeria Alquba Taymiyah Ibn dan ibn Qoyim. 2001. Alqiyas fii Syar’i Islami. Diterjemahkan oleh Amiruddin bin Abdul Jalil. Jakarta : Pustaka Azzam Syafei rahmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung : Pustaka Setia Muhammad. 2004. Pengatar Ekonomi dalam Prespektif Islam. Yogyakarta : BPEE      
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Peranan Good Governance Terhadap Alokasi 
Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Desain 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 
miskin pada 6 dusun desa Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 131 
orang.Sampel yang diambil adalah sebanyak 99 warga Desa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan  adalah dengan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwaperanan Good Governance memperngaruhi Alokasi Dana Desa Kec 
Percut Sei Tuan. 
Kata Kunci: Good Governance , Alokasi Dana Desa 
 

Pendahuluan Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuanuntuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan masyarakat berupa alokasi dana desa (ADD). Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten yang telah melaksanakan program ini terbukti dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 13/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Percut Sei Tuan No. 18/2006 tentang Alokasi Dana Desa. Salah satu desa di Kabupaten Deli Serdang yang telah melaksanakan kebijakan tersebut adalah Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Bandar Klippa pada Tahun 2014 mengalami restrukturisasi aparaturnya, sehingga menarik untuk diteliti, terkait kemampuan yang dimiliki dengan keberadaan aparatur yang baru. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.  Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut                                                            1 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 2 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 378  telah cukup dijelaskan mulai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya.  Dana yang di dapat pertahunnya bisa saja menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait dengan bagaimana penerapan tata kelola yang baik (Good Governance) hal ini bisa terjadi karena kapasitas penyelenggaraan desa terutama dalam manajemen keuangan dan anggaran yang masih sangat rendah serta dalam beberapa situasi, penggunaan alokasi dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai alokasi dana desa juga masih sangat kurang  khusus bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin), dan ketidak sesuaian dalam pembagian Alokasi Dana Desa untuk bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu (miskin) sehingga mengakibatkan pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan anggaran dana desa maupun dalam pengawasan kegiatan oleh sebab itu setiap penyelenggaraan desa terutama di bagian manajemen keuangan harus mengetahui sistem informasi akuntansi dalam melaporkan setiap pengguanan dana desa dan juga dalam agar terciptanya penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tata kelola yang (Good Governance) dapat terlaksana di desa dan masyarakat desa juga diharapkan ikut mengawal dana desa agar tercapainya kemakmuran yang diharapkan seluruh masyarakat desa.  
Kajian Pustaka Penerapan prinsip Good Governance adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusannya yaitu melalui prinsip-prinsip efektif dan efisiensi, partisipasi, aturan hukum, daya tangkap dan akuntabilitas. Kinerja aparatur pemerintah adalah hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat di nilai dari hasil kerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah di tentukan (Rochman dan Ganie, 2012:41:51). Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelas (PP 72/2005) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.  
 

 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 379  Metode Penelitian Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin pada 6 dusun desa Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 131 orang. Sampel yang diambil adalah sebanyak 99 warga Desa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan  adalah dengan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil Dan Pembahasan 

Uji Validitas Instrumen Variabel Good Governance (X) 

Pernyataan Corrected Item Total 
Correlation (rhitung) 

rtabel Validitas Item 1 .736 0,195 Valid Item 2 .650 0,195 Valid Item 3 .490 0,195 Valid Item 4 .456 0,195 Valid Item 5 .378 0,195 Valid Item 6 .347 0,195 Valid Item 7 .277 0,195 Valid Item 8 .534 0,195 Valid Item 9 .736 0,195 Valid Item 10 .650 0,195 Valid   Dari tabel diperoleh nilai Corrected Item Total Correlation (rhitung) tertinggi pada item 1 sebesar 0,736, dimana hasil analisis rhitung  0,736 > rtabel  0,195 dan nilai terendah pada item 7 sebesar 0,277, dimana akan diperoleh hasil rhitung  0,277 > rtabel  0,195. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian instrumen kualitas pelayanan berupa kuesioner ini adalah valid. 
Uji Validitas Instrumen Variabel Alokasi Dana Desa (Y) 

Pernyataan Corrected Item Total 
Correlation (rhitung) 

rtabel Validitas Item 1 .800 0,195 Valid Item 2 .513 0,195 Valid Item 3 .491 0,195 Valid Item 4 .293 0,195 Valid Item 5 .828 0,195 Valid Item 6 .828 0,195 Valid Item 7 .828 0,195 Valid Item 8 .828 0,195 Valid Item 9 .800 0,195 Valid Item 10 .513 0,195 Valid  Dari tabel diperoleh nilai Corrected Item Total Correlation (rhitung) tertinggi pada item 5 sebesar 0,828, dimana hasil analisis rhitung  0,828 > rtabel  0,195 dan nilai terendah pada item 4 sebesar 0,293, dimana akan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 380  diperoleh hasil rhitung  0,293 > rtabel  0,195. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian instrumen alokasi dana bantuan berupa kuesioner ini adalah valid. 
UJI RELIABILITAS 

Cronbach’s Alpha Atas Variabel Independent Good Governance (X) 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .733 10   Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan cronbach’s alpha atas variabel independent good governance adalah 0,733, lebih besar dari 0,600 (batas reliabilitas), maka dinyatakan sangat instrument tersebut sangat kuat. 

Cronbach’s Alpha Atas Variabel Dependent Alokasi Dana(Y) 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .888 10  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan cronbach’s alpha atas variabel dependent alokasi dana adalah 0,888, lebih besar dari 0,600 (batas reliabilitas), maka dinyatakan sangat instrument tersebut sangat kuat. 

Analisis Regresi Linier Sederhana 
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.429 3.562  2.367 .020 Good Governance .817 .084 .701 9.670 .000 a. Dependent Variable: Alokasi Dana Bantuan  Pada tabel diatas menunjukkan bahwa perhitungan diperoleh nilai konstanta (a) 8,429 dan b sebesar 0,817, sehingga diperoleh persamaan regresi linear sederhana  

Y = 8,492 + 0,817 X 

Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .740a .547 .686 2.28642 a. Predictors: (Constant), Good Governance b. Dependent Variable: Alokasi Dana Bantuan  Koefisien determinasi adalah sebesar 0,547, artinya persentase Good Governance terhadap Alokasi Dana Desa sebesar 68,6%, sedangkan sisanya sebesar 31.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 381  Dari hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwasanya peranan good governance berpengaruh posititif dan signifikan terhadap alokasi dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tampubolon (2014) yang menyatakan bahwa dalam mendukung terwujudnya good governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip good governance. Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas alokasi dana desa terhadap masyarakat juga belum dapat terlaksana dengan baik.  
Kesimpulan 

Good Governance (X) sebesar 0,817 menunjukkan bahwa variabel Good Governance cukup berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Dana Desa, artinya setiap terjadi peningkatan variabel 
Good Governance, maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan Alokasi Dana Desa.  
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382  DESKRIPSI PENGETAHUAN WANITA HAMIL TENTANG PERAWATAN PAYUDARA  

DI KLINIK PRATAMA  ROSNI ALIZAR MEDAN DI TAHUN 2017 
 

Dra. Indrawati, S.Kep, Ns, M.Psi1 dan Siska Murti Pertiwi2 
 

ABSTRAK 

Merawat baby adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan lahir nantinya. Pada 
saat kehamilan, baby  akan tumbuh dari sekitar dengan warna yang lebih gelap dan juga lebih sensitif. Itu semua 
terjadi untuk persiapan tubuh preganan ibu untuk memberi makanan seperti ASI kepada bayinya nanti. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui contoh pengetahuan ibu tentang kehamilan untuk merawat baby di klinik Pratama 
Rosni Alizar Medan pada tahun 2017. Penelitian ini adalah anak-anak yang terbebas, sampai pada penelitian ini 
hingga 30 orang tugas menyebar dari penanya. Dari hasil penelitian di klinik Pratama Rosni Alizar Medan pada 
2017 bahwa pengetahuan tentang kehamilan ibu tentang perawatan baby sudah cukup kategori. Fakta ini dapat 
melihat dari 30 tanggapan bahwa pengetahuan yang baik adalah 5 orang (16,7%), bahwa pengetahuan yang 
cukup adalah 22 orang (73,3%) yang pengetahuan kurang adalah 3 orang (10,0%). 
 
Kata kunci: Pengetahuan, perawatan payudara. 
 

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Perawatan payudara selama hamil adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai 

persiapan menyusui nantinya. Padasaat kehamilan, payudara akan membesar dan daerah sekitar putting susu akan 

lebih gelap warnanya dan juga lebih sensitif. Semua ini terjadi untuk persiapan tubuh ibu hamil untuk memberikan 

makanan yaitu berupa ASI pada bayinya kelak (Supriyanto, 2009).  

Perawatan payudara sangat penting untuk dilakukan diantaranya untuk memelihara kebersihan payudara, 

melenturkan dan menguatkan putting susu, mengeluarkan putting susu yang masukkedalam dan melancarkan 

produksi ASI. Namun banyak ibu hamil yang jarang melakukan perawatan payudara diantaranyakarena 

kurangnya pengetahuan, rendahnya minat dan keterampilan tentang perawatan payudara (Prawirohardjo,2007). 

Perawatan payudara bertujuan untuk memelihara kebersihan payudara agar terhindar dari infeksi, 

meningkatkan produksi ASI dengan merangsang kelenjar-kelenjar air susu melalui pemijatan, pencegahan 

bendungan ASI, dan menguatkan putting susu.Perawatan payudara sangat penting dilakukan selama hamil sampai 

masa menyusui. Ibu hamil yang tidak melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan dapat 

menyebabkan ASI tidak keluar setelah melahirkan, Putting susu tidak menonjol sehingga bayi sulit menghisap, 

produksi ASI sedikit sehingga tidak cukup dikonsumsi bayi, infeksi pada payudara, payudara bengkak atau 

bernanah, munculnya benjolan di payudara (Sumini, 2013). 

Berdasarkan laporan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI,2007) diusia lebih dari 25 tahun 

sepertiga wanita di Dunia (38%) didapati tidak menyusui bayinya sehingga terjadi pembengkakan payudara. 

Angka cakupan ASI esklusif di indoesia mencapai 32,3% ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif pada anak 

mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 55% ibu menyusui mengalami mastitis dan putting susu lecet. Putting susu 

lecet kemungkinan tersebut disebabkan kurangnya perawatan selama masa nipas (Anwar, 2005 dalam Nur 2012).                                                            1 Staf Dosen Poltekkes Kemenkes Jurusan Keperawatan  2 Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jurusan Keperawatan 
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383  Berdasarkan profil kesehatan Sumatera Utara (2013) survey ibu hamil yang dilaksanakan tahun 2013 di 4 

kabupaten/kota di sumatera utara yaitu kota Medan, Binjai, Deli Serdang dan langkat diketahui bahwa 40,50% ibu 

hamil yang tidak meakukan perawatan payudara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk perawatan payudara 

adalah merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga memudahkan bayi untuk menyusui. Cakupan ibu hamil 

yang mendapat perawatan payudara di sumatera utara menunjukkan kenaikan yaitu (33,03%), tahun 2012 naik 

menjadi (53,09%), tahun 2013 menjadi (26,67%). (Dinkes propsu, 2013). 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan pada bulan 

Januari dari 7 orang ibu hamil yang memeriksakan kandungannya, sebanyak 4 orang ibu hamil tidak mengerti 

tentang perawatan payudara dan hanya 3 orang ibu hamil yang mengerti tentang perawatan payudara. Ibu yang 

tidak melakukan perawatan payudara sering dijumpai kasus seperti ASI kurang lancar, putting susu tidak 

menonjol, timbul nyeri pada payudara, payudara bengkak, bayi tidak mendapatkan ASI. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang 

perawatan payudara di Klinik Pratama Rosni Alizar. 
 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil. Cara 

pengambilan sampel adalah dengan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden sesuai dengan 

criteria insklusi dan ekslusi. Analisa data yang digunakan adalah univariat. Variabel tunggal yang digunakan 

adalah pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara di klinik Pratama Rosni Alizar Medan. 
 

Hasil Dan Pembahasan 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi tentang Umur Responden di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan  

 
Pengetahuan Frekuensi Persen 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Total 

5 

22 

3 

30 

16.7 

73.3 

10.0 

100.0 
 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas Pengetahuan responden adalah cukup sebanyak 22 orang 

(73.3%). 
 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Tentang  Umur Responden di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan 
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Distribusi Frekuensi Tentang Pendidikan Responden di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan 
 

Pendidikan Pengetahuan Total 

Baik Cukup Kurang   

 F % F % f % f % 

SD 0 0 0 0 0 0 2 0 

SMP 0 0 0 0 0 0 0 0 

SMA 0 0 22 88 3 12 25 100 

PT 5 100 0 0 0 0 5 100 
 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Tentang Pekerjaan Responden di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan 

 

 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Tentang Sumber Informasi di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

1. Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu manusia yang terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek tertentu. Penginderaan terjadi melaui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, raba dan rasa sebagian 

besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Notoadmojo, 2016). 
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385  Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa mayoritas pengetahuan responden 

adalah cukup sebanyak 22 orang (73.3%), yang berpengetahuan baik sebanyak 5 orang (16.7%), yang 

berpengetahuan kurang sebanyak 3 orang (10.0%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden sudah 

cukup tahu mengenai perawatan payudara. 

Hal ini didukung dengan hasil  penelitian Ardiani Pramudhita (2013) tingkat  pengetahuan ibu nifas 

tentang perawatan payudara bahwa dari 30 responden, sebanyak 5 orang (17%) ibu hamil berpengetahuan baik, 

pengetahuan cukup sebanyak 18 orang (60%), dan berpengetahuan kurang sebanyak 7 orang (23%). 

2. Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudar Berdasarkan Umur 

Umur merupakan bertambahnya usia seseorang, semakin tinggi umur seseorang, maka semakin tinggi 

pula tingkat pengetahuannya. Umur seseorang dapat  berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang 

diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang lanjut usia kemampuan mengingat sesuatu 

akan berkurang (Notoadmodjo, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa mayoritas responden beroengetahuan cukup di 

umur 24-28 tahun sebanyak 11 orang (68,7%).Sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng 

Putriningrum (2013) dengan judul tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang perawatan payudara bahwa umur 

responden 20-35 tahun sebanyak 24 orang (80,0%). 

3. Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan adalah semakin tinggi pendidikan seseorang, maka seseorang tersebut akan lebih mudah 

dalam menerima hal-hal baru sehingga pola pikir tersebut membentuk sikap yang positif. Sebaliknya pendidikan 

yang kurang akan menghambat perkembangan seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan 

(Notoadmodjo, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti  bahwa mayoritas responden berpengetahuan cukup 

dengan pendidikan SMA sebanyak 22 orang (88%). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A.Nur  

Fauziah dkk (2012) bahwa dari 30 responden yang berpendidikan SD tidak ditemukan, responden yang 

berpendidikan SMP sebanyak 10  orang (33,4%), responden yang berpendidikan SMA sebanyak 16 orang 

(53,3%) dan berpendidikan Perguruan tinggi sebanyak 4 orang (13,3%). 

4. Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan Payudara Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan seseorang dalam menunjang dan mempertahankan 

kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak 

merupakan cara mencari nafkah yang berulang, banyak tantangan dan menyita waktu. Pekerjaan juga merupakan 

suatu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan informasi dari lingkungannya (Nursalam, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa mayoritas responden bekerja sebagai Ibu 

Rumah Tangga (IRT) berpengetahuan cukup sebanyak 18 orang (78,2%). Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahajeng Putriningrum (2013) bahwa dari 30 responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga 

sebanyak 23 orang (76,7%), yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 7 orang (23,3%). 
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Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang suatu keseluruhan makna yang 

menunjang amanat. Informasi memberikan pengaruh kepada seseorang meskipun orang tersebut mempunyai 

tingkat pendidikan rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, maka hal ini akan 

dapat meningkatkan pengetahuan orang tersebut (Nursalam dan Siti Pariani,2009)  

Berdasarkan hasil penlitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

memperoleh informasi melalui petugas kesehatan berpengetahuan cukup sebanyak 22 orang (81,4%), responden 

yang memperoleh informasi melalui Tv sebanyak 1 orang (3,3%) dan responden yang memperoleh informasi 

melalui internet sebanyak 2 orang (6,7%).  

Menurut hasil penelitian  A.Nur Fauziah dkk (2012) dari 30 responden yang memperoleh informasi 

melalui Tv sebanyak 1 orang (3,3%), responden yang memperoleh informasi melalui petugas kesehatan sebanyak 

12 orang (50%), responden yang memperoleh informasi melalui internet sebanyak 5 orang (16,7%) dan responden 

yang memperoleh informasi melalui buku sebanyak 7 orang (23,3%). 
 

Simpulan Dan Saran 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perawatan 

Payudara di Klinik Pratama Rosni Alizar Medan didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara mayoritas berpengetahuan  cukup sebanyak 

22 orang (73,3%) 

2. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara berdasarkan umur mayoritas responden 

berpengetahuan cukup berumur 24-28 tahun sebanyak 11 orang (68,7%). 

3. Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara berdasarkan pendidikan mayoritas responden 

berpengetahuan cukup dengan  pendidikan SMA sebanyak 22 orang (88%). 

4.  Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara berdasarkan pekerjaan mayoritas responden 

berpengetahuan cukup bekerja sabagai ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 18 orang (76,2%). 

5.  Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang perawatan payudara berdasarkan media informasi mayoritas 

responden berpengetahuan cukup yang mendapatkan informasi melalui petugas kesehatan sebanyak 22 orang 

(81,4%). 

Saran 

1. Bagi Instansi Pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan atau sebagai bahan acuan bagi penelitian 

tentang perawatan payudara bagi ibu hamil. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian lanjut dengan jumlah responden yang lebih banyak lagi 

sehingga didapatkan hasil yang lebih baik. 
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Responden lebih memperbanyak pengetahuan tentang perawatan payudara pada masa kehamilan untuk 

mempersiapkan laktasi saat menyusui dan meningkatkan produksi ASI serta dapat mencegah terjadinya 

bendungan ASI atau pembengkakan payudara dan hendaknya aktif mengikuti penyuluhan pada kelas ibu 

hamil dan mencari informasi dari media, baik elektronik maupun media cetak.  
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BERDASARKAN PODA NA LIMA 

    
Disna Anum Siregar1, dan Anwar Sadat Harahap2  

ABSTRACT 
 

Corruption eradication comes from two elements, namely from religious values and from customary values. 
Implementation of anti-corruption education can no longer be based solely on the materials and learning 
methods that apply so far, but must utilize local wisdom of local indigenous people, so that the material is more 
obeyed, obeyed and practiced because according to their views of life. Long before the implementation of 
formal anti-corruption education in Indonesia, it turns out that indigenous peoples have been implementing 
anti-corruption education whose educational materials have been contained in Poda na Lima which continues 
to be practiced continuously and continuously. 

 
Kata Kunci: 1. Pendidikan Anti Korupsi, 2. Poda na Lima, 3. Mahasiswa  
A. Latar Belakang Setelah diselenggarakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi (PT) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mencetak kader pemimpin bangsa yang bersih dari tindak pidana korupsi, ternyata tindak pidana korupsi  terus saja terjadi, bahkan jumlahnya  meningkat dari tahun ke tahun. Buktinya. sejak tahun 2004 sampai tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi di berbagai instansi dengan melibatkan pejabat negara dan aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun di tingkat I provinsi dan tingkat II kabupaten/kota. Berbagai tindak korupri yang terjadi selama ini diakibatkan oleh selain materi pendidikan anti korupsi yang diajarkan selama ini belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam keraifan lokal, juga belum ada buku ajar tentang model pendidikan anti korupsi yang materinya mengadopsi nilai pendidikan anti korupsi yang termuat dalam kearifan lokal yang ada, seperti Poda na Lima pada masyarakat batak di Sumatera Utara.  Sesungguhnya, dari sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi, seperti masyarakat batak melalui nilai Poda na Lima  yang mereka miliki. Dalam Poda na lima, ternyata ada nilai-nilai pendidikan anti korupsi, sekalipun materinya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata “korupsi”, namun memiliki maksud, tujuan dan fungsi yang sama dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi di berbagai bidang kehidupan.     

B. Metode Penelitian  Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). Adapun prosedur yang digunakan dalam penyusunan model pendidikan anti korupsi berbasis nilai Poda na Lima ini adalah:                                                   1 Dosen Lembaga Layanan DIKTI Wil. Dpk UMN Al Washliyah Medan    disnaanumsrg@umnaw.ac.id 2 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 389  1. Potensi dan masalah. Sedangkan masalah yang dihadapi sekarang ini adalah banyak lulusan perguruan tinggi yang telah menduduki jabatan atau bekerja di instansi pemerintah terlibat dalam tindak pidana korupsi; 2. Pengumpulan data. Data dikumpulkan berupa berbagai materi pendidikan anti korupsi yang ada sekarang, baik dalam berbagai buku literatur, jurnal ilmiah, makalah, prosiding, perundang-undangan, pendapat pakar, dan nilai pendidikan anti korupsi dalam Poda na Lima; 3. Desain produk;  Adapun rencana produk yang akan dihasilkan adalah penyusunan buku ajar tentang model pendidikan anti korupsi berbasis nilai Poda na Lima pada mahasiswa strata 1di Sumatera Utara.  4. Validasi Produk. Validasi produk dilakukan dengan cara menghadirkan pakar pendidikan dari Unimed dan USU, praktisi dan ahli dari Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Validasi dilakukan dalam forum diskusi (FGD). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengembangkan model pendidikan anti korupsi berbasis Poda na Lima pada mahasiswa strata 1. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna (data yang sebenarnya).   
C. Hasil dan Pembahasan 

1.  Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi  yang Termuat dalam Nilai Poda na Lima yang Dijadikan 

Sebagai Pengayaan Materi Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Nilai Poda na Lima  
Poda Na Lima Lima merupakan petuah atau pendidikan tentang kebersihan yang bersifat perintah, yakni: perintah membersihkan hati, diri, pakaian/sandang, rumah dan pekarangan atau lingkungan. Konsep 

Poda Na Lima meliputi lima petuah yang merupakan satu kesatuan yang harus bersatu dan disatukan dalam pengamalannya. Poda dalam bahasa Angkola-Mandailing adalah kata pengingat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Poda merupakan salah satu pegangan hidup yang diberikan oleh nenek moyang dahulu, supaya dapat menjalani hidup dengan mudah. Poda na Lima berarti lima kata pengingat. Masyarakat adat Dalihan na Tolu selalu membersihkan dirinya dari perbuatan yang tercela dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana tertuang dalam Poda na Lima. Parlaungan Nababan mengemukakan bahwa Poda na Lima mengandung nilai pendidikan yang berkaitan dengan pembersihan diri, baik pembersihan rohani maupun pembersihan jasmani yang dituangkan dalam 5 (lima) Poda (petuah) yang bersifat universal. Memang lima Poda yang tertuang dalam kearifan lokal masyarakat adat batak, namun kelima Poda ini dapat mencakup dalam berbagai bidang kehidupan. Inti pokok dari nilai pendidikan yang terkandung dalam Poda na Lima adalah membersihkan manusia dari segala perkataan, perbuatan, sikap unruk tidak melakukan perbuatan tercela dalam masyarakat yang dapat mengoori kelima 
Poda tersebut. Masing-masing Poda mengandung Poda organik sebagai rincian dan pecahaan dari Poda pokoknya, sehingga melalui Poda organik yang ada dapat dipergunakan dalam melakukan pembersihan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 390  diri seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tercela, termasuk melakukan tindak korupsi. Kelima Poda yang dimaksud adalah:  a. Paias Rohamu (bersihkan jiwamu). Membersihkan jiwa dalam arti materil adalah membersihkan jiwa dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti: menjauhi minuman keras, menjauhi perbuatan mengisap ganja, menjauhi kegiatan mengkonsumsi narkotika, karena perbuatan ini dapat merusak pikiran seseorang, menjauhi perbuatan mencela, memfinah, menghina, karena dapat mengganggu ketentraman jiwa. Sedangkan membersihkan jiwa dalam arti spritual adalah merawatnya dengan memberikan ajaran agama yang dapat meningkatkan akhlak, moral dan etika seseorang melalui kegiatan menghadiri acara pengajian agama, membaca buku keagamaan, membaca buku akhlak, membaca kitab suci dan lainnya. Berbagai cara yang sering dilakukan masyarakat adat batak dalam upaya membersihkan jiwa ini adalah dilakukan kegiatan marsialapari, yakni kegitan tolong menolong secara bergantian hari untuk menyelesaikan pekerjaan saudara atau tetangga, seperti tolong menolong dalam menyelesaikan pembangunan rumah, tolong menolong dalam mencangkul dan memanen padi dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat adat batak juga sering bersedekah untuk membantu saudara dan tetangga yang membutuhkan bantuan.  b. Paias Pamatangmu (bersihkan badanmu). Membersihkan badan dalam arti materil adalah membersihkan badan dari kotoran, najis dan berbagai penyakit. Pengamalan dalam pembersihan badan dapat dilakukan dengan cara membersihkan sesgala sesuatu yang dapat mengotori badan, seperti membersihkan kamar mandi, supaya air yang digunakan menjadi bersih, membersihkan tempat tidur, supaya badan menjadi bersih ketika digunakan untuk tidur, membersihkan tempat duduk dari najis dan debu, supaya badan menjadi bersih ketika duduk, membersihkan lantai dan jalan, supaya kaki menjadi bersih ketika berjalan dan lain sebagainya. Sedangkan membersikan badan dalam arti spritual adalah membersikan badan dari makanan yang haram, seperti memakan makanan dari hasil pencurian, perampokan, pemerasan, dan lainnya, karena dapat mengotori darah dan daging. Wujud nyata dalam membersihkan badan adalah menghindarkan diri dari memakan, meminum dan memakai sesuatu dari sumber yang tidak benar. Setiaap makan dan minuman yang dikonsumsi harus zatnya bersih dan diperoleh dengan cara yang benar dengan tidak melanggar aturan agama dan negara. Makanan dan minuman yang diperoleh dengan jalan yang tidak benar, jika dikonsumsi akan dapat mengotori daging dan darah seseorang, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan menjadi darah dan daging seseorang; c. Paias Pakaianmu (bersihkan pakaianmu). Membersihkan pakaian dalam arti materil adalah membersihkan pakaian dari berbagai kotoran, seperti mencuci pakaian jika kena najis, lumpur, keringat dan kororan pisik lainnya. Walaupun pakaian yang disebutkan untuk dibersihkan, namun seluruh sarana yang digunakan dalam rangka membersihkan pakaian, harus juga bersih, seperti air cucian pakaian, sabun yang digunakan, gayung yang dipakai, tempat yang digunakan untuk mencuci dan lain sebagainya. Semuanya harus bersih dari najis dan kotoran, barulah dapat disebut menjadi bersih. Sedangkan membersikan pakaian dalam arti spritual adalah membersihkan pakaian dari 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 391  pembelian yang bersumber dari uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti memperoleh uang dengan cara mencuri, memperoleh uang dengan cara menipu, merampok, memperoleh uang dengan cara menipu timbangan sehingga diperoleh keuntungan yang berlipat ganda, memperoleh uang dengan cara korupsi dan lain sebagainya. Semua cara tersebut merupakan cara yang tidak benar dan segala hasil pembelian dari uang semacam ini menjadi benda yang tidak bersih yang dapat mengotori para pemakainya; d. Paias Bagasmu (bersihkan rumahmu). Membersihkan rumah dalam arti materil adalah membersihkannya dari kotoran, atau sampah. Wujud nyata dalam membersihkan rumah secara materil adalah membersihkan rumah beserta seluruh benda atau barang yang ada di dalamnya dari kotoran dan najis, sehingga orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman, tenang dan bahagia. Memang yang disebutkan dalam Poda yang ketiga adalah membersihkan rumah, namun di balik petuah ini masyarakat adat batak juga diperintahkan untuk membersihkan segala benda atau barang apa saja yang ada di dalam rumah itu sendiri. Apapun jenis benda yang ada di dalamnya harus bersih sebagaimana bersihnya rumah, seperti kursi, meja, lemari, rak piring dan lainnya. Inilah salah satu kandungan makna mendalam dari Poda yang ketiga ini. Sedangkan membersihkan rumah dalam arti spritual adalah membersihkannya dari pembelian rumah dari sumber yang  tidak halal, karena dapat mengotori tempat tinggal, tempat istirahat dan tempat mendidik keluarga. Selain itu rumah juga harus didirikan di lingkungan yang baik, yakni lingkungan yang jauh dari tempat-tempat kejahatan; e. Paias Pakaranganmu (bersihkan pekarangan/lingkunganmu). Membersihkan pekarangan dalam arti materil adalah membersihkannya dari kotoran yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Wujud nyata dalam membersihkan pekarangan ini adalah dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar rumah dan pekarangan perkampungan, sehingga terjadi kesegaran udara bagi seluruh masyarakat. Selain itu dilakukan pembersihan pekarangan secara rutin dari berbagai sampah dan kotoran lainnya,supaya pekrangan tetap bersih dan terjaga dari kerusakan dan bau yang tidak menyedapkan. Sedangkan membersihkan pekarangan dalam arti spritual adalah membersihkannya dari perusakan, penebangan dan penggunaan zat-zat yang dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan.  Seluruh nilai pendidikan yang terkandung dalam Poda na Lima di atas merupakan nilai pendidikan anti korupsi yang cukup memadai untuk diajarkan kepada siswa dan mahasiswa, sehingga mereka sebagai calon pemimpin bangsa akan terbentuk jiwa dan mentalnya menjadi jiwa yang anti korupsi. Berbagai nilai pendidikan yang terkandung dalam Poda na Lima memiliki manfaat besar dalam mendidik moral dan etika manusia di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan kandungan nilai pendidikan yang terkandung dalam  Poda na Lima dapat dipaparkan dalam tabel berikut:  Tabel. Nilai pendidikan yang terkandung dalam Poda na Lima pada masyarakat adat batak. 
No Jenis Pendidikan dalam Poda na Lima Jumlah % 1 Pendidikan Anti Korupsi 74 22.2 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 392  2 Pendidikan Kejujuran 66 19.6 3 Pendidikan Akhlak, Moral dan Etika 91 27.8 4 Pendidikan Karakter 50 14.8 5 Pendidikan Agama 25 7.4 6 Pendidikan Peningkatan Keimanan 15 4.4 7 Pendidikan Hukum 8 2.3  Pendidikan Keteladan 5 1.4  Pendidikan Keperibadian 2 0.9 
Jumlah 336 100 Sumber: Data Primer 2015 Bersasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa di dalam Poda na Lima terkandung berbagai nilai pendidikan yang memiliki manfaat besar bagi manusia di antaranya terdapat 22.2% menjawab bahwa pendidikan anti korupsi dan terdapat 27.8% sampel menjawab pendidikan aklak, moral dan etika, terdapat 19.6% sampel menjawab pendidikan kejujuran. Berdasarkan data tabeltersebut menunjukkan bahwa salah satu nilai pendidikan yang terkandung dalam Poda na Lima adalah terdapat di  dalamnya pendidikan anti korupsi, sekalipun ia bukan jawaban mayoritas, namun nilai pendidikan anti korupsi telah terdapat dalam 

Poda na Lima pada masyarakat adat batak.    Hasmaruddin Ritongan berpendapat bahwa berbagai nilai pendidikan yang terkandung dalam 
Poda na Lima pada masyarakat adat batak merupakan nilai pendidikan yang sangat tinggi nilainya dalam mendidik seseorang untuk membersihkan segala tindakannya dalam masyarakat dan mengajarkannya untuk menghindari segala perbutan jahat yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, nilai pendidikan yang terkandung dalam Poda na Lima ini juga dapat membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang selalu optimis untuk berbuat sesuatu pada jalan yang benar dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat.    Ahmad Langkotan harahap mengemukakan bahwa lima Poda yang terdapat dalam masyarakat adat batak merupakan petuah yang bersifat universal yang bila dijabarkan secara rinci akan dapat mencakup perintah membersihkan terhadap berbagai tindakan, perkataan dan sikap seseorang dari hal-hal yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain. Dengan menguasai, memahami dan mengamalkan kelima Poda yang bersifat universal ini secara tidak langsung juga telah menguasai, memahami dan mengamalkan berbagai turunan dari kandungan Poda universal itu sendiri. Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah selalu terkait dengan korupsi uang. Namun sisi korupsi dapat merambah dalam segala hal bidang kehidupan. Misalnya tenaga, jasa, materi, dan sebagainya.    
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Dilakukan Tokoh Masyarakat Adat Batak  Metode yang digunakan dalam penyampaian materi anti korupsi yang dilaksanakan oleh pihak 
harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon kepada seluruh anggota masyarakat adat dengan menggunakan metode berikut: 1. Metode Keteladanan. Pihak harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon dalammenyampaikan materi pendidikan anti korupsi dilakukan dengan memberikan dan menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan masyarakat. Mereka menjaga diri dalam memakan, mengambil uang atau harta milik perkampungan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Mereka juga dalam melaksanakan pekerjaan selalu mempergunakan dan memiliki prinsip datang diawal waktu, berakhir pada waktu yang ditentukan, sehingga tidak ada orang yang dirugikan; 2. Metode Pemberian Nasehat. Pihak harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon dalam menyampaikan materi pendidikan anti korupsi dilakukan dengan menggunakan metode pemberian nasehat, yakni materi disampaikan melalui nasehat kepada seseorang di muka umum, namun secara tidak langsung nasehatnya juga berlaku kepada khalayak ramai yang medengarkannya. Melalui nasehat ini, orang akan lebih mudah memahaminya dan lebih sedikit orang yang tersinggung; 3. Metode Serimonial Makkobar (berbicara formal dalam adat). Metode ini sering digunakan oleh pihak 

harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon dalam menyampaikan materi pendidikan anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Metode Seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan makkobar, ia akan menyampaikan materi yang terkandung dalam nilai Poda na Lima, karena bahan utama dalam acara Makkobar adalah nilai-nilai yang terkandiung dalam Poda na Lima, termasuk yang menyangkut materi pendidikan anti korupsi; 4. Metode  Penunjukan Perwakilan. Pihak harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon dalam melaksanakan dan menyampaikan materi pendidikan anti korupsi adalah melalui metode penunjukan seseorang yang muda menggantikan pososo yang tua dalam hal ini pihak harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon untuk memberikan nasehat dalam acara adat yang berkaitan dengan nilai-nilai Poda na Lima; 5. Metode ceramah. Metode ini juga digunakan oleh pihak harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon dalam menyampaikan materi pendidikan anti korupsi dalam masyarakat dalam berbagai kegiatan adat dan kapan saja. Namun metode ini hanya lebih sering dilaksanakan secara kelompok keluarga dalam masyarakat dan umumnya tidak bersifat formal; 6. Metode tanya jawab. Pihak harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon juga dapat menggunakan metode tanya jawab dalam menyampaikan materi pendidikan anti korupsi. Metode ini lebih sering dilaksanakan ketika duduk-duduk di bale-bale (tempat nongkrong para orang tua di bawah pohon) atau di masjid sehabis mendirikan shalat lima waktu. Dalam kesempatan ini biasanya pihak harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon menyampaikan materi tentang nilai Poda na Lima kepada generasi muda yang hadir dalam perkumpulan tersebut; 
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D. Penutup 1.  Adapun nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi  yang termuat dalam nilai Poda na 

Lima yang dijadikan sebagai pengayaan materi pendidikan anti korupsi  adalah sebagai berikut: a. Membersihkan jiwa dalam arti materil adalah membersihkan jiwa dari hal-hal yang dapat merusaknya; b. Membersihkan badan dalam arti materil adalah membersihkan badan dari kotoran, najis dan berbagai penyakit; c. Membersihkan pakaian dalam arti materil adalah membersihkan pakaian dari berbagai kotoran; d. Membersihkan rumah dalam arti materil adalah membersihkannya dari kotoran, atau sampah; 
e. Membersihkan pekarangan dalam arti materil adalah membersihkannya dari kotoran yang dapat mengganggu kesehatan manusia. 2.  Sedangkan metode yang digunakan dalam penyampaian materi anti korupsi yang dilaksanakan oleh pihak harajaon, tokoh masyarakat, hatobangon dengan menggunakan metode berikut: a. Metode Keteladanan, b. Metode Pemberian Nasehat c. Metode Serimonial Makkobar (berbicara formal dalam adat), d. Metode  Penunjukan Perwakilan., e. Metode cerama, f. Metode tanya jawab, g. Metode Cerita 
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ABSTRACT  

 
Penelitian ini menganalisisPengembanagn Tema di dalam tulisantentang Islamdalambahasa Inggris oleh 
mahasiswa Fakultas Sastra Program Studi Sastra Inggris di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah 
(UMN-AW). Teori yang digunakan adalah teori Linguistik Fungsional Sistemik(LFS) dengan metode deskriptif 
kualitatif. Melalui  penelitian ini diperoleh hasilyaituTema tulisanmahasiswaSastraInggris di UMN-AW yang 
paling dominan adalahTemakeTemayaitu Tema klausa pertama dikembangkan menjadi Tema pada klausa-
klausa berikutnya. Kedua, RemakeTemayaitu Tema dikembangkan dari Rema klausa sebelumnya.Ketiga, 
RemakeRemaartinya Rema klausadikembangkan dari Rema klausasebelumnyadan terakhir, keempatRema 
dikembangkan dari Tema. 
 
Kata Kunci: Pengembangan Tema, Tulisan, Mahasiswa UMN-AW  
1. Introduction 

1.1 Background of the Research Expressing ideas into language is not always easy for people as speakers or writers. In fact, there are some rules in language that govern the use of language in oral or written form. In practice, an idea or a message can be expressed and arranged in many ways. This matter then becomes a choice for people, how they use the language. How people use units of languagein a clause and that its meaning can be successfully understood by their listeners or readers.   Theorganization of units of language into a clause can be identified as Theme and Rheme. Theme is identified at the first or beginning of a clause, while Rheme is placed after Theme. The development of Theme or Rheme from the first clause to next clause is the progression of meaning used by language users. This research discusses how the students at Faculty of Letters-English Literature, University of Muslim Nusantara Al-Washliyah (UMN-AW) use their language in the perspective of Thematic Progression through Islamic Writing. 
1.2 Limitation of the Research This research is limited to theThematic Progression found in the writing of University of Muslim Nusantara Al-Washliyah students atEnglish Literature discussing about Islam using English. The Thematic Progression is concerned on how the Theme-Rheme progress in the students’ islamic writing. 
1.3 Research Questions (1) How is the Thematic Progression used in the students’ Islamic writingat English Literature, University of Muslim Nusantara Al-Washliyah?  
1.4 Aim of the Research This research aims to find out the Thematic Progressionin Islamic Writing written by the English literature students of University of Muslim Nusantara Al-Washliyah.                                                    1 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 
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2.  Review to Related Literature 

2.1 Theme in a Clause 

 Halliday (1985:38-39) said that in all languages, the clause has the character of a message: it has same form of organization giving it the status of a communication event. But there are different ways in which this may be achieved. In English, as in many other languages, the clause is organized as a message by having special status assigned to one part of it. One element in the clause is enuciated as the Theme; this then combines with the remainder so that the two parts together constitute a message. The theme is not necessarily a nominal group like those above. It may also be an adverbial group as preposition phrase such as the example in this figure:  once  very carefully on Friday night I was a real turtle She put him back on his feet again I go backwards to bed Theme  Rheme Table 1 : Themes other than nominal group (Halliday,1985:39) Richards (1989:114) said that the known information known as Theme refers to information that is not new to the reader or listener. The Rheme refers to information that is new. 
John sat in the front seat Subject Theme Predicate Rheme  Table 2: Example of Subject as Theme and Predicate as Rheme  
In the front seat sat John Predicate Theme Subject Rheme  Table3: Example of Predicate as Theme and Subject as Rheme Richards (1989:116) said the textual function is to create written or spoken texts which cohere within themselves and which fit the particular situation in which they are used. Martin (1997: 21) explained the clause as a message is thus organized into Theme + Rheme. In English and many other languages such as Mandarin, this organization is ‘realized’ (expressed, signalled) positionally. Theme is one of  two systems that organize the information presented in the clause, the other being that of information.  Halliday (1994:38); Martin (1997: 24), Saragih (2003) explained participant, process or circumstance can be Theme. It can also be a word, phrase or clause. Two types of theme are simple and complex Theme. If  there is one unit in a clause functions as a Theme, it is simple Theme while it is complex Theme if there are 
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2.2 Writing Richards (1989:292-313) said writing is written symbols of sounds, syllables or words of a language. A written language may be considered from the point of view of its structure and/or its functions e.g. warning, instructing, carrying out a transaction. Its understanding is often impossible without reference to the context in which it occurs.  Zaimar (2011:33-55) described that there are many types of written texts. Texts in the newspaper or magazine (news, article, advertisement, recipe etc.) each of them has different typography and structure. In fact, all texts gives information beside other purposes, such as to describe something (decsription), to tell a story (narrative), to influence other people (argumentation), to explain something (explanation) and to instruct (instruction text which is mostly written in brief).  In this research, the students’ writings gave information about various topis related to Islam. 
  

2.3 Previous Researches Noviyanti(2015) in her article Thematic Progression in Students’ Recount Textsinvestigated how the students organizetheir ideas in the texts. This study draws on Systemic Functional Linguistictheory, especially of thematicprogressionsas suggested byHalliday&Mathiessen(2004). The results show that all students’ texts from all levels had acquired the main purpose and the schematic structure of a recount text. Moreover, in terms of thematic progression consistency, the most occurrence of thematic progression pattern is the reiteration pattern, followed by the zigzag pattern. Meanwhile, no occurrence of multiple theme pattern in students’ recount texts indicate that the texts are not cohesion and coherence(https://media.neliti.com/media/publications/192441-EN-thematic-progression-in-students-recount.pd). Wei Jing Cing (2015) in a research entitled ‘Theme and Thematic Progression (T/TP)’ is a major aspect of the way that speakers construct their messages in a way which makes them fit smoothly into the unfolding language event. While studies have illustrated the usefulness of observing T/TP to identify Englishlearners’ writing difficulties and suggested that T/TP should be included in English writing lessons to help students write more coherently, there has been little morethan theoretical advice as to how teachers could apply the theory of T/TP, and very few studies have developed and studied teaching materials informed by T/TP(http://www//Theme and Thematic Progression in English Writing teaching). Alvin Leong Ping (2007)  in the Journal of Asia TEFL wrote an article entitled Developing the Message: Thematic progression and Student Writing.  In the Hallidayan framework, theme and rheme form the messagestructure of the clause (Halliday & Matthiessen, 2004:64). Thepatterning of theme and rheme in the text accounts for how the mainideas are structured and developed. The pioneering work of Daneš (1970,1974) on thematic progression (TP) has been particularly valuable inshowing how thematic patterning affects the flow 
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2.3 Thematic Progression A unit of language, a clause, conveys meaning or a message which is structured as Theme and Rheme. There are seven variationsof how Theme is written from one clause to another. First is upside down. It means that each Theme of the clause derives from rheme of the previous clauses. Secondly, each theme of a clause derives from theme in the previous clauses. Third, all of themes are derived from rheme in the first clause. Fourth, all of the rhemes are derived from  theme of the first clause. Fifth, all of rhemes in the clausesare derived from a rheme of the first clause. Sixth, all themes in clauses are derived from combination of theme-rhemeof the first clause. Seventh, all rhemes in clauses are derived from combination of theme-rheme of the first clause (Saragih,2007:61):   Naturally, the combination of the structures are used by language users. Thus,  The use of one pattern concessively makes a boredom and contrast with characteristic of natural text. Thus, naturally, the various use of Theme-Rheme development pattern is used in the language. Based on the previous description, Saragih (1997: 73-74) said Theme is potential to be derived from the three starting points : (1) starting from Theme, (2) starting from Rheme and (3) starting from the combination of Theme and Rheme. Theoritically, Theme can be derived unlimitedly.  
 

3. Method Of The Research 

3.1 Research Design This research uses descriptive method which describes the data accurately and factually using both qualitative and quantitative method. 
3.2 Data of Research The data of the research is taken from 15 writings of studentsin the academic yearof 2017/2018 in the University of Muslim Nusantara Al-Washliyah, Faculty of Letters, English Literature.  
3.3 Data Analysis The data of this research is analyzed by reading students’ writing, sorting the students’ writing into single clause, identifying the Thematic Progression, classifying the type of Thematic Progression, determining the most dominant Thematic progression by calculating and percentaging and drawing conclusion.  
4. Result of the Research The research result is there are four patterns of Thematic progression in students’s English Islamic writing. First, the most dominant Thematic Progression is each Theme of a clause progress from Theme in the previous clause(Theme to Theme :233 or 88.6% Progression). Secondly, another way of Thematic Progression is Theme of the clause progress from Rheme of the previous clauses (Rheme to Theme : 19 or 7.2 % Progression). The third is the Rheme progress from Rheme of the previous clause (Rheme to Rheme 
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Text Theme to Theme Theme to 

Rheme 
Rheme to Theme Rheme to 

Rheme 1 month- 2x togetherness-2x we/our-10x fast(-ing)- 2x - - Breaking the fast-2x 2 Prayer-4x This-2x People-2x Whoever/he-5x Mother-2x - Person/his/ who-2x Prayer-1x  - 3 People-2x We-5x - Violence-1x - 4 Hijrah-7x There-7x That-2x We-2x You-5x Allah-2x Hijrah-1x People-1x Those/who-2x You-1x - 5 Human being-2x Parents-2x I-3x They-2x - Me-1x Saying no/ah-1x - 6 I -22x - - - 7 I -23x - - - 8 Fasting -5x They- 9x Everyone-1x Self-1x Those/them-1x Fasting -1x Others-1x Lost-1x  9 We-2x I -10x - Lebaran -1x - 10 Neighbour-3x We -16x Human/living thing-2x Neighbour-1x Our-1x - The act-2x 11 Qur’an-11x Allah -4x We-5x Prophet-2x Quote/it-3x - - - 12 Muslim(ah) People/public Teenager-6x - - - 13 Prayer/praying/we/someone-18x Allah -3x - - - 14 People/few-2x Messenger-3x You-2x Tahajud-2x - You -1x Tahajud-1x Allah -2x 15 I /muslim-8x - Honorable woman -1x Women-1x 
Total 233 (88.6%) 4 (1.5 %) 19 ( 7.2%) 7 (2.7%) 

Table 4: Thematic Progression in English Literature Students’writing 
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 ABSTRAK 
 

Perguruan tinggi memiliki peran untuk memotivasi para mahasiswa dan sarjananya menjadi young 
entrepreneurs dan merupakan bagian dari salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan. Tujuan 
kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah 
untuk menghasilkan wirausaha yang mandiri berbasis iptek dan siap beraktivitas di masyarakat.  

Metode pendekatan pada program PPK secara Participatory Action Learning System (PALS). Adapun 
tenant PPK UMN Al Washliyah adalah mahasiswa dan Alumni UMN Al Washliyah. Kegiatan Program 
Pengembangan Kewirausahaan dengan memberikan bimbingan, motivasi, pelatihan, pendampingan, dan 
konsultasi kewirausahaan. 

Kegiatan PPK UMN Al Washliyah telah melakukan kegiatan antara lain, yaitu memperkenalkan tentang 
kewirausahaan dan memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha pada kegiatan kuliah umum kewirausahaan 
islami, melakukan rekrutmen tenant peserta PPK UMN Al Washliyah, pelatihan kewirausahaan, peningkatan 
keterampilan berwirausahaan dengan magang, praktek dan kunjungan ke tempat usaha, memberikan modal 
usaha berupa peralatan penunjang dan bahan habis pakai, pameran produk, dan evaluasi kegiatan kerja tenant. 
Kegiatan PPK UMN Al Washliyah pada tahun pertama ini telah menghasilkan 5 (lima) orang wirausaha mandiri 
dan 15 (lima belas) orang sedang merintis berwirausaha.  

 

Kata kunci : pengembangan kewirausahaan, wirausaha baru, kerjasama 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah merupakan lembaga Pendidikan Tinggi dibawah 

naungan Organisasi Kemasyarakatan Islam Al Jami,yatul Washliyah yang selain mempunyai tanggung jawab 

dibidang pendidikan juga bidang lainnya seperti misi dakwah, amal sosial, pemberdayaan aset dan pemberdayaan 

ekonomi umat. 

Berdasarkan perubahan kurikulum pada tahun akademik 2013/2014 mengacu pada kurikulum Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), UMN Al Washliyah dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi 

melakukan perubahan dalam peningkatan capaian pembelajaran (learning outcomes), agar menghasilkan sumber 

daya manusia yang bermutu dan produktif. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan 

produktif maka setiap fakultas di UMN Al Washliyah menawarkan mata kuliah wajib yang harus diperoleh 

mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan seperti mata kuliah magang pada FKIP, Fakultas Sastra, Fakultas 

Hukum dan Fakultas Ekonomi, mata kuliah Kewirausahaan (entrepreneur) pada FMIPA, Fakultas Ekonomi dan 

Fakultas Pertanian.  

 Perguruan tinggi memiliki peran untuk memotivasi para mahasiswa dan sarjananya menjadi young 

entrepreneurs dan merupakan bagian dari salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan (Agustina, 

2015). Kewirausahaan kata kunci kemajuan suatu bangsa karena kewirausahaan memberikan ruang yang luas bagi 

inovasi yang dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang cukup besar. Setelah menyelesaikan study, bahkan                                                            1 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan   hanum_farmasi@yahoo.com 2 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 
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handal (Sampurno, 2010).      

Antusias mahasiswa UMN Al Washliyah dalam kegiatan berwirausaha terus mengalami peningkatan. 

Wirausaha yang dilakukan baik secara mandiri maupun kelompok. Mahasiswa juga aktif mengikuti program dari 

Kemenristek Dikti yaitu Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM). Pada tahun 2017 mahasiswa UMN Al Washliyah 

yang lulus didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan berjumlah 6 orang dan tahun 2018 yang lulus berjumlah 4 orang. 
 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan pada Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) di Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah, adalah: 

1. Menciptakan wirausaha berbasis iptek yang siap berkreativitas di masyarakat. 

2. Meningkatkan keterampilan manajemen usaha pada tenant PPK UMN Al Washliyah. 

3. Memberikan pembinaan dn pelatihan berupa praktek dan magang pada tenant PPK UMN Al Washliyah. 

4. Menciptakan lapangan kerja bagi tenant. 

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga atau usaha lain untuk pengembangan usaha tenant. 
 

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah 

Kegiatan kewirausahaan yang dilakukan mahasiswa masih banyak mengalami hambatan yaitu masih 

lemahnya kemampuan dan keterampilan berwirausaha, masih lemahnya dalam pemodalan, belum mampu 

mengakses pasar dan belum mampu mengakses dengan teknologi. Melalui program PPK diharapkan dapat 

membantu mengembangkan kewirausahaan melalui peningkatan keterampilan berwirausaha, konsultan bisnis, 

pendampingan, pembinaan kegiatan usaha, menyediakan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa berupa peralatan 

penunjang produksi, perluasan jaringan pemasaran dan jaringan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun 

swasta. 
 

II. Metode 

Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) UMN Al Washliyah dengan metode 

pendekatan PALS (Participatory Action Learning System). Untuk perekrutmen tenant dilaksanakan dengan 

langka-langka sebagai berikut: 

1. Rekrutmen tenant peserta Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) di Universitas Muslim Nusantara Al 

Washliyah dilakukan secara bertahap. Pengrekrutan tenant peserta PPK berkoordinasi dengan unit bidang 

kemahasiswaan.  

2. Melakukan seleksi (recrutment test) yaitu test kewirausahaan (enterpreneurship test) dan test kepribadian 

(personality test). 

3. Tenant dinyatakan yang lulus jika nilai melebihi skor passing grade kemudian melanjutkan program 

entrepreneurship capacity building, yaitu:  

1) mengikuti diklat program pengembangan kewirausahaan.  

2) mengikuti magang kewirausahaan.  
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4. Proses pelaksanaan kegiatan program PPK di UMN Al Washliyah, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

1) Tahap Pembelajaran 

  2) Tenant diberikan pembelajaran yang difokuskan pada upaya pemahaman tenant terhadap masalah, realitas 

dan kendala-kendalan yang dihadapi dalam berwirausaha dengan memberikan contoh kasus-kasus yang 

terjadi baik dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknik atau operasi, 

aspek manajemen dan organisasi maupun aspek dampak lingkungan. 

3) Mengevaluasi kegiatan pembelajaran kewirausahaan tenant dengan tujuan untuk mengetahui umpan balik 

(feedback) kegiatan program apa sudah tercapai. Evaluasi tenant dilakukan dengan cara test tertulis dan 

wawancara.  

4) Tenant yang belum mempunyai pengalaman dalam berwirausaha atau belum memiliki usaha maka akan 

diberikan pelatihan penyusunan rencana bisnis (Bussines Plan). 
 

III. Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al 

Washliyah telah dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa dan alumni sebagai tenant. Kegiatan rekrutmen 

tenant dilakukan di Kampus Abdul Rahman Syihab Aula OK Usman. Untuk mensosialisasikan kegiatan 

perekrutan tenant dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada mahasiswa maupun alumni dengan 

menyampaikan langsung ke civitas akademik UMN Al Washliyah melalui Dekan, Wakil Dekan III, Ketua 

Program Studi, mahasiswa dan alumni, serta memberikan pengumuman melalui spanduk yang ditempel pada 

tempat yang strategis di lingkungan UMN Al Washliyah dan juga melalui media online. 

Calon tenant yang lulus pada pendaftaran maka selanjutnya mengikuti test kewirausahaan. Test 

kewirausahaan dilakukan dengan membagi beberapa kelompok dari peserta calon tenant sesuai dengan bidang 

wirausahaanya. Kemudian setiap kelompok menyampaikan ide bisnisnya yang akan dilakukan. Kegiatan ini 

dibimbing oleh tim PPK UMN Al Washliyah, tim memberikan arahan dan bimbingan terhadap minat, bakat dan 

pengetahuan kewirausahaan kepada calon tenant. 

Pelaksanaan magang ke perusahaan mitra pada kegiataan PPK UMN Al Washliyah tahun 2018 dilakukan 

pada perusahaan PT. Kimia Farma Apotek Cabang Medan dan perusahaan roti Cirasa Bakery. Selama magang 

tenant berstatus traning di perusahaan mitra. Kegiatan magang ini diharapkan dapat menambah pengalaman tenant 

yang berwirausaha dalam bidang makanan tentang proses produksi baik secara kualitas maupun kuantitas 

produksi, peralatan dan teknologi yang digunakan, strategi pemasaran, dan kendala-kendala yang dihadapi dan 

cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Setelah mengikuti magang tenant membuat laporan 

hasil kegiatan magang. Laporan tersebut kemudian dievaluasi oleh dosen pendamping magang yang merupakan 

juga tim PPK UMN Al Washliyah. Selama pelaksanaan magang tenant diberikan transportasi dan konsumsi. Pola 

kegiatan magang ini disebut dengan pola Learning by Doing. 
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bantuan berupa peralatan dan bahan habis pakai kepada tenant. Pemberian bantuan diberikan kepada tenant yang 

sedang merintis usaha baru dan tenant yang telah memiliki usaha. 

Kegiatan PPK UMN Al Washliyah menghasilkan 5 (lima) wirausaha mandiri berbasis Iptek dengan jenis 

usaha produk dan jasa, yaitu: 1) Foot Salt Aromatic, 2) Smok Tas dan Selimut HP, 3) Candle Relaksasi 4) 

Minuman kesehatan Misekunas, 5) Jahe Instant, 6) Kripik Kulit Buah Naga, 7) Bouget Bunga dan Boneka Flanel, 

8) Apotek Anugerah, 9) Apotek Sabadolok dan 10)  Photografi. 
 

IV. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat program PPK UMN Al Washliyah telah melakukan perekrutan 

tenant sebanyak 23 (dua puluh tiga) tenant dengan bidang usaha produk dan jasa usaha. Tenant telah melakukan 

kegiatan magang di Industri Roti Cirasa Bakery dan PT. Kimia Farma Apotek Cabang Medan. Terbentuknya 5 

tenant wirausaha mandiri berbasis Iptek. PPK UMN Al Washliyah telah melakukan kerjasama dengan lembaga 

atau mitra usaha dengan pendampingan dari UMN Al Washliyah. 
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 Munawaroh1 
 

ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi nilai-nilai Islam pada bank syariah di kota Medan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen 
penelitian berupa angket yang disebar ke nasabah bank syariah di kota medan. Prinsip perjanjian nilai-nilai 
Islam dalam penelitian ini adalah nilai kebebasan, nilai kejujuran dan nilai tertulis. Hasil  penelitian yang 
diperoleh bahwa implementasi prinsip perjanjian nilai-nilai Islam pada bank syariah menunjukkan hasil yang 
baik. Perbankan syariah telah mengimplementasikan prinsip perjanjian nilai-nilai kebebasan, kejujuran, dan 
tertulis dalam setiap transaksi atau akad perjanjian yang dilakukan disetiap perbankan syariah khususnya di kota 
Medan. 
 
Kata Kunci : Penerapan, Syariah, Ekonomi, Nilai, Islam 
 

Pendahuluan 
Perkembangan bank syariah dewasa ini mengalami pertumbuhan yang pesat, peningkatan pertumbuhan 

bank syariah dapat dilihat dari minat masyarakat yang semakin tinggi, dengan adanya kebutuhan permintaan 

tersebutlah bank-bank umum juga ikut mengembangkan sayapnya di perbankan syariah. Perkembangan bank 

syariah dapat dilihat dari tabel berikut. 

Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Indonesia 
Periode Februari 2016-Desember 2017 

Indikator 

Periode 
Februari 2016 Januari 2017 

Jumlah 
kantor 
cabang 

Jumlah kantor 
cabang pembantu 

Jumlah 
kantor kas 

Jumlah 
kantor 
cabang 

Jumlah kantor 
cabang 

pembantu 

Jumlah 
kantor kas 

Bank 
umum 
syariah 

453 1276 198 474 1207 192 

Unit usaha 
syariah 138 130 45 150 135 48 

BPRS 103 - 181 97 - 188 
Total 694 1405 424 721 1342 428 

Sumber: www.ojk.go.id tahun 2016-2017 
 

Dari tabel di atas dapat kita lihat dengan jelas pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah meningkat 

dari tahun 2016 sampai 2017. Dapat dilihat jumlah kantor cabang pada tahun 2016 adalah sebanyak 694 kantor 

cabang kemudian meningkat pada tahun 2017 sebanyak 721 kantor cabang. Jumlah kantor kas juga meningkat 

dari 424 pada tahun 2016 meningkat menjadi 428 pada tahun 2017. 

Pertumbuhan Perbankan syariah membuat para praktisi semakin konsisten dalam menerapkan prinsip 

nilai-nilai islam dalam setiap hal yang dilakukan bank syariah. Fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan 

bank konvensional, yang membuat jelas perbedaannya adalah bank syariah tidak mengenal sistem bunga 

sebagaimana bank konvensional.                                                            1 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan   Emailnya : munawarohnurdin@yahoo.com 
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syariah diantaranya nilai kebebasan, kejujuran dan tertulis. Prinsip perjanjian ini yang selalu dilaksanakan dalam 

setiap transaksi, atau akad yang ada di perbankan syariah.  

Sumatera Utara memiliki potensi yang tinggi untuk berkembangnya perbankan syariah, faktanya sumut 

dijadikan pusat penegembangan ekonomi syariah. Bisa dikatakan, dibanding daerah lain masyarakat Sumut yang 

paling merasa puas terhadap produk-produk yang ditawarkan dan dihasilkan oleh perbankan syariah khususnya di 

kota Medan. 

Kajian Pustaka 

Implementasi perjanjian nilai-nilai islam adalah suatu hal yang harus dijalankan oleh setiap perbankan 

syariah. Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa, atau Akad. Dalam 

bahasa Indonesia disebut dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya suatu perbuatan dimana 

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap sesuatu yang lain. 

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan selalu 

berdasarkan pada perjanjian nilai-nilai islam. hukum perjanjian islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam 

Al-Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas. Disamping itu perbankan syariah harus senantiasa memperhatikan prinsip-

prinsipp perjanjian jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, titipan dan jasa, yang berpedoman pada hukum positif 

berupa PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang telah di ubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. 

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang mengenal nilai Kebebasan (Al-

hurriyah), nilai ini merupakan prinsip dalam hukum perjanjian nilai islam dimana para pihak bebas menbuat suatu 

perjanjian atau akad (freedom of making contract). Bebas dalam menentukan perjanjian dan bebas menentukan 

dengan siapa ia akan membuat perjanjian dan bebas juga menentukan penyelesaian sengketa apabila terjadi 

dikemudian hari, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam. Nilai Kejujuran (Ash-Shidq) adalah nilai 

yang dapat menimbulkan kepercayaan (trust) para nasabah terhadap bank syariah. Dalam islam setiap orang 

dilarang untuk melakukan kebohongan dan penipuan, karena perbuatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 

keabsahan suatu perjanjian, maka pihak lain berhak untuk menghentikan proses perjanjian tersebut. Nilai Tertulis 

(Al-kitabah) mengharuskan setiap perjanjian yang dilakukan hendaknya dibuat secara tertulis, guananya akan 

lebih berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadii sengketa tau perselisihan. 

Dengan adanya prinsip perjanjian nilai-nilai islam diatas maka patutlah seseorang yang hendak membuat 

suatu perjanjian dengan bank syariah atau subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kebebasan, 

kejujuran, dan kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituliskan dan mendatangkan saksi-saksi. Khususnya 

bagi akad-akad yang memerlukan pengturn yang komplek seperti akad pemberian wakaf, akad ekspor-impor dan 

lain sebagainya. Pembuatan perjanjian nilai tertulis akan sangat bermanfaat jika dikemudian hari terjadi 

perselisihan terdapat alat atau  bukti tertulis mengenai penyelesaian perselisihan tersebut. 
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 Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan instrumen angket yang 

disebar ke nasabah bank syariah mandiri dan bank muamalat yang ada di Kota Medan. Populasi dalam penelitian 

ini adalah nasabah bank syariah mandiri dan bank muamalat di Kota Medan, dengan menggunakan metode 

(convenience sampling) atau kemudahan. 
 

Hasil Dan Pembahasan 

 Perbankan syariah di Kota Medan telah menjalankan prinsip perjanjian nilai-nilai islam dengan baik, sehingga 

mendapatkan kepercayaan dari nasabah untuk setiap transaksi di bank syariah khususnya nasabah yang menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

Tabel. 2 Kategorisasi Implementasi Prinsip Perjanjian Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah 
Nomor Interval Kategori 

1 1.00 – 5.00 Sangat Tidak Baik 
2 6.00 – 10.00 Tidak Baik 
3 11.00 – 15.00 Cukup Baik 
4 16.00 – 20.00 Baik 
5 21.00 – 25.00 Sangat Baik 

 

 Dari hasil responden yang berjumlah 100 orang menunjukkan bahwa nilai kebebasan memperoleh hasil 20,6, 

nilai kejujuran mendapatkan nilai 20,84 dan nilai tetulis mendapatkan nilai 20,92. Jika di konfersikan dengan 

tabel.2 maka dapat kita lihat nilai-nilai prinsip perjanjian diatas berada pada kategori baik dengan interval 16.00 – 

20.00. 
 

Kesimpulan 

 Implementasi prinsip perjanjian nilai-nilai islam pada bank syariah sudah mendapatkan trust untuk setiap 

kegiatan yang ada di perbankan syariah, baik itu kegiataan transaksi, sewa-menyewa, musyarakah dan lain 

sebagainya dari setiap nasabah bank syariah. Oleh karena itu implementasi prinsip perjanjian nilai-nilai islam 

mendapatkan kategori baik dalam kegiatan oprasionalnya. 
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PRATAMA LUBUK PAKAM 
 

Supriadi1   
ABSTRAK  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. 
Bagaimana pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. 
Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja. Bagaimana pengaruh budaya organisasi, loyalitas 
kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 
kinerja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja. Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen 
organisasi terhadap kinerja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, loyalitas kerja, 
disiplin kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja.  

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 82 orang pegawai. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja. Loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Disiplin kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
Budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja.  
Kata kunci : Budaya Organisasi, Loyalitas, Disiplin, Komitmen Organisasi, Kinerja 

 
I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Guna mewujudkan tugas dan fungsinya maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam harus mempunyai pegawai dengan kinerja yang baik, sehingga dapat mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.  Kinerja pegawai merupakan hasil proses yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi pegawai (internal 

factor) maupun upaya strategis dari organisasi. Menurut Colquitt at.al (2009:273), menyatakan kinerja adalah nilai dari seperangkat perilaku pegawai yang berkontribusi secara positif dan negatif untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu perilaku tugas, perilaku moral dan perilaku menantang. Perilaku tugas adalah tingkah laku pegawai yang terlibat secara langsung dalam mentransformasikan sumber organisasi dalam kebajikan, pelayanan atau produksi organisasi. Perilaku tugas meliputi tugas rutin dan tugas dalam pembaharuan. Perilaku moral adalah aktivitas dalam bentuk kesukarelaan dari pegawai ada reward atau tidak ada reward akan tetapi tetap memberikan kontribusi pada organisasi guna memperbaiki kualitas secara keseluruhan di tempat kerja.  Untuk melihat kinerja pegawai tidak terlepas dari budaya organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Penelitian dari Raditya (2016:112) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Abank Irenk Creative Yogyakarta, dengan besar pengaruh                                                  1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara  Email : adysupriadi@fe.uisu.ac.id 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 411  sebesar 38,12% dan penelitian dari Muchtar (2014:143), menyatakan besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen sebesar 34,20%. Kedua penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang kecil, oleh karena itu masih diperlukan penelitian lanjutan. Teori dari Robbins (2006:56), menyatakan bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai dan semangat yang mendasari cara mengelola dan mengorganisasikan organisasi. Juga ditegaskan bahwa budaya organisasi yang kuat akan mempunyai sifat kompetitif.  Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah loyalitas kerja. Penelitian terdahulu dari Aldrianto (2016:89) menyatakan loyalitas kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Kospermindo di Makasar sebesar 54,10% dan penelitian Murty (2014:86) menyatakan bahwa loyalitas kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura sebesar 36,18%. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut dipandang layak untuk dilakukan penelitian lanjutan. Teori Danim (2003:24),  menyatakan loyalitas    adalah  ukuran  hasil   yang   diperoleh   antara   suatu   mekanisme   yang   telah   ditetapkan   dengan  tenaga  yang   dihasilkan. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat loyalitas  pegawai adalah melalui   pendekatan   yang   dilakukan   seorang   pemimpin   secara   efektif   dan  efisien dan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pesan pada  saat  disampaikan oleh  pimpinan  haruslah  jelas  dan  mudah  dimengerti  oleh  pegawai  sebagai tujuan akhir.  Faktor berikutya yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah disiplin kerja. Penelitian Ageng (2015:78) menyatakan bahwa disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Pada PT. PLN Cabang Weleri sebesar 44,15%, dan penelitian Aldrianto (2016:114) menyatakan bahwa disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Kospermindo di Makasar sebesar 47,22%. Kedua penelitiaan ini menghasilkan pengaruh yang sedang sehingga layak untuk dilakukan penelitian lanjutan. Teori Handoko (2005:112), menyatakan bahwa disiplin adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menjalankan tugas dan kewajibannya serta berperilaku yang seharusnya berlaku di dalam lingkungan tertentu. Sedangkan pengertian kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat simpukna bahwa disiplin kerja sebagai sikap dari seseorang atau kelompok yang taat dan patuh terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku, dalam melakukan tugas dan kewajibannya pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan.  Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah komitmen organisasi. Penelitian terdahulu yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja adalah penelitian dari Jajang (2014) dengan besar pengaruh sebesar 38,11% dan Alfi (2015) dengan besar pengaruh sebesar 39,12%. Kedua hasil penelitian ini masih tergolong kecil sehingga layak dilakukan penelitian lanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Krietner at al (2005:135), mendefenisikan komitmen sebagai sebuah konsep yang memiliki tiga dimensi yaitu affective, normative, dan continuance commitment. Affective commitment adalah tingkat seberapa jauh seorang pegawai secara emosional terikat, mengenal, dan terlibat dalam organisasi.   
1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 412  1. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. 2. Apakah ada pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja pegawai. 3. Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 4. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. 5. Apakah ada pengaruh budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai.  
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja pegawai. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. 5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai.  
1.5. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Operasional. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat menjadi acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dalam menggunakan setiap informasi khususnya yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. 2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan bukti empiris tentang hal-hal yang diteliti, disamping itu melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan konseptual yang konstruktif yang dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. 3. Sebagai referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.  
II. Landasan Teori 

2.1.Kinerja.  Gibson at.al (2009:225) menyatakan kinerja adalah sebagai bentuk seperangkat hasil yang diperoleh selama periode tertentu, tidak berhubungan dengan sifat, karakteristik pribadi dan kompetensi. Jadi Gibson berpendapat diperlukan perbedaan yang jelas antara pengukuran pegawai dan pengukuran kinerja. Gibson at.al (2009:227) juga mengemukakan bahwa kinerja sebagai out come yang pertama behavior yaitu meliputi tentang kepuasan kerja, performance, absen, pergantian, kecelakaan, penyalahgunaan, kepedulian terhadap kesehatan, yang kedua kognitif dan yang ketiga psysiological.  
2.2. Loyalitas  Salah satu cara untuk mengetahui tingkat loyalitas  pegawai  adalah melalui   pendekatan   yang   dilakukan   seorang   pemimpin   secara   efektif   dan  efisien, dan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pesan pada  saat  disampaikan oleh  pimpinan  haruslah  jelas  dan  mudah  dimengerti  oleh  pegawai   sebagai tujuan akhir. 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 413  Menurut  Gibson (2006:75) ukuran pasti tentang loyalitas  dari suatu aktivitas  pegawai   di dalam  organisasi  adalah  kemampuan  seorang   pegawai  dalam melakukan peran dengan benar, dan kemampuan untuk meningkatkan kinerja  dalam organisasi. Pendayagunaan sumber daya  manusia  yang  efektif  terdapat  pada  lingkungan yang  harmonis  dengan  pengendalian  sistem  manajemen  terpadu  yang  terbukti ampuh di dalam memotivasi pegawai  supaya bekerja secara efesien, terpadu, memperbaiki mutu, meningkatkan dan memelihara mutu. Dengan adanya pengendali, akan menumbuhkan semangat  yang  tinggi  dan mendorong loyalitas    dari  pegawai   serta  proses    yang  diharapkan  sesuatu. Organisasi  dalam  memanfaat/mendayagunakan  manusia  secara  efektif dan  efisien,  karena  penggunaan  manusia  secara  efektif  masih merupakan  kunci  kearah  loyalitas  dari  pegawai   tersebut    
2.3. Budaya Organisasi. Handoko (2005:143) mengemukakan bahwa budaya adalah pemograman mental kolektif. Sebagai pemograman mental kolektif, maka budaya sukar berubah. Kalau memang terjadi perubahan pola pikir, perubahan tersebut akan terjadi perlahan-lahan, karena telah terkristalisasi kedalam lembaga yang mereka bangun bersama. Barnardin (2007:144) juga berpendapat bahwa elemen budaya terdiri lapisan dalam yang merupakan core value dan lapisan luar berupa artifacts. The core of culture adalah value yang dimanifestasikan dalam bentuk “practices” dan terdiri dari symbols, heroes, dan ritual.  Sejumlah ahli telah menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis terhadap kesuksesan organisasi untuk membangun kinerja ekonomi dan kinerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Karena budaya organisasi merupakan norma yang dapat mengarahkan perilaku pegawai organisasi.  Hal ini sesuai dengan pendapat Handoko (2009:111) bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku pegawai organisasi. Setiap pegawai akan berprilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungan.  
 

2.4. Disiplin Kerja.        Menurut Usmara (2004:88), etimologi disiplin berasal dari bahasa latin “disipel” yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan jaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi “disipline” yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Disiplin kerja adalah suatu sikap ketaatan seseorang terhadap aturan/ketentuan yang berlaku dalam organisasi, yaitu : menggabungkan diri dalam organisasi itu atas dasar kainsafan, bukan unsur paksaan.  Disiplin adalah sikap dari seseorang/kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti/mematuhi segala aturan/keputusan yang ditetapkan. Disiplin kerja adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku seseorang, kelompok masyarakt berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan, norma yang berlaku dalam masyarakat. (Siagian 2002 : 145)  Menurut Handoko (2001 : 96) disiplin diartikan sebagai suatu keadaan tertib dimana orang-orang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati. Orang/sekelompok 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 414  orang. Kedisiplinan adalah kesadaran dan ketaatan seseorang terhadap peraturan perusahaan/lembaga dan norma  yang berlaku.   Dari beberapa pendapat itu dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap ketaatan dan kesetiaan seseorang/sekelompok orang terhadap peraturan tertulis/tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.   
2.5.  Komitmen Organisasi  Menurut Moekijat (2006:49), komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai pegawai organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dari  tujuan organisasi. Menurut Terry (2009:125), ada dua motif yang mendasari seseorang untuk berkomitmen pada organisasi atau unit kerjanya antara lain :  a. Side-Best Orientations  

Side-Best Orientations ini memfokuskan pada akumulasi dari kerugian yang dialami atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh  kepada organisasi apabila meninggalkan organisasi tersebut. Dasar pemikiran ini adalah bahwa meninggalkan organisasi akan merugikan, karena takut kehilangan hasil kerja kerasnya yang tidak bisa diperoleh di tempat lain.  b. Goal-Congruence Orientations  
Goal-Congruence Orientations ini memfokuskan pada tingkat kesesuaian antara tujuan personal  dan organisasi sebagai hal yang menentukan komitmen pada organisasi. Pendekatan ini menyatakan bahwa komitmen pegawai pada organisasi dengan Goal-Congruence Orientations akan menghasilkan pegawai yang memiliki penerimaan atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, keinginan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan, serta hasrat untuk tetap menjadi pegawai organisasi.   

2.6. Kerangka Konseptual 
 
     

        
                                                 Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

 
2.7. Hipotesis  1. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Loyalitas Kerja (X2) Disiplin Kerja  (X3) Komitmen Organisasi  (X4) Kinerja (Y) Budaya Organisasi (X1) 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 415  2. Loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. 3. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. 4. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. 5. Budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.  
III. Hasil Penelitian 

3.1. Pengujian Asumsi Klasik  Pengujian asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari analisis jalur tersebut tidak bias. Uji asumsi kalsik diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi. Pada penelitian ini ketiga asumsi yang disebut diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang di gunakan pada penelitian ini lebih dari satu. 
3.1.1. Uji Normalitas Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian. Pengujian normalitas data penelitian adalah untuk menguji apakah dalam model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang tinggi adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan metode gambar normal Probabilitas Plots digunakan untuk menyimpulkan apakah model analisis memenuhi asumsi normal, dengan penyebaran data di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data tersebut mememenuhi asumsi normal dalam model analisis, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :   Gambar 3.1. Uji asumsi normalitas variabel budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 
3.1.2. Uji Multikolinieritas  Multikolinieritas berati adanya hubungan yang kuat diantara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 416  menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada atau pun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai Variance Inflantion Factorrs (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinearitas di antara variabel bebas.  Tabel 3.1. Uji asumsi multikolinieritas variabel budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja Variabel Collinearity Statistics Tolerance VIF Budaya Organisasi .846 1.182 Loyalitas Kerja .781 1.280 Disiplin Kerja .743 1.347 Komitmen Organisasi .925 1.081     a  Dependent Variable : Kinerja     Hasil pengolahan data, 2018  Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada Tabel 3.1, diatas sebesar 1.182, 1.280, 1.347, 1.081, hal ini menunjukan adanya korelasi yang cukup tinggi/kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua varibel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara keempat variabel bebas dalam penelitian ini.  
3.1.3. Uji Autokorelasi  

 Tabel 3.2. Model summaryb  variabel budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja Model   Change Statistics Durbin-Watson   R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .717 48.694 4 77 .000 2.083 a  Predictors: (Constant), Budaya, Loyalitas, Disiplin, Komitmen b  Dependent Variable: Kinerja Hasil pengolahan data, 2018 Berdasarkan Tabel 3.2. di atas diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (DW) diperoleh nilai 2.083, nilai tersebut berada pada kisaran 1.65<DW<2.35 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Setelah ke tiga asumsi regresi diuji, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis.                             
3.2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk 

Pakam. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam digunakan uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau 
Standardized Coefficient.  Tabel. 3.3, Coeficientsa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja Model      Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t  Sig.  B Std. Error 1 (Constant) 4.062 3.651  1.113 .269   Budaya organisasi .205 .053 .252 3.829 .000  



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 417  a  Dependent Variable: Kinerja Hasil pengolahan data, 2018 Dari Tabel 3.3, diatas diperoleh nilai thitung sebesar 3.829. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α:0,05) dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan DK = n – 2, atau 82 – 2 = 80. Dengan ketentuan tersebut, diperoleh nilai ttabel sebesar  1.664. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung > t tabel (3.829 > 1.664) dan nilai signifikasi 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.   
3.3. Pengaruh Loyalitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk 

Pakam. Untuk mengetahui pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam digunakan uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau 
Standardized Coefficient.  Tabel. 3.4, Coeficientsa pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja Model      Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t  Sig.  B Std. Error 1 (Constant) 4.062 3.651  1.113 .269   Loyalitas kerja .547 .069 .540 7.869 .000 a  Dependent Variable: Kinerja Hasil pengolahan data, 2018 Dari Tabel 3.4, diatas diperoleh nilai thitung sebesar 7.869. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α:0,05) dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan DK = n – 2, atau 82 – 2 = 80. Dengan ketentuan tersebut, diperoleh nilai ttabel sebesar  1.664. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung > t tabel (7.869 > 1.664) dan nilai signifikasi 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.  

3.4. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam digunakan uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau 
Standardized Coefficient.  Tabel. 3.5, Coeficientsa pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja Model      Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t  Sig.  B Std. Error 1 (Constant) 4.062 3.651  1.113 .269   Disiplin kerja .252 .064 .277 3.941 .000 a  Dependent Variable: Kinerja Hasil pengolahan data, 2018 Dari Tabel 3.5, diatas diperoleh nilai thitung sebesar 3.941. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α:0,05) dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan DK = n – 2, atau 82 – 2 = 80. Dengan ketentuan 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 418  tersebut, diperoleh nilai ttabel sebesar  1.664. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung > t tabel (3.941 > 1.664) dan nilai signifikasi 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.  
3.5. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk 

Pakam. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam digunakan uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau 
Standardized Coefficient.  Tabel. 3.6, Coeficientsa pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja Model      Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t  Sig.  B Std. Error 1 (Constant) 4.062 3.651  1.113 .269   Komitmen organisasi .104 .048 .135 2.141 .035 a  Dependent Variable: Kinerja Hasil pengolahan data, 2018 Dari Tabel 3.6, diatas diperoleh nilai thitung sebesar 2.141. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α:0,05) dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan DK = n – 2, atau 82 – 2 = 80. Dengan ketentuan tersebut, diperoleh nilai ttabel sebesar  1.664. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung > t tabel (2.141 > 1.664) dan nilai signifikasi 0,035 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.  

3.6. Pengaruh Budaya Organisasi, Loyalitas Kerja, Disiplin Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Tabel 3.7. Anova b pengaruh budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja  Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1     Regression 591.774 4 147.944 48.694 .000a Residual 233.945 77 3.038    Total 825.720 81     a  Predictors: (Constant), Budaya, Loyalitas, Disiplin, Komitmen b  Dependent Variable: Kinerja Hasil pengolahan data, 2018  Dari Tabel 3.7, di atas diperoleh nilai Fhitung sebesar 48.694. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α : 0.05) dan Derajat Kebebasan (DK) dengan ketentuan numerator : jumlah variabel – 1 atau 4 – 1 = 3, dan jumlah sampel dikurang 4 atau 82 – 4 = 78. Dengan ketentuan tersebut, diperoleh nilai Ftabel sebesar  2.712. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (48.694 > 2.712) dan nilai signifikasi 0.000 < 0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel  budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.  
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4.1. Kesimpulan 1. Variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan nilai thitung > ttabel (3.829 > 1.664), dan nilai signifikansi (0.000 < 0.05). Hal ini berarti semakin baik budaya organisasi, maka semakin tinggi kinerja pegawai. 2. Variabel loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan nilai thitung > ttabel (7.869 > 1.664), dan nilai signifikansi (0.000 < 0.05). Hal ini berarti semakin baik loyalitas kerja, maka semakin tinggi kinerja pegawai. 3. Variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan nilai thitung > ttabel (3.941 > 1.664), dan nilai signifikansi (0.000 < 0.05). Hal ini berarti semakin baik disiplin kerja, maka semakin tinggi kinerja pegawai. 4. Variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan nilai thitung > ttabel (2.141 > 1.664), dan nilai signifikansi (0.000 < 0.05). Hal ini berarti semakin baik komitmen organisasi, maka semakin tinggi kinerja pegawai. 5. Variabel budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan nilai Fhitung > Ftabel (46.694 > 2.712), dan nilai signifikansi (0.000 < 0.05). Hal ini berarti semakin baik budaya organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan komitmen organisasi, maka semakin tinggi kinerja pegawai. 
 

4.2. Saran 1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi pegawai paling rendah pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu diharapkan pegawai khususnya staf dapat berkordinasi dengan rekan kerja, dan atasan kiranya dapat memperhatikan hasil kerja staf dengan memberlakukan reward and funishman dengan bijaksana. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Oleh karena itu diharapkan kepada pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui peningkatan budaya organisasi antara lain melalui pemberian kompensasi yang sesuai dengan prestasi, melibatkan pegawai dalam rapat internal, dan memberi penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, mendukung sepenuhnya untuk memberikan kesempatan bagi pegawai mengikuti pelatihan dan studi banding, serta pembagian tugas yang jelas 3. Kepada pegawai disarankan untuk menggunakan pendekan persuasif terhadap masyarakat sehingga tumbuh kesadaran untuk membayar pajak. 
 

Daftar Pustaka  Ageng Prawatya (2015),  Pengaruh Motivasi, Kemampuan dan disiplin kerja terhadap  kinerja Karyawan 
Pada PT. PLN Cabang Weleri  Aldrianto Muhammad (2016), Pengaruh Disiplin dan Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 
Kospermindo di Makasar 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 420  Alfi Hasan Fauzan (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap KInerja Karyawan PT. Bank Mandiri 
Tbk. Area Cirebon.  Barnardin, H. John Joyce E.A. Ressul (2007), Human Resources, Mc Graw Hill, Inc, Singapore.  Colquitt, J. A., LePine, J. A., and Wesson., (2009) Organizational Behavior: Improving Performance and 
Commitment in the Workplace, New York, McGraw Hill, pp. 37  Dwiyanto, Agus (2006), Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia, UGM Press, Yogyakarta.  Gibson, (2006), Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta  Handoko, T. Hani (2005), Manajemen, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.  Hasibuan, Malayu, SP (2009), Manajemen Sumber Daya Manusia, PT.  Bumi Akasara Jakarta.  Husnan, Keldjrachman Suad, (2006), Manajemen Personalia, Edisi ke Empat, BPFE Yogyakarta.  Jajang Aditya (2014), Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bukit 
Makmur Mandiri Utama Site Kideco Jaya Agung Batu Kajang Kabupaten Paser, e-Journal adbisnis Fisip Unmul.ac.id.  Krietner R dan Angelo Kinicki, (2005) , Perilaku Organisasi, Salemba Empat Jakarta  Manullang (2006), Manajemen Pengantar Ekonomi Organisasi, Edisi Revisi, Cetakan Ke Enam Belas, BPFE, Yogyakarta  Martoyo, Susili (2006), Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Ghalia Jakarta  Maskur, (2010), Analisis Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Terhadap Fleksibilitas Organisasi dan Kinerja 
Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Di Wilayah Kota Makassar. Tesis Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang  Moekijat (2006),  Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cetakan ke Empat, Maju Mundur, Bandung.  Muchtar Adama (2014), Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Disiplin Kerja dan Semangat Kerja 
Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.  Murty Salosa (2014), Pengaruh Disiplin dan Loyalitas Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik 
Jayapura Utara Kota Jayapura  Nitisemito S Alex (2006), Manajemen Personalia, Cetakan Keempat, Ghalia, Jakarta.  Raditya Singgih J (2016), Pengaruh Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 
CV. Abank Irenk Creative Yogyakarta. 

 Robbins, S.P. (2006). Perilaku Organisasi : Konsep Kontraversi, Aplikasi, ED Alexmedia Konputinso  Siagian, SP (2007) Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan, Cetakan II, CV. Haji Masagung, Jakarta  Schuler Randal S and Jackson Susan E, alih bahasa Prawira Hie (2007), Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Erlangga Jakarta.  Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta 



Kultura Volume : 19  No. 1 September 2018  ISSN: 1411-0229 421  Suharyadi, Purwanto, SK (2006), Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Buku II, Salemba Empat Jakarta  Swastha DH, Basu dan Ibnu Sukotjo (2005), Pengantar Bisnis Modern, Edisi Revisi Liberty Yogyakarta.  Terry George & Rue, Leslie W alih bahasa Sadeli (2009), Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Ketujuh Bumi Aksara Jakarta.  Thoha, Miftah, (2007), Birokrasi dan Politik di Indonesia,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 


	COVER KULTURA September 2018 Colour.pdf (p.1)
	COVER KULTURA September 2018 Black and White.pdf (p.2)
	Susunan nama Kultura September 2018.pdf (p.3)
	daftar isi Kultura September 2018.pdf (p.4)
	001. Bambang Hermanto.pdf (p.5-14)
	002. Syahrul Bakti Harahap.pdf (p.15-18)
	003. Surya Irawan.pdf (p.19-29)
	004. Ricky Andi Syahputra, Anny Sartika Daulay, dan Basrizal.pdf (p.30-37)
	005. Drs. Sulaiman, M.Pd .pdf (p.38-49)
	006. Indra Purba Harahap.pdf (p.50-61)
	007. Syamsuddin Siregar, SH.,MH..pdf (p.62-64)
	008. Muhammad Hizbullah, MA..pdf (p.65-69)
	009. Shita Tiara, SE, Ak, M,Si dan Debbi Chyntia Ovami.pdf (p.70-74)
	010. Dra. Indrawati, S.Kep, Ns, M.Psi.pdf (p.75-80)
	011. Disna Anum Siregar, dan Anwar Sadat Harahap.pdf (p.81-88)
	012. Diana Sopha, SS, M.Hum.pdf (p.89-94)
	013. Siti Fatima Hanum, dan Samran.pdf (p.95-98)
	014. Munawaroh.pdf (p.99-102)
	015. Supriadi.pdf (p.103-114)

